


KATA PENGANTAR 
PIMPINAN PROYEK PENINGKATAN 

PENYULUl-IAN HUKUM 
TAHUN 1994/1995 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Salah satu kegia1an Proyek Peningkatan Penyuluhan 
Hukum Tahun 1994/1995 adalah Penyelenggaraan Penyulu­
han Hukum pada 15 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini 
diselenggarakan dalam rangka percepatan penyebaran 
pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
dan Kompilasi Hukum Islam (lnstruksi Pres.iden Nomor I 
Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 ). 

Untuk efektifitas penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan 
Hukum tersebut dan agar tercapai target yang dirumuskan 
secara optimal. maka disusun buku Pedoman Penyuluhan 
Hukum ini. Buku ini disebarkan ke PengadilanTinggi Agama 
tempat diselenggarakan Penyuluhan Hukum. untuk dijadikan 
acuan dalam penyelenggaraan. Diharapkan dengan mem­
pedomani buku ini, scgala sesuatunya akan menjadi mudah 
dan berjalan lancar dalam kegia1an Penyuluhan Hukum. 
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KATA SAJ\t1BUTAN 
DIREKTUR PEMBINAAN 

BA DAN PERA DILAN AGAl\t1A ISLAl\t1 

B ism i I lah irrahman irrahi m 

Assalamu'alrukum Wr. Wb. 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tcnlang Peradilan Agama (Lembaran Negara RepubJik Indo­
nesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3400) telah berjalan sekitar lima 
tahun, sementara Kompilasi Hukum Islam (lnstruksi Presidcn 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 199 I) 
sekilar tiga tahun. Kami hcrasumsi bahwa sebagian hcsar 
warga ncgara Republik Indonesia yang beragama Islam. yai1u 
mercka yang terikat dan tunduk terhadap undang-undang dan 
Kompilasi Hukum Islam tcrscbut, khususnya mengcnai 
perkara-pcrkara tertentu adalah masih a\vam atau bclum 
mcmahmni dcngan sebaik-baiknya. 

Betapa pun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum 
tcrrnasuk Undang-Undang Pcradilan Agama dan Kompilasi 
Hukum Islam,jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor 
pcmahaman dan kcsadaran hukum masyarakat tcrhadap aturan 
demi aturan yang terdapat dalam aturan hukum dimaksud. 
niscaya ide atau tujuannya yaitu "untuk mewujudkan tata 
kchidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentcram dan tcrtih" 
bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
rasanya sulit untuk dicapai. Oleh sebab ilu tingkat kesaclaran 
hukum masyarakat merupakan faktor yang amal penting dan 
cukup mencntukan dalam proses sosialisasinya. Faktor ini 
1ncnjadi lcbih pent.ing mengingat sebagian besar kewcnangan 
Pengadilan Agama adalah dnlam kehidupan kcluaroa vant' 
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mcrupakan sokoguru utama dalam pcmbangunan masyarakat 
bangsa menuju terwujudnya tujuan nasional kita, yaitu 
masyarakat adil makmur baik dalam aspck mental spiritual 
maupun fisik material. 

Salah satu upaya konkrel untuk mcnciptakan atau 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mcnurut 
kami tepal dilaksanakan dalam era pembangunan hukum 
dewasa ini adalah bentuk kegiatan "Pcnyuluhan hukum 
Undang-Undang 1en1ang Pcradilan Agama dan Kompilasi 
Hukum Islam". Untuk mendukung kcgialan ini lah Dircktorat 
Pembinaan Sadan Pcrad ilan Agama Islnm menyusun dan 
menerbilkan buku "Pcdoman Penyuluhan Hukum (Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 1989 ten1ang PeradilanAgama dan 
Kompilasi Hukum Islarn)". Scbagai pcdoman. buku ini 
belumlah sempuma scbagaimana yang diharapkan, sehingga 
oleh karenanya para penyuluh mempunyai peranan pcnting 
dalam melaksanakan tugasnya di tcngah-tengah peserta 
penyuluhan, karena bagaimanapun juga yang lcbih pcnting 
bagi kita adalah tercapainya tujuan pcnyuluhan itu sendiri. 

Berkenaan dengan tujuan penyuluhan ini. kiranya 
sangatlah tepat dalam kcscmpatan yang baik ini kami 
menghimbau dan berharap kcpada seluruh peserta pcnyuluhan 
yang tentu saja jum lahnya sangat tcrbatas. hendaknya lcbih 
lanjut bersedia berperanscrta memasyarakatkan Undang­
Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi hukum 
Islam melalui wadah atau jalur masing-masing. scpeni 
pengajian. majlis ta'lim, organisasi sosial atau wadah-\vadah 
yang Jain. Untuk itu. bcrsama ini lebih dahulu kami sampaikan 
ucapan terima kasih. mudah-mudahan proses sosialisasi 
undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam ini akan bcrjalan 
lebih cepat dari yang dipcrkirakan. 

Akhirnya demikianlah sekedar sambutan kami dan 
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semoga Allah SWT akan memberkahi segala usaha dan amal 
kcbajikan kila. Amin. 

Jakarta. Juni 1994 

Wassalam 

DIREKTUR PEMBINAAN 
BAD AN PERA DILAN AG AMA ISLAM 

H. ZAINALABIDIN ABUBAKAR, SH 
N I P : 150 016 457 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENYULUHAN HUKUl\-1 (UNDANG-UNDANG 

NOl\'l()R 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN 
AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pcnjclasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan 
atas hukum (rcchtstaat) dan tidak berdasarkan alas kekuasaan 
belaka (Mach1s1a1). Hal ini berarti bahwa semua alat 
kelcngkapan negara dituntut menjalankan aturan-aturan 
hukum. Dalam pada itu pasal 27 ayat ( 1) menyatakan bahwa 
sctiap warga ncgara di dalam hukum mempunyai kesempalan 
yang sama. baik menjalankan hak dan wewenangnya sesuai 
dengan pcraturan hukum yang berlaku. maupun dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya yang ditentukan oleh 
hukum. 

Paham negara hukum yang dianut di Negara Republik 
Indonesia mencntukan bahwa hukum merupakan kaidah 
teninggi yang harus ditaali dan dilaksanakan oleh semua pihak 
1anpa kccuali. Kedudukan hukum sebagai kaidah tertinggi 
yang menga1ur kehidupan bemegara dan bermasyarakat, sena 
prinsip bahwa sctiap orang mempunyai kedudukan yang sama 
di dalam hukum, pcrwujudannya menuntut pemahaman akan 
hukum serla bcrkembangnya kesadaran hukum pada waiga 
ncgara maupun para pcnegak hukum. Tanpa pemahaman dan 
kesadaran hukum, supremasi hukum sena azas kedudukan 
yang sama dalam hukum 1idak dapat diwujudkan secara nyata, 
karcna hukum lidak dipahami, demikian pula karena hak dan 
wewcnang scna kc\vajiban yang ditentukan oleh hukum tidak 
disadari. 
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Meningkatkan kesadaran huku111 masyarakat schingga 
n1ereka mcnghayati hak clan kcwajibannya, dm1 mcniJ1gk:,tkan 
pembinaan sikap para pcncgak hukum kc arah tcgaknya 
hukum, kcadilan dan perlindungan lcrhadap harkat dan 
1nartnb~t manusia. ketertibnn scrta kcpastian hukum sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945, n1crupakan pcrintah 
Garis-Garis Bcsar Haluan Negara (TAP MPR No. ll/l\1PR/ 
1993). dan salah satu upaya untuk n1ewujudkannya adalah 
pcnyuluhan hukum. 

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tcntang Pera<.JilanAgarna 
clan Kon1pilas1 Hukurn Islnn1 (lnstruksi Prcsidcn Rcpublik 
Indonesia No. I Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991) pcrlu 
disadari dan dipahan1i masyarakat tcrutan1a kaum wunita 
dalam rangka n1cwujudkun kcdudukannya yang san1a di dcpan 
hukum. Bahwa olch karena itu kegiatan pcnyuluhan hukum 
dengan pcnyarnpaian materi pokok dalan1 U U No. 7 Tahun 
1989 tcntang Peradilan Agarna dan Ko111pik1si Hukum Islam 
din1aksudkan untuk mcnjadikan masyarakat men1aharni hak­
hak dan kc\vajibannya dan mematuhi per~turan hukum. 
Dcrnikian pula kegiatan pcnyuluhan hukum ilu mcrupakan 
bagian dari pada usaha pcmbinaan huku111 nasional. 

Pcnyuluhan hukum mengenai UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama dan Kon1pilasi Hukum lslmn akan 
dilakukan juga dengan bcrpcdon1an pada Pol .. 1 Dasar 
Penyuluhan Huku1n rnenurur Kcputusan tvlcntcri Kehakiman 
No. 1\11.06-Ul\1.06 .02 Tahun I 983 jo. Kcputusan No. M. l Qa 

UM .06.02 Tahun 1983 ten tang Pola Opcrasional Pcnyuluhan 
Hukum. 
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BAB II 

BATASAN DAN 'fUJUAN 

Penyu1unan nukum n1erupakan suatu pcnntah Garis-



Garis Bcsar Haluan Negara. yang pada satu pihak 
mcnycbarluaskan inf ormasi kcpt1da scluruh wruga masyarakat 
tcntang hukum yang hcrlaku di dalam UU No. 7Tahun 1989 
tcntcang Pcradilan Agama clan KompiJasi Hukum Islam, baik 
mcngcnai isi maupun mcngcnui upaya n1cn1pcrtahankan hak 
kcwajiban yang ditirnhulkan olch hukum, dean pada pihak lain 
mcm bin a kcsadaran hu kum masyarakat tcrmasuk aparat 
pcmcrintah dan pcncgak hukum untuk mcwujudkan kesadaran 
hukum bagi scluruh \varga masyarakat yang beragnma Islam. 

Dari harasan di alas. jclas bahwa tujuan yang hcndak 
dicapai olch usaha pcnyuluhan Hukum mcngcnai UU No. 7 
Tahun 1989 tcntang PcradilanAgama dan Kompilasi Hukum 
Islam adalah : 
( l) rvtcnjadikan masyarakat paharn hukum. dan dalarn arti 

mcmahami kctcntuan-kctcntuan yang tcrkandung di 
dtllam UU No. 7 Tahun 1989 tcntang Pcradilan Agama 
dan Kompilasi Hukum Islam. 

(2) Mcmhina dan mcningkatkan kcsadaran huku1n v.'aiga 
masyaraknt schi ngga sctiap \Varga masyarakat taat 
kcpada huku111 dan sccara sukarcla tanpa paksaan atau 
dorongan dari siapapun rnclaksanakan hak dan 
kcwajihannya schagaimana yang ditcntukan olch UU N~. 
7 Tahun 1989. Kompil~1si Hukum Islam dan pcrundangan 
lainnya yang tcrkait. 
Schuhungan dcngan t.ujuan pcnyuluhun huku1n tcrscbut 

di ams. hcnclak ditckankan bnhwa tujuan pcnyuluhan hukum 
tidak scmtlta-mata sckcdar agar sctiap warga masyarakat 
mcngctahui atlanya suatu hukum yang bcrlaku sccara sah 
schagaimana halnya UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi 
Hukun1 Islam. 1ctapi juga ngar sctiap warga masyarakat 
n1cnyadari scrta rnl'maham i cfek suaru hukum terhadap hak 
dan kcwajibanny~ sclaku w~uga ncgara, dan agar kaidah-



kaidah hukum lerscbut dapat dilaksanakan dcngan baik dalam 
kehidupan masyarakat. 

Demikian pula perlu ditckankan bahwa melalui 
penyuluhan hukum ini, warga masyarakal khususnya 
masyarakat Islam. di samping scperti yang discbut dalam 
tujuan angka (I) dan (2) di atas. sekaligus dapat mcmahami 
keberadaan pcradilam agama dalam sis1cm kekuasaan 
kehakiman di negara Republik Indonesia9 dan mcmahami 
kcwenangan dan kekuasaan yang diberikan hukum kcpada 
Peradilan Agama dalam upaya menegakkan dan mcm­
pertahankan hukum, hak dan kewajiban di depan pcngadilan. 
Langkah ini akan menghindarkan warga masyarakat dari 
kebingungan dalam usaha mempertahankan hak dan 
kewajiban melalui saluran yang dibcnarkan hukum. 

BAB III 

PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI PROSES 

Kegiatan Penyuluhan Hukum mcrupakan kcgiatan 
penyampaian informasi hukum, bcrupa matcri hukum yang 
bcrlaku yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1989 ten tang 
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. dcngan 
maksud dapat diketahui. dipahami. dihayati dan sclanjutnya 
dapat diwujudkan dalam pola berfikir dan bcrtingkah laku. 

Dengan demikian penyuluhan hukum pada hakckatnya 
menycntuh proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri individu 
selama proses penyuluhan untuk mcmbentuk kcsadaran 
hukum masyarakat Islam. 

Efektifitas hubungan an1ara pcnyuluh disalu fihak dcngan 
yang disuluh dipihak Jain. dipengaruhi olch faktor 1natcri 
hukum yang disuluhkan. faktor pcnyuluh. sasaran dan 1nctoda. 
Karenanya kelerpaduan keempat unsur itu pcrlu diusahakan 
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dcngan scbaik-baiknya, guna menumbuhkan kesadaran 
hukum warga masyarakat yang meliputi tahap berikut : 
( l) Tahap pengcnalan/pcmahaman. 

Pada tahap ini warga masyarakal belum mengenal hukum 
yang rcrkandung di dalam UU Nomor 7Tahun 1989 dan 
Kompila..~i Hukum Islam. Tahap pcngenalan/pemahaman 
bcrtujuan mcmelek.kan mereka. 

(2) Tahap pcmbentukan sikap. 
Tahap ini diharapkan bertujuan ganda, perlama 
menumbuhkan keyakinan manfaat hukum yang telah 
dikenal tadi dan kedua ialah merubah sikap. Yakni 
mcrubah sikap yang salah karena tidak dilandasi hukum 
yang berlaku. Dengan kata lain, sikap mercka dikoreksi 
hingga berubah menj3di sikap yang sesuai dengan aturan 
hukum. 

(3) Tahap pcncrapan. 
Diharapkan pada tahap ini "ultimate goal" atau tujuan 
yang scmpuma dapat dicapai, hingga mcnyebabkan 
warga masyarakat bertindnk sesuai dengan hukum yang 
bcrlaku dcngan sukarcla dan sesuai dengan keyakinan .. 
nya. 
Jadi bukan hanya masyarakat melek hukum tetapi juga 
hcrsikap positif yakni rcla menerapkan dan mcmatuhi 
hukum. 

BAB IV 

PENYULUH 

Pada dns:.irnyn pcnyuluhan hukum merupakan proses 
yang panjang d:1n rurriil mclalui beberapa lahap. Penyuluhan 



hukum harus mclalui arus proses lumbuhnya kcsadnran 
hukum scperti lahap-t3hap di aras. 

Sebagai pihak yang berpcran membcnluk dan membina 
kesadaran hukum, penyuluh atau pcrsonilnya haruslah 
mcmiliki ciri-ciri dan kemampuan scbagai berikut : 
(1) Dapal mcmberi informasi yang jclas. gamblang dan 

mudah di mcngcrli; 
(2) Dapat menggunakan gaya bahasa yang menarik, 

menggugah atau mcndorong kcmauan masyarakat unluk 
menerima materi yang disuguhkan: 

(3) Dapat memberikan bantuan dan mcnciptakan usaha­
us:iha yang mcndorong kcyakinan masyarakat akan 
manfaat hukum bagi kehidupannya: 

(4) Dapat berfungsi sebagai suatu pcnggcrak yang dapat 
mengubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat 
sehingga masyarakat menjadi tertib: 

(5) Dapat bcrfungsi scbagai pcndidik yang mcndorong 
terjadinya proses belajar; 

(6) Dapat menjangkau sasaran masyarakat yang lcbih luas. 
Melihat hal-hal yang harus dipcnuhi di alas, maka 

penyuluh atau personil penyuluhnya dapat tcrdiri dari : 
(1) Para hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. atau hakim 

pada PcngadilanAgama yang mcnurut Kctua Pengadilan 
Tinggi Agama memcnuhi syarm: 

(2) Muballigh/muballighah yang ditunjuk Kctua Pcngadilan 
Tinggi Agama: 

(3) Pcjabat yang ditunjuk olch Pc1ncrin1ah Daerah guna 
mcrnbantu/menycrtai penyuluh angka ( 1 ): 

(4) Hakim pada Peradilan Umum: 
(5) Ulama yang bcrpengaruh untuk mcnjadi anggola 

penyuluh. 
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BAB V 

SASARAN PENYULUHAN 

Sckalipun pada akhin1ya sasaran pcnyuluhan hukum 
adalah scluruh warga ·ncgara Republik Indonesia, nan1un 
pcmilihan sasaran untuk tahap sekarang pcrlu dilakukan. 
Keterbalasan itu sangat ditentukan oleh biaya dan daya yang 
tcrsedia scrra luasnya wilayah yang hcndak dijangkau. Kedua 
hal tcrscbut menuntut pencapaian sasaran secara bertahap dan 
berantai atas dasar kelayakan dan relcvansinya. lmplikasi hal 
1crscbut adaJah pcrlu ditetapkan kelompok sasaran yang a1can 
didahulukan dalam penyuluhan nanti. Kelompok sasaran ilu 
nan tin ya diharapkan dapat menerusk.an informasi hukum yang 
disuluhkan kepada lingkungannya atau kepada jamaahnya. 
Karena itu perlu ditetapkan terlebih dahulu kelompok 
masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan. 

Pada tahap sekarang ini, masyarakat yang dipanggil/ 
diundang untuk mengikuti penyuluhan adalah sebagai berikul: 
( l) Para Ulama atau Tuan Guru yang clipandang berpengaruh 

dalam masyarakat; 
(2) Muballigh/da'i, guru ngaji atau guru majlis ta'lim; 
(3) Pcmuka masyarakat yang dipandang mampu mencruskan 

informasi hukum; 
(4) Pin1pi{ian organisasi keagamaan atau sosial keagamaan 

dalam wilayah baik tingkat propinsi, kabupaten atau 
kccamatan; 

(5) Pimpinan organisasi wanita seperti PKK, Aisyiyah, 
Fatayat NU dan lain-lain; 

(6) Wanawan media nuissa, bai.k cctak maupun elekrronika 
yang ada dalarn wilayah propinsi atau kabupaten; 

(7) Aparat pemerintah yang menurut pertimbangan 
pcmerintah daerah dipandang perlu untuk diikut sertakan 
dalam pcnyuluhan: 
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(8) Pimpinan organisasi polilik atau Golongan Knrya; 
(9) Para pirnpinan pondok pesantrcn atau mndr:isah dan 

sekolah-sckolah keagamaan lsla1n lainnya: 
yang keseluruhannya mcncapai jun1lah sesu:ii dcngan yang 
diten1ukan di dalam proyek. 

Untuk menentukan di daerah mana penyuluhan itu 
diselenggarakan. perlu ditinjau kondisi tertentu nntara lain 
sebagai berikut : 
( l) Kerawanan perilaku taat hukum dengan indi.kator : 

- Tingginya tingkat pelanggaran hukum perkawinan 
(UU No. 1 tahun 1974 ). U U No. 7 tahun 1989 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 

- Lemahnya tendensi penyimpangan/pclanggarun 
hukum. 

- Adanya gaya hidup yang mendorong ke arah 
lemahnya penerapan hukum negara dalam konleks 
pengamalan ajaran agama Islam. 

(2) Kelemahan daJarn hal pengetahuan hukum yang dimiliki 
atau kekurangpedulian pada hukum positif produk 
legislatif nasional. 

(3) Pertimbangan pemerintah daernh tingkat I dalam wilayuh 
hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan. 

(4) Tingkat literasi warga masyarakat yang "ignorant" atau 
acuh terhadap hukum yang berlaku. 

(5) Posisi strategik warga masyarakat tertentu dalam srruktur 
sosial lingkungannya yang mcmberi kekuatan untuk 
mempengaruhi warga lainnya dalam jumlah yang lebih 
luas. 
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BAB VI 

MA1"ERI PENYULUHAN 

Ketentuan hukum yang berlaku yang mcnjadi materi 



penyuluhan UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum 
Islam atau Perundangan dan pcraturan pelaksanaan lainnya 
yang bcrkait dengan materi U U No. 7 tahun l 989 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam penyuluhan hukum, materi tersebut di atas 
disesuaikan dengan pcnggunaan metode menurut skala 
prioritasnya sena disesuaikan dengan sasarannya, dengan 
memperhatikan hal-hal berikut : 
( 1) Materi yang disuluhkan harus diinventarisasikan terlebih 

dahulu dengan aturan prioritas suluhannya. 
(2) Materi itu harus diteliti yang bcnar-benar dibutuhkan 

warga masyarakat baik urgensi maupun relevansinya, 
schingga tidak menyimpang dari materi pokok di atas. 
Harns disadari benar-benar bahwa ini adalah penyuluhan 
UU No. 7 tahun l 989 tentang Peradilan Agama dan 
Kompilasi Hukum Islam guna membentuk sikap 
masyarakat yang benar terhadap Peradilan Agama, dan 
terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 

BAB VII 

TATA LAKSANA 

Pemimpin Bagian Proyek, dengan surat keputusan-nya, 
mengangkat panitia penyelenggara penyuluhan UU No. 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompil~i Hukum 
Islam dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. 
Panitia itu terdiri dari unsur Pengadilan Tinggi Agama atau 
PengadilanAgama di tempat pelaksanaan penyuluhan hukum, 
bcser1a unsur pcmerintah daerah. 

Panitia tersebut di alas hanya bertugas menyiapkan clan 
bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan lainnya. 
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Sebagai pengundang atau yang mcrnbuat surat undangan 
adalah pcrnerinrah daerah/bupati. Olch karena itu kclua 
Pengadilnn Tinggi Agan1a harus bcrkonsultasi cJcngan 
pemerintah dnerah Tk. I atau bupati di tempat pcnyuluhan 
dilakukan. 

Pembiayaun kegiatan pcnyuluhan dibt.:bankan kepada 
anggaran pembangunan, n1elalui DIP bagian Proyek 
Penyuluhan Hukun1 (UU No. 7 lahun 1989 dan Kompilasi 
Hukum Islam). Jika pada pemerintah daerah yang 
bersangkutan terdapat biaya atau anggaran un1uk kcgiatan 
penyuluhan hukum, dengan konsultasi tndi diharapkan dapat 
dipartisipasikan guna n1emperluas jangkauan sasaran 
penyuluhan. 

Tempat penyelcnggaraan dilnkuknn di gcdung Dewnn 
Perwakilan Rakyat Daerah aLau gcdung lain yang mampu 
menampung keselunihan pcscrta. 

Bahan-bahan penyuluhan disediakan oleh Proyek 
Pembinaan Badan Peradilan Agama di Dcpanemcn Agama 
Pusat. Bahan tersebut dapat dibagikan kcpada para pcscrta 
penyuluhan hukum atau masyarakat lainnya, scjauh yang 
dapat disediakan. Bahan tersebut dapal diperbanyak tanpa 
rnerubah isi, bentuk dan rumusannya. dengan menycbut 
sumbemya 

BAB VIII 

LAPORAN 

Hasil pelaksanaan penyuluhan hukum dilaporkan oleh 
Ketua Pengadi1anAgama scbagai penanggung jnwab wilayah 
kepada Direktur Jenderal Pembinann Kclemhagaan Agama 
Islam DepartemenAgama. Di dalan1 laporan tersebut dimuat 
pula nama peserta dan daerah asal/organisasi pcngirimnya. 
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Lapnr~n tcrscbut mcnjadi bJhan evaluasi, guna menjadi 
masukan yang berharga bagi pcrencanaan program 
pcnyuluhan hukurn untuk masa yang berikucnya. 

Laporan disusun di atas kcrtas Quarto, dijilid dcngan 
cover yang ha ik. 

BAil IX 

PENUTUP 

Dcmilcian Pctunjuk Pclaksan~an Pcnyuluhan Hukum lTU 
No. 7 T3hun 1989 tcntang Peradilan Agamn dan Kompilasi 
Hukum Islam ini. Scmoga dapat digunakan sebagaimnna 
mcstinya. Act~pun mengcnai hal-ha1 pen ting lain yang bclum 
tcrmasuk dalnm pcdoman ini dapat diatur di dacrah. scsuai 
dcngan urgensinya scp3njang tidak bcrtcntangan dcngan 
pcdoman ini. 

1 I 





BAGIAN KEDUA 

J\i1atcri Penyuluhan Hukun1 

(Undang-undang Non1or7 Tahun 1989 Ten tang 
Peradilan Agama dan Ko1npilasi Hukum Islam) 





BAB I 

PENDAHULUAN 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistim 
pemerinrahan negara antara lain menyatakan, bahwa Indone­
sia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) 
bukan atas dasar kekuasaan semata-ma1a (machtstaat). Oleh 
karena itu dalam negara Republik Indonesia sebagai negara 
hukum, hukum mempunyai status clan kedudukan yang sangat 
menentukan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. 
Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan 
adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur 
kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bemegara secara 
nasional, berdasarkan Pancasila clan Undang-Undang Dasar 
1945. 

Tatanan/perangkat hukum nasional tersebut memberikan 
jaminan, bahwo penggunaan kekuasaan dalam pergaulan 
bennasyarakat dan bemegara tidalc akan dijalankan secara 
sewenang-wenang, sebagaimana ditegaslcan dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistim pemerintahan 
yang konstitusional, yaitu 11 Pemerintahan berdasar alaS sistem 
konstitusi, tidak bersis1im kekuasaan yang tidak terbatas , 
(absolut)": 

Batas-batas kekuasaan tersebut adalah aturan-aturan 
hukum yang berlandaskan kepentingan dan nilai-nilaiQbyektif 
serta persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. 
Hukumlah yang akan melindungi dan mengayomi anggota 
masyarakat (rakyat), menjamin tidak dilanggamya hak-hak, 
dan ditaatinya kewajiban wruga negara serta diwujudkannya 
asas persamaan dan pemerataan dalam memperoleh keadilan 
bagi seluruh anggota masyarakal atau rakyat banyak. 
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Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Und~ng-Undang Dasar 1945, Pancasila 
mcrupakan sumbcr dari segala sumbcr hukum scbagaimana 
yang ditcgaskan dalam Ketetapan tvfPRS Nomor XX/MPRS/ 
1968. Oleh karenn itu. hukun1 nasional negara Republik In­
donesia meJ?ngkupi/mencakup norma-nonna yang terdapat 
pula dalam hukum adat, hukum agama dan kaidah-kaidah 
hukum/norma-nonna hukum asing yang telah menjalani 
perubahan dan discsuaikan dengan nilai-nilai yang dapat 
diterima oleh bangsa Indonesia, diman3 norma-norma/kaidah­
kaidah/nilai-n ilai yang tumbuh dan berkembang dalan1 
masyarakal bangsa Indonesia. yang tidak bertentangan dengan 
falsafah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dapat 
diterima secara sukarcla/diam-diam. 

Mulai PELITA I sampa.i dengan PELITA V, meskipun 
pembangunan nasional ditilik beratkan pada bidang ekonomi. 
khususnya seklor hukum juga mendapat perhatian dan 
prioritas, yakni sebagaimana telah din1ulai sejak PELl'V\ II. 

Pada PELITA III melalui GBHN berdasarkanTAP MPR 
RI Nomor IV /MPR/1978, pemerataan kcsempatan untuk 
memperoleh keadilan tcrutama bagi rakyal kecil adalah salah 
satu jalur dari dclapan jalur pemerataan. Pada PELI1A IV 
pembangunan sek1or hukum lebih ditingkatkan lagi, bahkan 
dinyata.kan dengan tegas sebagai Era Pembangunan Hukum. 

Pada PELITA V yang dimulai sejak tahun 1989, 
pembangunan hukum semakin dilingkatkan dan diupayakan 
untuk dapat lebih menunjang pembangunan di bidang 
ekonomi, sehingga lebih menjamin kemantapan ketahanan 
nasional. Oleh karenanya, amh kcbijaksanaan pembangunan 
pada umumnya antara lain agar kepastian dan keteniban 
hukum yang berinl.ikan pada kebenaran dan keadilan perlu 
lebih ditingkatkan, schingga hukum benar-bcnar mampu 
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menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, 
mcnciptakan lingkungan dan i.klim yang dapat mcndorong 
kegairahan munculnya krcatifitas dan partisipasi masyarakat 
dalam pcmbangunan scrta mcndukung kemantapan stabilitas 
nasional dalam scmua segi. 

Hal-hal yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan 
dasar pertimbangan (konsidcrans) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tcntang Peradilan Agama, scbagai pelaksanaan 
dari kchcndak Undnng-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Scjak Pemerintah Orde Baru, berturut-turut teJah 
dihasilkan bcberapa pcrangkat pcmturan perundang-undangan 
yang khusus bcrkaitnn dengan pcmenuhan kcbutuhan 
masyarakat di bidang pcnegakan hukum dan keadilan 
(khususnya yang menyangkut Lembaga Peradilan), yakni : 
l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ten tang Ketentuan­

ketent uan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 
4. Undang-undang Nomor 2 Tuhun 1986 tentang Peradilan 

Urn um. 
5. Undang-undang Nomor 5 ~1hun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. 
6. Undang-undang Non1or 7 Tuhun 1989 tentang Peradilan 

Agama. 
Maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang PcradilanAgama, bukan hanya 
semala-mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan 
hukum melalui kodifikasi dan unifikasi guna memenuhi 

amanat yang tcJah digariskan dalam GBHN tersebut di atas. 
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dan Timur (StaatbladTahun 1937 Nomor 638 dan 639); 
c. Peraturan Pemcrintah Nomor 45 Tahun 1957 tcntang 

Pcmbentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 
Tahun 1957 Nomor 99). 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bertujuan 
untuk menciplakan kcsatuan hukum/unifikasi scbag;::aimana 
dimaksud oleh alinea terakhir huruf d konsiderans 
menimbang terse but," ............... pcrlu segcra diakhiri demi 
terciptanya kesatuan hukum yang mengalur Peradilan 
Agama dalam kerangka sistcm dan tata hukum nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". 

3. Mewujudkan kemandirian Peradilan Agama. 

20 

Sebagaimana dimaklumi bahwa secara historis 
keberadaan Peradilan Agama telah ada scjak scbclum 
zaman kolonial. Kebijaksanaan politik hukum Pemcrintah 
Hindia Belanda scbenarnya tidak dapat mencrima 
kenyataan tentang adanya Pcradilan Agama. schingga 
mclalui tcori rescpsi bcrmaksud mcnghambat bcrlakunya 
hukum Islam bagi umat Islam itu scndiri, kccunli hukum 
Islam yang tclah ditcnma oleh hukum adat. Dcngan 
penonjolan hukun1 adat. pemerintah Hindia Bclanda sccara 
sistematis melaksanakan politik hukumnya itu. 

Ketidakmandirian Pcradilan Agama dan kctcr­
gantungannya pada Peradilan Urn um adalah bcrmula scjak 
zaman kemerdekaan., yaitu dengan dikcluarkannya 
bebcrapa pcraturan pcrundang-undangan scpcrti tcrscbut 
di bawah ini. 
a. Peraturan Pemcrinlah No. 45 tahun 1957. yang pasal 4 

nya mcnyatakan scbagai bcrikul : 
Ayat (3) : "Apabila orang tidak hendak mclakukan 



keputusan yang dijaluhkan oleh 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 
atau oleh Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar'iyah Propinsi alaupun tidak hendak 
mem bayar ongkos perkara yang terse but 
dalam kcf)Ulusan itu, yang berkepentingan 
dapat menyerahkan salinan kcputusan itu 
kepada Ketua Pengadilan Negeri di fcmpat 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 
itu". 

Ayat (4) : "Setelah ternyata kepadanya, bahwa 
keputusan itu tidak ada halangan lagi 
dijalankan, Ketua Pengadilan Ncgcri 
menerangkan bahwa kepulusan itu sudah 
dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya 
sebelah atas salinan surat keputusan itu, 
dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda 
tangan". 

Ayat (5) "Sesudah itu .. kcputusan dapat dijalankan 
me.nurut aturan-aturan menjalankan 
keputusan sipil Pengadilan Negeri". 

b. Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang perk.awinan, 
yang pasal 63 ayat (2) nya menyatakan : "Setiap 
putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh 
Pcngadilan Umum". 

c. Peraturan Pemcrintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur 
tentang pclaksanaan Undang-Undang No. I tahun 
1974. yang pasal 36 nya menyatakan: 
Ayat (I) : "Panitera Pengadilan Agama selambat­

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian 
diputuskan menyampaikan putusan yang 
tclah mempunyai kekuatan hukum yang 
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tetap itu kcpada Pcngadilan Ncgeri untuk 
dikukuhkan ". 

Ayat (2) : "Pcngukuhan dimaksud ayat ( 1) dilakukan 
dengan mcmbubuhkan kata-kata "diku­
kuhkan" dan ditnndalangani olch Hakim 
Pcngadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas 
pada putusan tersebul''. 

Ayat (3) "Panitera Pcngadilan Ncgcri sclambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima 
putusan dari PcngadilanAgama, mcnyam­
paikan kembali putusan itu kepada 
Pengadilan Agama ... 

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 
Desember 1989, maka fungsi. susunan, kekuasaan dan 
acara Peradilan Agama disempurnakan dan ditegakkan 
secara utuh. schingga benar-benar mcnjadi Pcngadilan 
yang mandiri dan sejati. yang berarti lcnyaplah 
pemahaman dan pandangan yang bcranggapan seakan­
akan Pcngadilan Agama scbagai pengadilan kelas dua 
atau pengadilan di bawah atau lebih rendah dari 
Pcradilan Um um. Hal tersebut tertuang dalam Undang­
Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
Bab VII tcntang peraturan pcralihan, pasal I 07 ayat 
(I) huruf d dan Bab II bagian kcdua, paragraf 3 pasaJ 
38 ten tang Jurusita. Pasal I 07 ayat (I) huruf d 
menyatakan "ketcntuan scbagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. I tahun 
1974 tcntang perka\vinan. dinyatakan tidak berlaku". 
yang berarti Lembaga Pcngukuhnn atas setiap 
Pengadilan Agama olch Pengadilan Ncgcri sudah 
dihapus. Dcngan dcm ikian tidak ada lagi campur 



tangan Pengadilan Negeri terhadap setiap putusan 
Pengadilan Agama. 

Dem ikian pula ke1en1uan ten tang Jurusita dan 
Jurusita Pcnggan1i pada setiap Pengadilan Agama 
sebagai1nana ditcgaskan dalam pasal 38 Undang­
Undan g No. 7 tahun 1989, bahwa "pada setiap 
Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusi1a dan 
Jurusi1a Pengganti". Dengan adanya ketenluan ini 
maka sempurnalah organisasi Pengadilan Agama 
sebagai salah satu lembaga pelaksana Peradilan di In­
donesia yang bcrarti kcsemuan dan ketidaksempumaan 
Peradilan Agama selama ini dalam pelaksanaan 
Pcngadilan dan pemberitahuan kepada para pihak 
maupun dalam mclakukan Sita (Sita jaminan, Sita 
marilal maupun Sila eksekusi) dan pclaksanaan/ 
eksekusi putusan tclah berakhic 

Sebagai lcmbaga Peradilan yang sejati dala1n 
kerangka Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. 
sekarang Pengadilan Agama dapal me!aksanakan 
sendiri f ungsi dan kewenangannya sejak awal sampai 
pela.ksanaan putusannya. 

Dengan demikianll maka status dan kedudukan 
Peradilan Agama adalah sama, setingkal dan sederajat 
serta sejajar dcngan Peradilan lainnya sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 10 Undang-Und~ng No. 14 
cahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan antara lingkungan 
Peradilan yang satu dengan lainnya adalah karena 
ruang lingkup kewenangannya, sebagaimana pasal 2 
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyata.kan 
bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pcncari 
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keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
perdata te11en1u yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 7 tahun 1989 rersebut. 

Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
kiranya parur disyukuri, apalagi setelah satu setengah 
tahun sejak pemberlakuannya itu pemerintah Republik 
Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. l tahun 
1991 tanggal I 0 Juni 1991. In pres tersebut merupakan 
Instruksi Presiden kepada Menteri Agama unruk 
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang tcrdiri 
dari : (a) Buku l tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku 
II tentang Hukum Kewarisan, dan (c) Buku III tcntang 
Hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi 
Pemcrintah dan olch masyarakat yang memerlukannya. 
Inpres No. 1 tahun 1991 ini ditindaklanjuli olch 
Keputusan Menteri Agama No. 154 tang gal 22 Juli 
tahun 1991, yang antara lain menyatakan agar seluruh 
Insransi Departemen Agama dan Instansi Pemerinlah 
lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan 
Perwakafan sedapat mungkin mencrapkan Kompilasi 
Hukum Islam tersebut disamping Peraturan PeF­
undang-undangan lainnya. 

Latar belakang pemikiran penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam yang dilakukan oleh sebuah panitia yang 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua 
Mahkarnah Agung clan Menteri Agama pada tanggaJ 
21 Maret 1984 adalah keadaan Pengadilan Agama 
yang belum dilengkapi dengan sebuah Kitab Undang­
U ndang Hukum Materil. Hukum Islam yang 
dipergunakan oleh Penga~ilan Agama untuk 
menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya 



dimasa yang lalu adalah berbagai Kilab Fiqh yang 
di1ulis olch para Fuqaha bcbcrapa abad yang lalu. Di 
dalam Kitab-ki1ab Fiqh itu tcrdapal pcrbcdaan­
pcrbcdaan. baik perhedaan yang kecil maupun 
pcrbedaan yang bcsar. yang memungkinkan 
bcrbcdanya pcndapat dan putusan hukum mcngenai 
sengkcta yang sama. schingga menimbulkan 
kctidakpastian hukum yang pada gilirannya 
mcnumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap 
Pengadilan Agama dan Hukum yang dipe~unakannya. 
yakni hukum Islam. 

Kompilasi Hukum Islam tidak lain dari sebuah 
Kitab yang bcrisi kacdah-kaedah atau garis-garis 
Hukum Islam sejenis dibidang Hukum Pcrkawinan. 
Hukum Kewarisan. dan Hukum Perwakafan yang 
secara Nasional mcnjadi pegangan Hakim-hakim 
Agama Uuga Hakim-hakim di lingkungan Peradilan 
lainnya) dan masyarakat. terutama masyarakat Islam 
Indonesia yang mencari keadilan di PengadilanAgama. 
Olch karena itu Kompilasi Hukum Islam mcrupakan 
bagian dari Hukum Nasional Indonesia. 

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam pada satu 
se2i memberikan kcmudahan bagi hakim-hakim ..._ ._ 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan scngketa 
yang dihadapkan kcpada mcrcka. sckalipun kcwajiban 
untuk bcrijtihad at3u untuk mcncmukan hukum yang 
hicJup sesuai dcngan rasa kcadilan masyarakat tctap 
tidak terlepas dari f ungsi mcrcka. Pada segi yang lain 
kcbcradaan Kompilasi Hukum Islam itu akan 
menghilangkan keraguan orang akan akibat hukum dari 
scsuatu tindakkannya. karena ::ituran-a1uran hukum 
yang terdapat didalammnya mcmpunyai sifat dan sta­
tus yang pasti. 



BAB II 

KEDUDUKAN PERADILANAGAI\1A 

Pasal 2 Undang-undang Nornor 7Tahun 1989 mcnyata­
~1n hahwa "PeradilanAgama mcrupakan salah satu pclaksana 
Kckuasaan Kchakiman bagi rakyat pcncari kcadilan yang 
bcragama Islam n1engcnai perkara pcrdata tcrtcntu ynng diatur 
dalam Undang-undang ini". 

Dasar-dasar Kckuasaan Kchakiman dalarn Undang­
Und.1ng Das~r 1945 adalah Pasal 24 dan Pasal 25 scbagaimana 
discbulkan di bawah ini. 
1. Kekuasaan Kchakiman dilakukan olch scbuah lvlahkamah 

Agung dan lain-lain Sadan Kchakiman mcnurul Undang­
undang ( Pasal 24 ayat ( 1) ). 

2. Susunan dan Kckuasaan Badan-badan Kchakiman itu 
diatur dcngan Undang-undang ( Pasal 24 ayat (2)). 

3. Syarat-syarat untuk mcnjadi dan untuk dibcrhcntikan 
scbagai Hakim ditetapkan dcngan Undang-und~mg (Pasal 
") - ) ... ~ . 

Dalam pcnjelasan Pasal 24 cL1n Pasal 25 Undang-Undang 
Dasar 1945 ditcgaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman ialah 
Kckuasaan yang lv1crdeka, artinya tcrlcpas dari pcngaruh 
Kckuasaan Pcmcrintah/Eksckutif. Bcrhubung dcngan itu harus 
diadabn jarninan dalam Undang-undang ten tang Kedudukan 
Para Hakim". 

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 telah daund:ingkan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tcntang Kctcntuan­
kclrnlu~m Pokok Kckuasaan Kchakin1an. Pasal 10 ayat ( l) 
Undang-undang tcrscbut tclah mcnctapkan b~1hwa pclak­
s~naan Kckuasaan Kehakiman dilakuk:.sn okh Pcn!!adilan .. 
dalam lin2ku1H!an : .... ~ 
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1. Pcradilan Umum: 
2. Peradilan Agama: 
3. Pcradilan ~1ili1cr: 
4. Pcradilan Tata Usaha Negara . ..... 

Scdangkan Pasal 10 ayat (~)-nya mcncmpatkan 
~·1ahkamah Agung scbagai Pcngadilan Negara Tcrtinggi dan 
sckaligus scbagai Pcngadilan Tingkat Kasasi arau tingkat 
terakhir. scna mclaksanakan pcngawasan tcrringgi bagi scm ua 
lingkungan pcradilnn. Kcdudukan ~1ahknmahAgung tcrscbut 
di atas dipcrtcgas lagi olch Pasal 2jo Pasal 28 Undang-undang 
Nomor 14 Tahun l 985 ten tang Mahkamah Agung. 

Pasal l 0 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tcrscbut 
disamping mcncmpatkan l\1ahkamah .;\gung scbagai 
pcmcgang kcku~t'\aan dan pcngawasan 1crtinggi sci uruh badan 
pcradilan di Indonesia. juga n1cnctapkan. mcmhcdnknn dJn 
111 c n1 is ah -rn i s ah k an kc w c nan g a n kc c m pal I i n g k u n g an 
Pc rad ilan tcrsl!hut. ~ 1cnurut pcnjc lasan Pasnl l 0 aya1 (I )-nya 
pcrhcdaan diantara kccmpal lingkung'm pcradilan tcrscbut 
adalah dalam bidang kC\\.'Cnangan mcngadili baik pada tingkat 
penama maupun pada 1ingkat banding. 

· Pcmb3gian kc,venangan masing-masing lingkungan 
pcradilan yang tclah diatur dalam Pasal I 0 Undang-unc.lang 
Nomor 14 Tahun 1970 tcrsehut. kcmudian dJlam Undan2-... 
undang masing-masing lingkungnn Pcradilan 1crscbut 
ditcntukan batas-batas kev .. cnan~an mcn2adilinva. scha2ai-.... ~ . ....... 

mana dijela~kan bcrikut ini: 
1. Pcngadilan dalam lingkungan Peradilan Umun1. m~nurut 

Pasal 50 Undang-undang Non1or 2 Tahun 1986 tcntang 
Pcradilan Un1um. bcrtugas dan bcnvenang mcmcriksa. 
mcmutus dan mcnyclcsaikan pcrkara pcrdata dan pcrkara 
pidana. 

2. Pcngadilan dalan1 lingkungan Peradil:.u1Agama. n1~nurut 
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Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. bertugas dan berwcnang mcmcriksa. 
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara an1ara 
orang-orang yang beragama Islam dibidang: 
a. Perkawinan; 
b. Kewarisan. wasiat dan hibah. yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam; 
c. Wakaf dan shadaqah. 

3. Pcngadilan dalam lingkungan Peradilan Militci: mcnurut 
peraturan yang berlaku bertugas dan berwenang 
memeriksa. memutuskan dan mcnyelesaikan pcrkara/ 
tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang 
dilakukan oleh anggota ABRlflvlili1er. 

4. Pcngadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara. mcnurut Pasal 4 7 Undang-undang Nomor 5Tahun 
1986 tcntang Peradilan Tata Usaha Negara. bcrtugas dan 
berwenang mcmcriksa. memutus dan mcnyclesaikan 
pcrkara-pcrkara dibidang Tata Usaha NcgarJ. 

Keempat lingkungan Peradilan tersebutlah yang 
bcrtindak dan berwcnang melaksanakan kckuasaan kcha­
kiman. Di atas keempat lingkungan Pcradilan itu. bcrdiri 
f\.1ahkamah Agung sebagai puncak dan scbagai badan 
Pengadilan Negara Tertinggi. Scmua badan-badan Pcngadilan 
yang ~erdapat pada setiap lingkungan Peradilan adalah 
"Pcradilan Negara". Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 Undang­
undang Nomor 14 Tahun 1970. Dcngan dcmikian masing­
masing lingkungan Pcradilan adalah bcrdiri scndiri sccara 
otonom di bawah pengawa.~an MahkamahAgung. yakni sama­
sama scdcrajat dalam mcngcmban f ungsi kckuasaan kcha­
kiman sesuai dcngan batas-batas ruang lingkup kewenangan 
yang ditentukan oleh Undang-undang. Lingkungan pcradilan 
yang sa1u tidak mcmbawahi lingkungan pcradilan lainnya atau 
tidak lcbih pcnting dari yang lainnya. mcskipun mcnurut 
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penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
kewenangan yang dilimpahkan Undang-undang kepada 
lingkungan Peradilan Umum jauh lcbih luas bidang dan 
porsinya, narnun tidak mengakibatkan/tidak mcnjadi f aktor 
.yang menempatkan seolah-olah Pcradilan Umum lebih tinggi 
dari lingkungan pcradilan yang lainnya. Sedang lingkungan 
peradilan yang lainnya (Peradilan Agama, Pcradilan Militer 
dan Peradilan Tata Usaha Negara) adalah sebagai atau 
merupakan "peradilan khusus" yang hanya bcrf ungsi dan 
berwenang mengadili perkara "tenentu" atau mengenai 
golongan anggota masyarakat/rakyat tertcntu. 
N3mun hal itu lidak bcrarti lingkungan Pcradilan Umum 
bcrada di atas dan memba\vahi lingkungan Peradilan yang 
lainnya. 

BAB III 

KEKUASAAN PENGADILAN A GAMA 

Sesuai dcngan kedudukannya sebagai Pengadilan 
Negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
mcnyatakan bahwa. "PeradilanAgama merupakan salah salu 
pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pcncari keadilan 
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tenentu yang 
diatur dalam Undang-undang ini". 

Kekuasaan Pengadilan Agama lebih lanjut diperinci 
dalam Pasal 49 ayat (1), di mana ditcgaskan bahwa, 
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 
a. Perkawinan; 
b. Kewarisnn, wasiat, clan hibah, yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam; 
c. Wakaf dan shadaqah. 
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Sifat kcwcnangan masing-masing lingkungan pcradilan 
adalah absolut/memaksa. Hal-hal yang tclah ditcntukan 
menjadi kekuasaan/kewcnangan/yurisdiksi suatu lingkungan 
peradilan, menjadi kcwenangan mu1lak bagi lingkungan 
pcradilan yang bersangku1an untuk mcmeriksa, mcmutus dan 
menyelesai.kannya. Kewcnangan mullak tcrscbul disc but pula 
sebagai "kompetensi absolul'' atau "yurisdiksi absolut ". 
Sebaliknya sctiap pcrkara yang tidak termasuk ke dalam 
bidang kewenangannya. sccara absolut pula ia tid~k 
berwenang untuk mengadilinya .. 

Adapun ratio dan tujuan pcnenluan batas kewenangan 
setiap lingkungan peradilan, adalah agar tcrbina pclaksanaan 
kekuasaan kchakiman yang tcrlib di antara masing-masing 
lingkungan peradilan terscbut. Masing-masing bcrjalan dan 
melalui garis yang tclah di1cntukan. tidak saling berebut 
kewenanga~, melainkan masing-masing beigcrak dan 
berfungsi sesuai dengan ketcntuan batas kcwenangan 
yurisdiksi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan 
Undang-undang yang bcrlaku. 

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama 
ditentukan oleh dua f aktor yang menjadi ciri keberadaannya 
yakni : 
I. Perkara tenentu (pcrkawinan, warisan, wasiat, hibah, 

wakaf dan shadaqah), dan 
2. Golongan masyaraka1/rakyat tertentu (masyarakat/waiga 

negara yang beragama Islam). 
Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan 

masyarakal/rakyat tenentu yang duduk sebagai subyek hukum 
ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan PcradilanAgama, 
telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 yakni: 
1. Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989, yaitu : 
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a. Pasal 2. "Pcradilan Agama mcrupakan salah sntu 
pelaksana kckuasaan kchakim:1n bagi rakyat pcncari 
kcadilan yang bcragama Islam mcngcnai pcrkara 
pcrdata tcrtcntu yang diatur dalam undang-undang ini". 

b. Pasal 49. "( 1) Pcngadilan Agama bcnugas dan 
bcnvcnang memcriksa. mcmutus. dan mcnyelesaikan 
pcrkara di tingkat pcrlama antara orang-orang yang 
bcragama Islam di bidnng : 
a. Perkawinan; 
b. Kcwarisan. wasiat. dan h ibah. yang dilakukan 

bcrda.<;arkan hukum Islam: 
c. Wakaf dan shadaqah. 
(2) Bidang pcrkawinan scbagaimana yang dimaksud 
dalam ayat ( l) huruf a. ialah hal-hal yang dialur dalam 
atau berdasarkan undang-undang mengenai per­
k~nvinan yang bcrlaku. 
(3) Bidang kewarisan scbagaimana yang dimaksud 
dalam nyat (I) huruf b, ialah "pencntuan siapa-siapa 
yang mcnjadi ahli waris. pcncntuan mcngenai harta 
pcninggalnn. pcncntuan bagian masing-masing ahli 
waris. dan mclaksanakan pcmbagian harta pcninggalan 
tcrscbut". 

2. Penjclasan Umum angka 2 alinca ketiga. yang rnenyatakan 
: "Pcngadilnn Agarna mcrupakan pengadilan tingkat 
pertama untuk memcriksa. memutus. dan mcnyclesaikan 
pcrkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam 
di bidang pcrk~nvinan. kc\varisan. wasiat, hibah. wakaf. 
dan shadaqah bcrdasarkan hukum Islam". 

Dari bunyi rumusan ketcntuan di alas. salah satu azas 
utama yang rcrdapat dalam Undang-undang Nomor 7Tahun 
1989 ialah azns "pcrsonalitas kclslaman". 

Tcntang kcwcnanga'.1 Pcngac.lilan Agama dalam bidang 
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pcrkawinan scbagaimana diletapkan pada Pasal 49 ayat (I) 
huruf a. lcbih lanjul ditcgaskan oleh Pasal 49 ayat (2), yaitu : 
"Bidang Pcrka,vinnn scbagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(I) huruf a, ialah hal-hal yang dialur dalam a tau bcrdasarkan 
undang-undang mcngcnai pcrkawinan yang bcrlaku". 
Sedangkan pcrinciannya terdnpat pada penjclasan Pasal 49 
ayat (2). yaitu : 

I) Izin bcristeri lcbih dari seorang: 
2) Izin melangsungkan pcrkawinan bagi orang yang bclum 

bcrumur 21 tahun; 
3) Dispcnsasi kawin: 
4) Periccgahan pcrkawinan: 
5) Penolakan pcrkawinan oleh Pcgawai Pcncatat N ikah: 
6) Pcmbatalan perkawinan; 
7) Gugatan kelalaian alas kewajiban suami atau isteri; 
8) Perceraian karcna talak; 
9) Gugatan perceraian; 

I 0) Penyelesaian harta bersama: 
11) Mengenai penguasaan anak-anak; 
12) Ibu dapat mcmikul biaya pemeliharaan dan pcndidikan 

anak bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung 
jawab tidak mcmenuhinya; 

13) Pencntuan kewajiban memberi biaya penghidupan olch 
suami kepada bckas isteri alau pencn1uan suatu ke\vajiban 
bagi bekas istcri; 

14) Purusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
15) Putusan tentang pcncabutan kekuasaan orang tua; 
16) Pencabutan kekuasaan wali: 
17) Pcnunjukan orang lain sebagai wali olch Pcngadilnn 

dalam hal kckuasaan seorang wali dicabut: 
18) Menunjuk seorang wali dalam hal scorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang 
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ditinggalkan kedua orang tunnya; 
19) Pembebanan kewajiban gan1i kerugian terhadap wali 

yang 1elah menyebabkan kerugian atas harta benda anak 
yang ada di bawah kekuasaannya: 

20) Penetapan asal-usul scorang anak: 
21) Putusan ten1ang hal penolakan pcmberian kctcrangan . 

untuk melakukan pcrkawinan campuran: 
22) Pcmyataan tentang sahnya perkawinan yang 1erjadi 

sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 
Dcngan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989. maka hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Pctunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/1975 
wing gal 20 Agustus 197 5 sebagai petunjuk pelaksanaan 
Undang-undang Nomor I Tahun 1974 1entang Perkawinan 
dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975. yang menyatakan bahwa Undang­
undang dan PP tersebul belum mengatur hal·hal yang 
berkaitan dcngan : 

I) Hana benda dalam pcrkawinan: 
2) Kedudukan anak; 
3) Hak dan kewajiban orang tua dan anak; dan 
4) Perwalian; 

tidak berlaku lagi. 
Demi.kian pula mengenai ke1entuan tentang "pcnguku­

han" putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 63 ayat (2) Undang­
undang Nomor I Tahun 1974 yang disinggung pula dalam 
Petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor : ~tA/ 
Pemb/0807/1975 tersebut di atas, yang dilanjutkan dcngan 
Petunjuk MahkamahAgung dalam Surat Edarannya Nomor: 
MA/Pemb/O l 56n7 tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan 
kcpada scluruh PengadilanAgamajuga menjadi 1idak bcrlaku 
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Jagi, karena lingkungan Peradilan Agama berdasarkan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kini telah dilengkapi 
dengan seluruh kelengkapan lembaga Peradilan beserta 
aparatnya dan Hukum Acara untuk pelaksanaan/eksekusi 
putusan-putusannya. 

Dasar dari HukumAcara PengadilanAgama ada1ah Pasal 
54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tenrang Peradilan 
Agama, yakni yang berbunyi, "Hukum Acara yang berlaku 
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam Undang-undang ini". 

Berdasarkan Pasal 54 ini, maka ketentuan-ketentuan 
tentang Hukum Acara Pengadilan Agama terdapat pada dua 
sumber: 
1. Hukum Acara Perdata Umum, yaitu yang terdapat di dalam 

HIR dan Rbg dan 
2. Hukum Acara Pengadilan Agama yang keseluruhannya 

diatur dalam Undang-undang Nomor 7Tahun 1989. 
Hukum Acara Perdata Umum merupakan hukum acara 

yang sejak lama sudah diberlakukan pada pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum tennasukjuga dalam lingkungan 
Peradilan Agama sendiri. Sedangkan Hukum Acara 
Pengadilan Agama dalam buku ini hanyalah Hukum Acara 
Pengadilan Agama yang secara khusus diatur dalam Undang­
undang Nomor 7 Tahun 1989. 

BAB IV 

HU KUM ACARA PENGADILAN AGAMA 

A. CERAI TALAK 
1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan 
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menceraikan isterinya mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 
menyaksikan ikrar talak. (Pasal 66 ayat (I)). 

2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (I) diajukan kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. 
kecuali apabila termohon dengan sengaja 
meninggall<Jln tempat kediaman yang ditentukan 
bersama tanpa izin pemohon. (Pasal 66 ayat (2)). 

3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar 
negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
pemohon. (Pasal 66 ayat (3)). 

4. Dalam hal· pemohon dan termohon bertempat 
kediaman di luar negeri, maka pennohonan diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 66 
ayat (4)). 

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, 
nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat 
diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 
talak ataupun sesudah iJaar talak diucapkan. (Pasal 
66 ayat (5)). 

6. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 66 di atas mem uat : 
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, 

yaitu suami, clan termohon, yaitu isteri; 
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 

(Pasal 67). 
7. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh 

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

35 



36 

hari setelah bcrkas a1au surut permohonan ccn.U tnla.k 
didaftarkan di Kepaniteraan. (Pasal 68 ayat ( 1 )). 

8. Pemcriksaan pcrmohonnn cerai talak dilakukan 
dalam sidang ter1u1up. (Pasal 68 ayat (2)). 

9. Dalam pemeriksaan pcrkara cerai 1alak ini berlaku 
keten1uan-ketcntuan Pasal 79. Pasal 80 ayat (2), Pasal 
82. dan Pasal 83. (PasaJ 69). 

10. Pengadilan se1elah berkesimpulan bahwa kcdua 
bclah pihak tidak mungkin lagi d1damaikan dan tclah 
cukup alasan pcrceraian. maka Pengadilan menetap­
kan bahwa pcrmohonan 1crscbu1 dikabulkan. (Pasal 
70 ayat ( 1 )). 

11. Terhadap penetapan scbagaimana yang dimaksud 
dalam ayat ( l ). isleri dapat mcngajukan band lhg 1 

(Pasal 70 ayat (2)). 
12. Setclah penctapan tcrscbut mempcrolch kckua1an 

hukum tetap. Pengadilan mcnentukan hari sidang 
penyaksian i.krar 1alak. dengan memanggil suami dan 
isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
1ersebu1. (Pasal 70 ayat (3 )). 

13. Dalam sidang itu sua1ni :uau wakilnya yang dibc.ri 
kuasa khusus dalam suatu ak1a otcntik untuk 
mengucapkan ikrar 1alak. mcngucapkan ikrar talak 
yang dihadiri oleh isteri arau kuasanya. (Pasal 70 
ayat (4)). 

14. Jika isteri tclah mcndapat panggilan sccara sah atau 
patut. tetapi tidak datang menghadap sendiri a1au 
tidak mengirim wakilnya. maka suami atau wakilnya 
dapat mengucapkan ikrar talak 1anpa hadirnya is1eri 
atau wakilnya. (Pas al 70 ayat (5) ). 

15. Jika suami dalam lcnggang \vaktu 6 (enam) bulan 
sejak diletapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, 



tidak ~Hang mcnghadap scndiri a1au tidak mcngirim 
wakilnya mcskipun tclah menctlp:.11 panggilan sccara 
sah atau patut maka gugurlah kekuatan pcnctapan 
1crsebut. dan pcrceraian tidak dapat diajukan lagi 
bcrdasarkan alasan yang sama. (Pasal 70 ayat (6)). 

J 6. Pani1era mcncatal segala hal ihwal yang terjadi 
dalam sidang ilcrar talak. (Pasal 71 ayal (I)). 

17. Hakim membua1 penctapan yang isinya mcnyatakan 
bahwa pcrkawinan pu1us scjak ikrar 1alak diucapkan 
dan pene1apan lersebut tidak dapat dim i ntakan 
banding atnu kasasi. (Pasal 71 ayal (2)). 

J 8. Terhadap pcnctapan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 71 bcrlaku kctcntuan-ketcn1uan d~1lam 
Pasal 84 ayat (I). aya1 (2). ayat (3). dan ayat ( 4 ). 
serta Pas:il 8.5. (Pasal 72). 

D. CERAI GUGAT 
1. Gugatan pcrccraian diajukan oleh isteri a1au 

kuasanya kcpada Pcngadilan yang daerah hukum nya 
mciiputl lcmpal kcdiaman pcngguga1. kccuali 
apabila penggugal dengan scngaja mcninggalkan 
1cmpal kcdiaman bcrsama 1anpa izin tcigugat. (Pasal 
73 ayal ( 1 )). 

2. Dalam hal pcnggugal bcrtcmpat kcdiaman di luar 
negcri. gugatan pcrceraian diajukan kcpada 
Pcngadilan yang dacrah hukumnya mclipuli tcmpat 
kcdiaman tergugat. (Pasal 73 aya1 (2)). 

3. Dalam hal pcnggugat dan tc~ugat bcrtcmpal 
kediaman di lunr negeri. maka guga1an diajukan 
kepada Pengadilan yang dacrah hukumnya mclipu1i 
tcmpat perkawinan mcrcka dilangsungk~~n atau 
kcpada PengadiJan Agama Jakarta Pusal. (Pasal 7 3 
ayal (3)). 
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4. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan 
salah satu pihak mendapal pidana penjara, maka 
untuk n1emperolch putusan perceraian, sebagai bukti 
penggugat cukup menyampaikan salinan pu1usan 
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan 
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa 
putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum letap. 
(Pasal 74). 

5. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan 
bahv.'a tergugat mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan 
tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter 
(Pasal 75). 

6. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan 
syiqaq, maka untu1c mendapatkan putusan perceraian 
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal 
dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 
suami isteri. (Pasal 76 ayat ( 1)). 

7. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi 
ten tang sif at persengketaan antara suami isteri dapat 
mengangkat seorang atau lebih dari keluaiga masing­
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 
hakam. (Pasal 76 ayat (2)). 

8. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat a tau tergugat atau berdasar­
kan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbul-. 
kan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri 
1ersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (Pasal 
77). 

9. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat, Pengadilan dapat : 



a. Menentukan nafkah yang dilanggung oleh suami; 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak; 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk men jam in 

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 
bersama suami isteri alau barang-barang yang 
menjadi hak suami atau barang-barang yang 
menjadi hak isteri. (Pasal 78). 

10. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri 
mcninggal sebelum adanya pulusan Pengadilan. 
(Pasal 79). 

11. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh 
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah berkas arau surat gugatan perceraian 
didaftarkan di Kepaniteraan. (Pasal 80 ayat ( l)). 

12. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam 
sidang tertutup. (Pasal 80 ayat (2)). 

13. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk urn um. (Pasal 
81 ayat(l)). 

14. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala 
akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum telap. (Pasal 81 ayat 
(2)). 

15. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan 
perceraian. Hakim berusaha mendamaikan kedua 
pihak. (Pasal 82 ayat (I)). 

16. Dalam sidang perdamaian tersebut. suami isteri harus 
daiang secara pribadi. kecuali apabila salah. satu 
pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak 
dapat datang menghadap secara pribadi dapat 
di\vakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasa-
kan untuk itu. (Pasal 82 ayat (2)). 
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17. Apabila kedua pihak bcrtcmpat kediaman di lu:ir 
ncgcri. maka pcnggugat pada sidang pcrdamaian 
1crscbul harus mcnghadap sccara pribadi. (Pasal 82 
ayal (3)). 

18. Sclama pcrkara bclum diputuskan. usaha mcndamai­
kan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksann. 
(Pasal 82 ayat ( 4 )). 

19. Apabila tercapai pcrdamaian. maka tidak daput 
diajukan gugaran pcrccraian barn berdasarkan alasan 
yang ada dan telah dikc1ahui olch penggugat scbclum 
pcrdamaian tcrcapai. (Pasal 83). 

20. Panitcra Pcngadilan atau pcjabat Pcngadilan yang 
ditunjuk berkewajiban sclambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari mcngirimkan satu helai salinan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, tanpa bcrmetcrai kcpada Pegawai Pcncatat 
Nikah yang wilayahnya mcliputi tcmpat kcdiaman 
penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan 
perceraian dalam sebuah daflar yang discdiakan 
untuk itu. (Pasal 84 ayat (I)). 

21. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang 
berbeda dengan wilayah Pcgawai Pcncatat Nik~1h 
tcmpat pcrkawinan dilangsungkan, maka satu hclui 
salinan pulusan scbagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (I) yang tclah mcmperolch kckuatan hukum 
tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kcpada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 
dilangsungkan dan olch Pegav1ai Pcncatat Nikah 
tcrsebut dicatat pada bagian pinggir daftar caratan 
perkawinan. (Pasal 84 ayat (2)). 

22. Apabila perkawinan dilangsungkan di lu~r ncgcri. 
maka satu helai salinan putusan sebagaimana ynng 



din1aksud dalarn ayal (I) di..;a1npa1kan pula kcpada 
Pcgav;ai Pcncatal Nikah di tcn1pat didaftarkannya 
pcrk:l\vinan mcrcka di Indonesia. (Pasal 84 ayat (3 )). 

23. Pani1cra bcrkc\\·ajiban mcmbcrikan akca ccrai 
schagai surat bukll ccrai kcp3da para pihak selamba1-
la1nhatnya 7 (tujuh) hari tcrh i tung sctclah putus~u1 
yang mcmpcrolch kckuatan hukum 1ctap tcrscbut 
dibcritahukan kcpada para p1hak. {Pasal 8-+ ayat (4 )). 

2~. Kclalaian pcnginman salinan pu1usan scbagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 8~. n1cnjad1 tanggung 
jawah Pan1tcra yang hcrsangkutan atau pcJabat 
Pcnga<lilan yang ditunjuk. apahila yang dcmikian itu 
mcnuak1h:.uk:.u1 kcru2ian ba2i suami atau istcn atau 

~ ~ ~ 

kcduanya. ( Pasal 85 ). 
:!5. Gugatan soal pcnguasa.an anak. nalkah anak. nafkah 

istcri. dan hana hcrsama suam i is1cri d:.ipat <liajukan 
hcrsama-sama dcngan gugalan pcrccrai~u1 ataupun 
scsudah putusan pcrccr:.iian mcmpcrolch kckuatan 
hukurn tctap. (Pasal 86 ayal ( 1 )). 

26. Jika ada tuntutan pthak kcliga. n1aka Pcngadilan 
mcnunda tcrlcbih dahulu pcrkara h:.irt:.i hcrsama 
tcrschut sampai ad:i putusan Pcngadilan dal:im 
lingkungan Pcradilan Un1um yang lclah mcrnpcrolch 
k~kuaran hukun11c1ap ten tang hal llu. ( Pasal 86 ayat 
( 2)). 

C. CERAI DEN(; . ..\N . ..\LAS . .\N ZINA 
1. Apahila pcrmohonan ~ltau gugntan ccrai diajukan 

at ~1 s a I a ~a n s a I a h s a l u p i h n k m c I a k u k an z i n a . 
scdangkan pcrnohon a tau pcnggugat t idak d~pat 
n1clcngkapi hukti-bukti dan tcrrnohon atau 1cigugat 
mcnyanggah alasan tcrschut. dan Hakirn hcrpcn<.lapat 
hatl\\'a pcrmohonan atau gugatan itu bukan tiada 



pcrnbuktian sam:.i sckah scrta upaya pcncguhan alat 
bukti tidak mungkin lagi dipcrolch baik dari 
pcmohon atau pcngguga1 maupun dari tcrmohon arnu 
tcrgugat. maka Hakim karena jabatannya dapat 
menyuruh pcmohon atau pcnggugat untuk her· 
sumpah. (Pasal 87 ayat (I)). 

2. Pihak 1crmohon a1au tcrgugat dibcri kcscmpatan 
pula untuk mcncguhkan sanggahannya dcngan cara 
yang sama. (PasaJ 87 ayat (2)). 

3. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat ( l) dilakukan olch suami. maka 
pcnyclcsaiannya dapat dilaksanakan dcng~1n cara 
li'an. (Pasal 88 aya1 ( l )). 

4. Apabila sumpah scbagairnana yang dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat ( 1) dilakukan oleh isteri maka 
pcnyclcsaiannya dibksanakan dengan hukum acara 
yang bcrlaku. (Pasal 88 ayat (2)). 

D. BIAVA PERKARA 
I. Biaya pcrkara dalam hidang pcrkawinan dibcbankan 

kcpada pcnggugat ~llau pcrnohon. (Pasal 89 ayat ( l )). 
2. Biaya pcrkara pcnctapan atau putusan Pcngadilan 

yang buk::ln mcrupakan pcnctapan atau putusan akhir 
akan dipcrhitungkan dalam penctapan atau putusan 
akhir. (Pasal 89 ayat (2)). 

3. Biaya perkara scbagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 89. mcliputi : 
a. Biaya kcpanitcraan dan biaya mctcrai yang 

dipcrlukan untuk pcrkara itu: 
b. Biaya untuk para saksi. saksi ahli. pcncrjemah. 

dan biaya pcngamhilan sumpah yang dipcrlukan 
dalam pcrkara itu: 



c. Biaya yang dipcrlukan untuk mclakukan 
pcmcrik.sa:ln sctcmpat dan tindakan-tindakan lain 
yang dipcrlukan olch Pcngadilan dalam pcrkara 
itu: 

d. biaya pc1nanggilan. pcmhcrilahuan. dan lain-lain 
atas pcrintah Pcngadi Ian yang berkcnaan dcngan 
pcrkara i1u. (Pasal 90 ayat (1)). 

4. Besarnya biaya pcrkara dialur olch rv1cntcri Agama 
dcngan pcrsctujuan l\1ahkamah Agung. (Pasal 90 
ayat (2)). 

5. Jumlah biaya p~rkara scbagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 90 harus dimuat dalrun amar pcnctapan 
atau putusan Pcngadilan. (Pasal 91 ayat ( 1 )). 

6. Jumlah hiava vanQ dihchankan oleh Pcn2adilan ., . ...... ~ 

kcpada salah satu pihak hcrpcrkara untuk dibayarkan 
kcpada p1hak l~l\vannya dalam pcrkara itu, harus 
d1can1unlkan juga dalarn arnar penetapan atau 
putus:in Pcngadtlan. (Pasal 9 l ayat (2)). 

BAB V 

PEJ\IBERIAN BANl'UAN HUKUJ\1 

Untuk pembcrian bantuan hukum hagi pihak-pihak yang 
rncmbutuhkan/mcmcrlukan van!! mcn2atur tcn1an!! .. ...... .. ..... 

kcdudukan dan Tata Kcrja Advokat dan Pcngacara. di lndo-
ncl\ia sclama ini masih menggunakan R.O. (Rcglcmcnt op de 
Rcchtcrlijkc Organisatie en hct hclcid de Justitie) yang 
mcrupakan Firman Raja (Koninklijkc Besluit) yang 
diundan~kan mclalui Staatsblad Tahun 18-l 7 Nornor 23 dan ..... 

rnulai hcrlaku scj~k tanggal I i\rtci 1948. 
Pcm hcrian Bantuan Hukurn hagi pihak-pihak yang 

hcrpcrkara p:ida lingkungan Pcradilan Agama schagaiman~• 
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pada lingkungan pcradilan lainnya. juga dapat dilakukan. Hal 
ini sesuai dcnQan kctentuan Pasal 35 Undan2-undan~ Nomor ..... .... .... 
14 Tahun 1970 tcntang Kctcntuan-kctcntuan Pokok Kckuasaan 
Kchakiman yang mcnyatakan. "Sctiap orang yang tcrsangkul 
pcrkaru bcrhak mcmpcrolch bantuan hukum". Dalam Undang­
undang Non1or 7 Tahun 1989 sccara implisil tcrdapal aturan 
tcntang bantuan hukun1 tcrscbut. yakni : 
a. Pasal 70 ayat (3 )-nya yang mcnyatakan "Sc1clah pcnctapan 

1erscbut mcmpcroleh kckuatan hukum lctap. Pcngac.Jilan 
mcncntukun hari sidang pcnyaksian ikrar talak. dcngan 
mcmanggil suami dan isteri atau \vakilnya untuk 
mcnghad1ri sidang tcrscbu1"; 

b. Pasal 70 ayat (5 )-nya. yang mcnya1akan "J ika istcri tclah 
mcndapat panggiJan sccara sah atau patut. lctapi tidak 
dalang mcnghadap sendiri atau tidak mcngirim wakilnya. 
maka suami atau wakilnya dapat mcngucapkan 1krar talak 
tanpa hadin1ya istcri atau wakilnya". 

c. Pasal 70 ayat (6)-nya. yang mcnyatakan "Jika suami dalam 
tcnggang \t.'akt u 6 bu Ian scjak di tetapkan hari sidang 
pcnyaksian ikrar t:il=ik. tidak datang mcnghadap scndiri 
atau tidak mcngirim wakilnya mcskipun tclah mcnd;.ipal 
panggilan sccara sah alau patut maka gugurlah kckuarnn 
pcnctapan tcrscbut. dan pcrccraian tidak dapat diajukan 
lagi bcrdasarkan al3san yang sama. dan 

d. Pasal 82 ayat (2)-nya. yang menyatakan .. Dalam sidang 
pcrdamaian tcrscbut. sunmi istcri harus da1ang sccara 
pribadi. kecuali salah satu pihak benempal di luar ncgcri. 
dan ridak dapat datang mcnghadap sccara pribadi dapat 
dhvakili olch kuasanya yang secara khusus dikuasakan 
untuk i1u". 

Pcnunjukan bcrlakunya Hukum Acara Pcrdata Un1um 
pada Pcngadilan lingkungan PeradilanAgama. mcnunjukkan 
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pula dcngan jelas tentang bcrlakunya ''kuasa hukum" atau 
"pcnaschat hukun1 ". kccuali yang tclah diatur secara khusus 
sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989. 

BAB VI 

IV1ACAIV1-rv1ACA~1 PER KARA PADA 
PENGAl>ILAN AGAMA 

Mcnurut Pasal 6 Undang-undang Nornor 7 Tahun 1989 
tcntang PcrJdilanAgama. tingkatan PcngadilanAgama tcrdiri 
dari: 
1. Pcngadilan Agama: yang mcrupakan PengadiJan Tingkat 

Pcrtama. Dal am hubungan bcrperkara dcngan Pcngadilan 
Agama ini. HIR maupun RBg. mcnjadi hukum acara di 
samping kc1cntuan-ketcntuan khusus yang tclah dia1ur 
secara 1erscndiri dalam Undang-undang Nomor 7Tahun 
1989 1entang PeradiJan Agama. 

2. Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pcngadilan 
Tingkat Banding. Untuk bcrpcrkara pada Pcnga<.lilan 
Tinggi Agama ini bcrlaku kctentuan yang tcrdapa1 dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 di samping 
ketcntuan-ketentuan khusus yang telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terscbul. 

Sedang MahkamahAgung merupakan puncak dari scmua 
lingkungan peradilan. tenna.5uk di dalamnya pcngadilan dalam 
Lingkungan PcradilanAgama. Scsuai dcngan kc1cn1uan Pasal 
29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 1cntang f\1ahkamah 
Agung. fvfahkamah Agung mcmcriksa dan mcmutus pcr­
mohonan kasasi lerhadap pulusan Pengadilan Tingkat Ban­
ding alau Tingkat TcrJ.khir dari scluruh Lingkungan Pcradilan 
yang ada di Indonesia. 
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Macam-macam pcrkara pada PcngadilanAgama adalah 
scbagai bcrikul : 
I. Unluk hal-hal yang diajukan dalam bcn1ukpernwho11an, 

sehingga produknya berupa Penelapan (Bcschikking). 
antara lain : 
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a. Pern1ohonan Cerai Talak 
Permohonan Cerai Talak adalah pcrmohonan 

yang diajukan oleh seorang suami kcpada Pcngadilan 
Agama untuk diberi izin mcnja1uhkan 1alak lerhadap 
istcrinya. berdasarkan kctentuan-kcrcntuan scbagai­
mana yang dimaksud Pasal 66 sampai P3sal 72 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. dalam 
permohonan Cerai Talak kcdudukan Pcngadilan 
Agama adnlah untuk menyaksikan seorang suami yang 
hendak menjatuhkan 1alak tcrhadap isterinya. 
Meskipun bcrupa permohonan, di mana biasanya tidak 
lerdapat pihak, namun dnlam hal pennohonan untuk 
mcnjatuhkan talak {pcnyaksian lalak olch Pcngadi Ian 
Agama) ini pihak isteri tctap dijadikan scbagai pihak 
yakni scbagai tcnnohon. yang dimungkinkan adanya 
upaya banding atau kasasi. Produk Pcngadilan adalah 
Putusan. scdang diktumnya adalah bcrupa Pcnclapan. 

b. Li'an 
Li'an adalah pennohonan yang diajukan scon1ng 

suami untuk menceraikan isterinya dengan alasan 
karcna is1erinya telah melakukan zina. (Pasal 87 ayat 
(I) dan Pasal 88 ayat (I) UU No. 7 Tahun 1989). 

c. lzin untuk Berpoligami 
Pasal 3. 4 dan 5 Undang-undang Nomor J Tahun 

1974 menga1ur ccntang pcmberian izin olch Pengadilan 
kcpada scornng suami yang bcrmaksud un1uk bcristcri 
lcbih dari seorang jika dikehcndaki olch pihak-pihak 



yang bcrsangkutan. Unluk scorang suami harus 
mcngajukan pcrmohonan kepada PcngadilanAgama. 

Bcrdasarkan pctunjuk tv1ahkamahAgung tanggal 
20 Agustus 1975. pihnk is1eri yang suaminya hcndak 
hcrpoligami agar didudukkan/dijadikan sebagai 
tcrmohon. Schab jika tidak. maka upaya hukum ban­
ding dan kasasi lcrhalang bagi istcri yang bcrkcberatan 
untuk dimadu. DaJam hal ini pcrkawinan kcdua. ketiga 
atau kecmpat seorang suami yang bermaksud 
berpoligami tersebut baru dapat dilaksanakan apabila 
pcne1apan Pcngadilan Agama yang mcn-1bcri izin itu 
1clah mempunyai kckuatan hukum tctap. 

d. Pencegahan Perkan·inan 
Pcncegahan perkawinan adalah upaya hukum 

untuk mencegah terjadi pcrka\vinan karena tidak 
tcrpenuhinya pcrsyaratan perka\vinan. 

PasnJ 13 sam pai dcngan 21 Undang-undang 
Pcrka\vinan mengatur tcntang pcnccgahan pcrkawinan. 
Yang bcrhak mengajukan pcnccgahan adalah : para 
kcluarga dalam garis kelurunan lurus ke atas dan ke 
ha\\·ah. saudara. \l.'ali nikah. \vali pcngampu dari salah 
scorang calon mcmpclai dan pihak-pihak yang 
hcrkcpcntingan. 

Pcncegahan pcrkawinan diajukan kepada 
Pcngadilan dalam dacrah hukum dimana pcrka\vinan 
di langsu ngkan. 

e. Pembatalan Perkan·inan 
Pcmbatalan pcrkav..·inan 3dalah upaya hukum 

untuk membalalkan suntu pcrka\vinan karcna tidak 
terpcnuhinya pcrsyanuan pcrka\vinan. 

PJsal 22 sampai dcngan Pasal :!8 Und~u1g-undang 
Pcrka\\'inan mcng:uur tcntang permohonan pcmbatalan 
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pcrkawinan. Yang bcrhak mcngajukan pcmbmalan pcrkawinan 
adalah : 
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1) Para keluarga dalam garis kcturunan lurus kc alas 
dari suami atau istcri. 

2) Suami atau istcri. dan 
3) Pejabat yang bcrwenang hanya selama pcrkawinan 

bclum dipu1uskan. 
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan 

kcpada Pengadilan dalam daerah hukum di mana 
pcrkawinan 1clah dilangsungkan arau di 1empat tinggal 
kcdua suami istcri/pasangan. suami atau istcri. 

Dalam hal ini harus dibedakan antara hal-haJ yang 
mengcnai putusnya perkawinan. Batalnya perkawinan 
adalah karcna tidak terpenuhinya syarat-syarat 
pcrkawinan olch pihak yang menikah. 

Adapun acara pembatalan pcrkawinan sama 
dcngan acara gugatan ccrai. di mana PcngadilanAgama 
dalam memeriksa pennohonan pembatalan perkawinan 
tersebut harus bcrdasarkan PasaJ 22 sampai dcngan 
Pasal 28 Undang-undang Pcrka\vinan. scbagaimana 
dijc laskan dalam lampiran pctunjuk MahkamahAgung 
tanggal 20 - 8 - 1975 terse but di atas. 

f. Pern1uhonan Penetapan Ahli \Varis 
Pcrmohonan pcnctapan ahli waris adalah 

pcnnohonan yang diajukan oleh para ahli waris sccara 
bcrsama-sama atau olch saJah satu dari mcrcka kcpada 
Pcngadilan Agama. agar bagi mereka ditetapkan siapa­
siapa ahli \\'aris dan atau porsi/bahagian masing­
ma.sing ahli waris. Pcngadilan alas pcnnohonan mcrcka 
dapal pula mclaksanakan pcmbagian hart:.t' \Varisan 
yang dimohonkan tcrscbut. 

Pcrlu juga dikctahui hahwa schelum hcrbkunyJ 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. untuk J~wa 



Madura dan sebahagian Kalimantan Selatan danTimur, 
Pengadilan Agama hanya berwenang mengeluarkan 
fatwa waris. 

g. Permohonan Lain-lainnya 
Di antara pennohonan lain-lain ini adalah pei=­

mohonan yang diajukan oleh seseorang kepada 
Pengadilan Agama agar baginya dapat ditetapkan 
adanya suatu keadaan, misalnya seorang isteri/suami 
yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya 
Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, memohon agar perkawinannya itu 
dinyatakan sah. 

Untuk hal-hal yang diajukan dengan cara gugatan 
(dagvarding) yang produk PengadilanAgamanya berupa 
putusan (vonis), adalah : 
a. Gugatan Cerai 

Gugatan Cerai adalah gugatan yang diajukan oleh 
isteri kepada Pengadilan Agama agar perkawinan 
dengan suaminya diceraikan. 

Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 adalah yang mengatur tentang 
gugat cerai yang diajukan oleh pihak isteri, sedang 
Pasal 87 dan 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 mengatur tentang gugatan cerai dengan 
alasan karena suami melakukan zina. 

b. Gugatan PemeliharaanAnak 
Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang 

diajukan oleh salah satu pihak agar kepadanya 
diberikan hak memclihara anaknya, yaitu dalam hal 
suami isteri telah melakukan perceraian, namun tidak 
sekaligus diselesaikan hal-hal yang menyangkut 
pemeliharaan anak hasil perkawinannya. 
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Kewenangan Pengadilan mcngenai hal ini 
ditentukan pada Pasal 41 huruf a, Undang-undang 
Nomor I Tahun 1974. 

c. Gugatan tentang Harta Bersan1a/Harta Perka· 
\Vi nan 

Gugatan tcntang harta bcrsam'1/harta pcrkawinan 
adalah gugatan yang diajukan olch saJah satu pihak 
agar Pcngadilan Agama mcn1hcrikan putusan tcntang 
harta bcrsama tcrschul. 

Gugatan ini diajukan dcngan gugatan terscndiri. 
apabila pada saat gugatan cerai diajukan dan 
diseJesaikan olch Pcn2adil3Jl tidak dimohonkan sccara ... 
bersama-sama dengan gugatan cerai. 

d. Bia~·a Pemeliharaan Anak 
Gugatan pemcliharaan anak adalah gugatan yang 

diajukan oleh seorang bckas istcri atau suami yang pada 
saat gugatan ccrai diajukan dan disclcsaikan olch 
Pengadilan, tidak ikut pula dimohonkan dan diselcsai­
kan. 

Kcdua hal tcrscbut dimohonkan/disclcsaikan 
sccara bcrsama-sama a1au sckaliQus . ... 

e. (; ugatan Ke·warisan 
Gugatan kc,varisan tcrjadi apJbiJa di antara para 

ahli waris tidak tcrdapat kcscpakatan dalam hal harta 
warisan maupun dalam hal pcmbagiannya. baik ten tang 
pcnentuan si3p3-siapa yang bcrhak mc\varis mcnurut 
faraid, m3upun bagiannya masing-masing. 

Kedua hal tersebut dimohonkan/disclcsaikan 
secara bersan1a-sama atau sckali2us. -r. Gugatan Hibah 

Gugatan hibah adalah gugar:.n yang diajukan 
karena adanya scngkcla tcntang sah tidaknya hihah atau 
pcmbatalan hibah. 



g. Gugatan \Vasiat 
Gugatan \\"asbt adalah guga1an yang diajukan 

karcna adanya scngkcta 1entang sah 1idaknya wasiat 
a tau pcm batalan wasial. 

h. c; ugatan \\'akaf 
Gugatan wakaf adalah gugatan yang diajukan olch 

ahli waris atau Nadzir tcntang sah tidaknya wakaf atau 
adanya pcnyallhgunaan wakaf atnu pcrubahan 
pcnggunaan wakaf. 

i. G ugatan Lain-lain 
Hal-hal yung tcnnasuk kcwcnangan/kon1pc1cnsi 

Pcngadilan Agama yang pcngajuannya harus dcngan 
jalan gugatan. antara lain scbagaimana pcnjclasan pasal 
49 ayat (2) Undung-undang Nomor 7 Tahun 1989 
khusus <.libiuang pcrkawinan m~•upun yang dimaksud 
dalam pasal 86 ayat (I) Undang-undang Norn or 7 
Tahun 1989 1crscbu1. 

B.-\R VII 

PRC)SEDUR BERPERKARA 

A. PRC>SEDUR PENC; . .\JllAN PERl\-IOHC)NAN 
I. Pcmohon atau Kuasanya mcndatangi Pcngadil~1n 

Agama. yaitu Pcngadilan Agama : 
- yang dacrah hukumnya mcliputi tern pat kcdiaman 

termohon kccuali apabila tcrmohon dcngan 
scngaja mcninggalkan tcmp:.H kcdiaman yang 
ditcntukan bersama tanpa izin pcmohon. 
yang dacrah hukumnya meliputi tcmpat kcdiaman 
pcrnohon dalam hal tcnnohon bcr1c1npa1 kcdiaman 

di luar nc2cri. 
~ 
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yang daerah hukumnya meliputi tempat 
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam hal 
pemohon dan termohon bertempat kediaman di 
luar ne.geri. 

(UU No. 7 /1989 Pasal 66 dan 67). 
Beberapa hal yang harus dilakukan di sini adalah: 
a. Mengajukan pennohonan tertulis atau lisan kepada 

Pengadilan Agama disertai alasan untuk 
melakukan perceraian (UU No. 7/1989 Pasal 66 
ayat (1), PP No. 9/1975 Pasal 14 s/d 19, HIR Pasal 
118 dan Rbg Pasal 142). 

b. Membayar uang muka biaya perkara kepada 
Bendaharawan Khusus (UU No. 7/1989 Pasal 89 
dan 90). 

2. Pemohon atau Kuasanya menghadiri sidang 
Pengadilan Agama berdasarkan Surat Panggilan 
PaniteraPengadilanAgama (UU No. 7/1989 Pasal 82 
ayat (2) dan HlR Pasal 121, 124 dan 125). 

3. Permohonan atau Kuasanya harus membuktikan dalil­
dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar 
permohonan dimuka sidang Pengadilan Agama 
berdasarkan alat .. aJat bukti : 
a. Surat-surat 
b. Saksi-saksi. 
c. Pengakuan salah satu pihak. 
d. Persangkaan Hakim. 
e. Sumpah salah satu pihak. 
(HIR ·Pasal 164/Rbg Pasal 284 ). 

4. Pengadilan mengeluarkan produk Pengadilan berupa 
penetapan (UU No. 7 /1989 Pasal 71 ayat (2)). 

5. Apabila pemohon clan tennohon hadir di persidangan 



dan tidak mcmerlukan salinan putusan, kepada yang 
bersangkuran tidak pcrlu diberikan salinannya (HIR 
Pasal 179/Rbg Pasal 190) dan apabila tidak hadir; 
cukup diberitahukan isi putusannya. 

B. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN CERAI 
1. Penggugat atau Kuasanya mcndatangi Pcngadilan 

Agama, yaitu Pcngadilan Agama : 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
pcnggugat. 
yang dacrah hukumnya melipuli tempat kediaman 
tcrgugat dalam hal penggugal bcrkcdiaman di luar 
ncgen. 
yang daerah hukumnya meliputi tempat per­
kawinan 1ncreka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal 
penggugat dan icrgugat berkediaman di luar 
neg en. 

(UU No. 7/1989 Pasal 73) 
Bcberapa hal yang harus dilakukan disini adalah: 
a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan 

kepada Kerua (HlR Pasal 118 ayat (l)/Rbg Pasal 
142ayat(I). 

b. Membayar uang muka biaya perkara kepada 
Bendaharawan Khusus. 

2. Penggugat dan tcrgugat secara pribadi atau masing­
masing Kuasanya harus datang untuk menghadiri 
Sidang Pengadilan Agama berdasarkan Surat 
Panggilan Panite_ra (UU ~o. 7I1989 Pasal 82 ayat (2), 
PP No. 9/1975 Pasal 26. 27 dan 28jo HIR Pasal 121, 
124 dan 125). 

3. Pengadilan Agama qapat melakukan na.J.-na1 seoagai 
berikut: 
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a. Sclama bcrlangsungnya gugatan pcrccraian at:t'\ 
pc rm oho n an pc n g g u g :ll a I a u l c rg u g al at au 
bcrdasarkan pcnimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan. Pcngadilan Agama dap:n 111cngizin­
kan suan1i istcri tcrscbut untuk 1idak tin~~:tl dalam ........ , 
satu ru1nah (UU No. 7/89 Pasal 77). 

' h. Scbma hcrlangsungnya gugatan pcrccraian atas 
pcrrnohonan pcnggugat. pcngadilan d:ip:u : 
I) _rvtcncnrukan nafkah yang ditanggung olch 

I 

~suami: 

:!) ~1cncntukan hal-hal yang pcrlu untuk 
mcnjamin pcmcliharaan dan pcndidikan anak: 

3) ~·1 c n c n l u k an ha 1-ha I ya n g p c r l u u n l u k 
mcnjamin tcrpcliharanya harang-harang yang 
n1cnjadi hak bcrsama suami is1cri al:tu l'l:trang­
barang yang mcnjadi hak sua1n i at:tu harang 
yang rncnj:idi hak istcri. 

(UU No. 7/1989 Pasal 78). 
4. Pcnggugat dan tcrgugat sccara prihadi a1au masing­

masing Kuasnnya wajib mcmbuktikan dalil-d:tlil 
(kcbcnnran c.lari isi) gugatannya/1un1utannya di rnuka 
Sidang PcngadilanAgama hcrd:t~arkan alat-alat huk1i: 
a. Surul-surat. 
h. Saksi-saksi. 
c. Pcngakuan salah s:uu pihak. 
d. Pcrsani?k:wn Hakim . .... 
c. Sumpah salah satu pihak. 
(HIR Pasal 164/Rhg Pasal 284). 

5. Pcnggugat dan Tcrgugat sccara pribadi atau masing­
masing mcnerima salinan putus:-in PcngadilanAgarna 
ynng hclum mcmpunyai kckuat~1n Huku1n Tctap. 

6. Pcnggugat dan Tcrgugat mcncrima Akta Ccr~1i c.lari 
Pcng'1dilan Agama. sctclah ikrar taJak diucapkan. 



C. PRC>SEDUR PENGAJUAN HANDING 
I. Di Pengadilun Agama 

a. Pcmbanding arau Kuasanya mcndatangi Pcnga­
dilan Agama yang mcmutuskan pcrkaranya unluk 
mcnya1akan kchcndak banding. yang tcnggang 
wakrunya adalah : 
1) Dalam 14 hari terhi1ung hari bcrikutnya 

pcngumuman pu1usan kcpada yang bcrkcpcn­
tingan (UU No. 20/194 7 Pasal 7 ay:it ( 1 )). dan 
apabila pcmhanding tid:ik hadir pada sa::it 
diucapkan putusan. maka dalam 14 hari setelah 
yang bcrsangkutan mcncrima pcmbcritahuan 
isi pulusan ( H IR Pasal 188 ayat (I )/Rhg. Pasal 
199 ayat (I)). 

2) Dalam 14 hari sclclah pcngumuman isi 
putusan. jika tcrgugat tidak dikctahui tcmpal 
linggaln)·a (HIR P~al 188 ayat ( 1 )/Rbg. Pasal 
199 ayal ( 1) ). 

h. Pcmh~nding !Hou Kuas:inya mcmhayar biaya 
pcrkant banding kcpada Bcndaharawan Khusus 
pudu Pcngudilan Agama tcrscbul d3n mcnyc1or 
biaya banding kc Kas Negara atau Kantor Pos 
sccara langsung atau mclalui Bcnd~1h~rawan 
Khusus. 

c. Pcmbanding atau Kuasanya menycrahkan Memori 
Banding ke Pengadilan Agama selama bcrkas 
perkara banding tcrsebut bclum dikirimkan olch 
Pengadilan Agama kc Pcngadilan Tinggi Agama. 

2. Di Pengudilan Tinggi Agama 
a. Bcrkas perkara banding dikirimkan olch 

Pcngadilan Agama kc Pcngadilan Tinggi Agama 
setelah lewat 14 hari dari hari pcmbcritahuan 
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kepada Terbanding dan tidak boleh lewat 30 hari, 
sejak permohonan banding diajukan. 

b. Pembanding a1au Kuasm1ya dapat mengirimkan 
memori banding dan Terbanding atau Kuasanya 
dapat pula mengirimkan Kontra Memori Banding 
langsung ke Pengadilan Tinggi Agama apabila 
berkas banding relah dikirim oleh Pengadilan 
Agama ke Pengadilan Tinggi Agama. 

c.. Pengadilan Tinggi Agama mengirimkan salinan 
putusan/penetapannya kepada PengadilanAgama 
yang mem utuskan perkaranya, clan Pengadilan 
Agama yang bersangkutan menyampaikan/ 
memberitahu isi putusan kepada para fihak (HIR 
Pasal 194/R bg Pas al 205). 

D. PROSEDUR KASASI 
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1. Pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap 
putusan Pengadilan Tinggi Agama mendatangi 
Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk : 
a. Menyatakan kehendak kasasi yang tenggang 

waktunya adalah : 14 hari sesudah putusan atau 
penetapan pengadilan diberitahukan kepada 
pemohon (UU No. 14/85 Pasal 46 ayat (1) clan 
(2)). 

b. Membayar biaya kasasi melalui Bendaharawan 
Khusus pada Pengadilan Agama. 

c. Menycrahkan memori kasasi dalam tenggang 
waktu 14 hari (UU No. 14/1985 Pasal 47 ayat (1)) 
terhitung sejak hari berikutnya dari penyampaian 
pemyataan kehendak kasasi. Hal ini merupakan 
syarat diterimanya kasasi oleh MahkamahAgung. 
Memori kasasi harus memuat salah satu atau lebih 
dari aJasan-alasan hukum pengajuan kasasi, yaitu: 



l) Karena Pcngadilan lalai mcmcnuhi syarat­
syarat yang diwahibkan oleh Pcraturan 
Pcrundang-undangan yang mcngancam 
kclalaian itu dcngan batalnya putusan yang 
bcrsangkutan (UU No. 14/1985 Pasal 30). 

2) Karena Pcngadilan mclampui batas 
wewenangnya. 

3) K:ucna Pcngadilan salah mcncrapkan a1au 
karcna mclanggar pcraturan-pcraturan hukum 
yang bcrl:,ku. 

2. Pihak Termohon kasasi bcrhak mcng~1jukan jawaban 
terhadap memori kasasi dalam tenggang wak1u 14 hari 
scjak 1anggal ditcrimanya salinan mcmori knsasi (UU 
No. 14/1985 Pasal 47 ayat (3)). 
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BAGIAN KETIGA 

Tan.ya .Ja"·ab 

(Undang-undang Nomor7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama ) 





BAB I 

U J\·I UM 

I. Pertan)·aan : Apakah Pengadilan Agama itu? 
Ja\\'aban : PcnQadilan AQama adaJah salah satu ..... .... 
pclaksana Kckuasaan Kchakiman di Indonesia. 

2. Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang dapar mcngajuknn 
pcrmohonan a1au gugatan kc Pcngadilan Agama? 
Ja\\'aban : Yang dapat mengajukannya adalah 
warga ncgara Indonesia yang bcragama Islam dan a1au 
salah satunya WNI (yang beragama Islam). 

3. Pertan)·aan : Mcngcnai pcnnohonan ~uau gugaran ~pa 
saja yang dapat diajukan'? 
.Jawaban : Yang dapat diajukan adalah mcngcnai 
perkara-pcrkara perkawinan. kev.'arisan. wasiat dan hibah 
yang dilakukan bcrdasarkan hukum Islam. scna pcrkan1-
pcrkara wakaf dan shadaqah. 

'- Pertanyaan : KaJau scseorang atau bcberapa orang 
1idak mcrasa puas dcngan putusan atau pcnetapan 
Pcngadilan Agama. apakah sclanjutnya masih ada upaya 
l"in un1uk m~ndapatkan kcadilan? 
.Jan·aban : Ada. yaitu dcngan mcngajukan banding 
kc Pcngadilan Tinggi Agama. Bila putusan atau 
pcnctap~m handing itu hclum juga mcmuaskan karcna 
masih mcrasa bclum mendapatkan kcadilan. dapat 
mcngajukan kasasi ke ~1ahkamah Agung. 

). Pertan)·aan : Tcn1u saja hagi schagian wnrga negara 
yang hcrpcrkarJ di Pcng:idilanAgama 1idak mud:1h untuk 
mcngurus pcrkaranya sccara langsung. 
Dahun hal in i apakah scscorang a tau be bcrapa or;1ng 
dapal mcn1in1a hantuan kcpada orang lain'! 
.)a\\·aban : Sctiap orang. apakah dia mampu a1au 
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tidak mcngurus pcrkaranya. bcrhak mcndapatkan 
bantuan orang lain. rvtcrcka dapat mcmbcrikan kuasa 
kcpada orang lain un1uk mcngurus pcrkaranya itu. 

tcrmasuk mcn1hcrikan kuasa kcpada Pcngacara atau 
Lcmh~u;?a-lcmhaea Ban1uan Hukum. .... .... 

6. Perlan~·aan : Apakah pu1usan a1au pcnct:ipan 

Pcngadilan Agama ilu wajih dilaksanakan'! 
Jawaban : Hanya putu<;an yang hcrsifat Condenl· 
natoir saja yang harus dilaksanakan, scdangkan prnc­

tapan tidak mcmcrlukan pelaksanaan karcna hanya 

bcrsifat Dcclaratoir a1au Constitutif saj3. 

7. Pertan)·aan : Bagain1ana jika ac.Ja pihak yang hcrsi­
kcras tidak mau mclaksanakan pulusan atau pcnctapan 

tcrscbut? 
Jawaban ·: Pcngadilan Agama dapat mcmaksa 

pihak yang bcrsangkutan. untuk melaksimakan putusan. 

BAB II 

TENTANG CERAI TALAK 

1. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dcngan ccrai talak'? 
Jawaban : Ccrui Talak acL11ah cerai yang diJ~Uuhknn 
olch suami tcrhadap istcrinya. schingga pcrkawinan 
mereka menjadi putus. 

Scorang suami yang bcrmaksud mcnceraik:.in istcrinya · 
harus lcbih dahulu mcngajukan pcrmohonan kepada 
Pcngadilan Agama. 

2. Pertanyaan : Kcpada Pcngadilan Agama mana. 
scorang suami yang bcrmaksud mcnccraikan is1crinya. 
harus mcngajukan pcrmohonannya'? 
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Jawaban : Pcrmuhonannya harus ditujukan kepada 
Pcngadilan Agama yang mcwilayahi lcmpat kcdiaman 
istcrinya. 
Apabila is1crinya dcngan scngaja dan tanpa izin suaminya 
tclah mcninggalkan tempat kcdiaman yang disepakali. 
pcm1ohonan terscbul diajukan kcpada PcngadilanAgama 
yang mC\\'ilayahi tcmpat kcdiaman suami. 
Apabila istcrinya bcrtcmpat kcdiaman di luar ncgcri. 
permohonan diajukan kcpada Pengadilan Agama yang 
mcwilayahi tempat kediaman suami. 
Scdangknn apabila suami isteri tcrscbut bertcmpat tinggal 
di luar ncgcri. maka pcnnohonan diajukan kcpada Penga­
dilan Agama yang mc\l:ilayahi tcmpal dilangsungkannya 
pcrkawinan mcrcka dahul u. atau boleh jug a kepada 
Pcngadilan Agama Jakarta Pusat. 

3. Perlanyaan : Bagaimana caranya dan pcrsyaratan apa 
saja yang harus dipcnuhi olch seorang suami dalam 
mengajukan pcrmohonan ccrai talak itu'? 
Ja"·aban : Caranya adalah dcngan mcngajuk~1n 
pcrn1ohonan sccara tcrtulis kcpada Pcngadilan Agama 
yang bcrsangkut~1n. Bagi orang yang tidak dapat menulis 
bolch mcngajukannya sccara lisan.Adapun pcrsyar~uan 
pcrmohonan tcrscbut adalah bahwa dal:im pcrmohonan 
h=irus dicantumkan ~uau disebutkan hal-hal tcrscbut di 
bawah ini. vaitu: 

~ 

a. Nama. umur. dan 1cn1pat kcdiaman suami dan istcri: 
h. .-\lasan-alasan yang menjadi dasar ccrai taJak. 

J_ Perranyaan : Apakah sctclah pcrmohonan discrahkan 
pcrkara tcrscbut scgcra diproscs? 
.Ja\,·aban : Pcrkara tcrscbut akan diproscs sctclah 
yang hcrsangkutan mcnycrahkan uang muka biaya 
pcrkara. karcna pcrmohonannya itu barn 1crdaf1ar dalam 
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buku rcgis1cr, apabila ia mcnycrahkan uang muka 
terse but. 
Majelis Hakim \vajib mcnyidangkan pcrkara selambal­
lom batn yo 30 (liga puluh) hari sctclah pcndaflaran 
perkara. 

5. Pertanyaan : Berapa lama \Vaktu yang diperlukan. 
sehingga MajcJis Hakim Pcngadilan Agama dapal 
membcrikan pcnctapan bagi pcnnohonan ikrar talak'! 
Ja\\·aban : Ada asas "pcradilan scdcrhana. ccpal 
dan biaya ringan". Majclis Hakim harus bcrusaha agar 
proses pcradilan itu bcrlangsung ccpat. namun tvlajclis 
Hakim wajib memenuhi scluruh kelcn1uan-ketentuan 
hukum Acara PcradilanA2ama. Jadi tidak ada ketentuan 

""' 
pas1i mcngcnai waktu yang dipcrlukan i1u. 
Tahap-tahap yang harus dilaJui hingga sampai pada s~1:11 
penetapan ada lah : 
a. Tahap pembacaan pcnnohonan. 
b. Tahap ja\vaban tcrmohon. 
c. Tahap replik. 
d. Tahap duplik. 
c. Tahap pemeriksaan alal-alat bukti. 
f. Tahap pengam bih1n kcsim pul:in. 
g. Tahap kepu1usan. 
Kcdisiplinan hadir baik pcmohon maupun lcrmohon al:au 
wakil mercka pada setiap sidang dilakukan. tcntu saj:i 

-akan mempcngaruhi kccepa1an pcnyclcsaian pcrkara 
mereka. 
Ada satu hal yang sering mcmpcrlum bat pcnyclcs:1i:111 
pcrkara. yailu apabila 1ennohon (istcri) tidak dikctahui 
alamn1nya. schingga dipcr1ukan pcngumuman pc1nang· 
gilan scbanyak dua kali. di mana pcngumuman pcrtarn~a 
harus bcrlcnggang waktu sclama satu hul:1n dcng:an 
pcngumuman yang kcdua. 



6. Pertanyaan : Apakah pemohon (suami) clan tennohon 
(isteri) harus hadir pada sidang penyaksian ilaar talak? 
Jawaban : Pada dasarnya kedua belah pihak harus 
hadir pada sidang penyaksian ikrar 1alak itu.Akan tetapi 
faklor ketidakhadiran mereka tidak dipandang sebagai 
penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak, 
selama suami mengirim scorang wakil yang diberi kuasa 
khusus dalam sualu akta otent1k, dan isteri mengirim 
seorang wakil. 

7. Pertanyaan : Bagaimana jika salah satu pihak tidak 
hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya daJam sidang 
penyaksian ilaar talak itu? 
Jawaban : Jika yang tidak hadir adalah suami dan 
tidak pula mengirimkan wakilnya, sidang penyaksian 
ikrar uilak tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila telah 
lewat waklu 6 (enam) bulan tcrhitung sejak ditetapkannya 
hari penyaksian ikrar talak. suami atau wakilnya itu tidak 
hadir juga, sedangkan ia telah dipanggil secara sah at.au 
patut, maka kekuatan pcnetapan bagi penyaksian ikrar 
talak 1ersebut menjadi gugur. Oalam hal ini suami tidak 
berhak lagi mengajukan pcrmohonan ikrar talak dengan 
alasan yang sama. 
Ada pun jika yang tidak hadir adalah isteri dan tidak pula 
mengirimkan wakilnya, sedangkan untuk menghadiri 
sidang penyaksian ikrar talak itu ia telah dipanggil secara 
sah atau patul, sidang pcnyaksian ikrar talak dapat 
dilangsungkan dan suami atau wakilnya dapat mengucap­
kan Haar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. 

8. Pertanyaan : Setelah adanya pcne1apan yang menya­
takan putus hubungan perkawinan antara suami isteri 
karena ikrar talak itu. apakah masingmasing mereka 
dapat segera melakukan perkawinan dengan pihak lain? 
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Ja\vaban : Mcreka tidak serta rncna dapal mclang­
sungkan perkawinan dengan pihnk lain, melainkan 
apabila mcreka telah mcrnpcroleh "Akta-Cerai" dan 
khusus bagi bekas isreri disyaratknn telah habis masa 
iddahnya. 

BAB III 

TENTANG CERAI c;UGAT 

1. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan Cerai 
Gugat itu? 
Jawaban : Cerai Gugat adalah cerai yang didasar-
kan atas adanya gugatan yang diajukan olch isteri, agar 
perkawinan dengan suaminya mcnjadi purus. 
Seorang isteri yang bcm1aksud bercerai dari suaminya 
harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Agan1a. 

2. Pertanyaan : Kcpada Pengadilan Agama mana 
seorang isteri yang bermaksud menggugat cerai 
suaminya, mengajukan gugarannya? 
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Jawaban : Gugatan tcrscbut diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya melipuli 
tempat kediaman penggugat (isteri). 
Tetapi apabila ia dengan sengaja meninggalkan tempat 
kediaman bersama tanpa izin suaminya, gugatan itu 
diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempal kcdiaman suaminya. 
Adapun apabila penggugat (isteri) bcrtempat kediaman 
di luar negeri, maka gugatannya ilu harus diajukan 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman tergugat (suami). 
Sedangkan apabila penggugat (is1eri) dan teigugat 



(suami) kedua-duanya bcrtcmpar kcdiarnan di luar negcri, 
maka gugatan tcrscbut harus diajukan kepada Pcngadilan 
Agama yang d3crah hukumnya meliputi tcmpat perka­
winan mercka dnhulu dilangsungkan atau kepada Penga­
dilan Agama Jakarta Pusal. 

3. Pertanyaan : Bngaimana caranya dan persyara1an apa 
saja yang harus dipcnuhi seorang isteri dalam mengaju­
kan gugatannya? 
Ja,vaban : Caranya adalah dengan mengajukan 
gugalannya secara rcrtulis kcpada Pcngadilan Agama 
yang bcrsangkuran. 
Bagi orang yang tidak dapat mcnulis boleh mengajukan­
nya sccara lisan. 
Adapun persyaratan gugatan tersebut sama saja dengan 
pcrsyaratan permohonan cerai talak. yaitu bahwa dalam 
gugatan tersebut harus dicantumkan atau disebutkan hal­
hal tersebut di ba,vah ini: 
a. Nama, umur. dan tern pat kcdiaman isteri dan suami; 
h. Alasan-alasan yang 1nenjadi dasar gugatan. 

4. Pertanyaan : Kapankah suatu gugatan isteri yang 
tclah diajukan kc PengadilanAgama mulai di proses. Dan 
herapa lama waklu yang diperlukan sampai perkara 
tersebut selesai? 
Ja\\'aban : Ivlengenai kapan suatu gugatan mulai 
diproses dan \vaktu yang diperlukan untuk itu, sama 
halnya dengan permohonan cerai talak. 

S. Pertanyaan : Ada seorang isteri yang menggugat cerai 
suaminya dengan alasan suaminya terkena pidana 
penjara. Apakah gugatan semacam itu dapat diterima? 
Jawaban : Gugatan dengan alasan suami menjalani 
pidana pcnjara mcmang menjadi salah satu alasan 
pcrceraian. tapi pidana pcnjara yang dikenakan terhadap 
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suarninya itu adalah pidana pcnjara 5 (lima) tahun atau 
lcbih. 
Seorang isteri yang mcnggugat suaminya dcngan alasan 
tersebut, cukup menyampaikan salinan putusan 
Pengadilan yang benvenang yang memu1uskan perkara 
suaminya disertai ketcrangan yang mcnyatakan bahwa 
putusan tersebut telah mempcroleh kckua1an hukum 
tetap. 

6. Pertanyaan : Apakah Pengadilan Agama dapat 
menerima gugatan cerai seorang isteri yang didasarkan 
atas kenyataan bahwa suaminya mcmpunyai cacat badan 
atau penyakit lain? 
Jawaban : Cacat badan atau penyakit lain yang 
dialami suami juga salah satu alasan perceraian. Tetapi 
yang dimaksud cacat badan a1au pcnyakit Jain adalah 
yang sampai mengakibatkan suami tidak dapat menjalan­
kan kewajibannya sebagai suami. Untuk itu hakim dapat 
memerintahkan tergugat (suami) memeriksakan diri 
kepada dokter. 

7. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan gugatan 
perceraian yang didasarkan syiqoq? 
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Jawaban : Gugalan perceraian yang didasarkan 
syiqoq adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya 
perselisihan yang tajam dan terns menerus antara suami 
dan isteri. 
Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sesualu 
gugatan masuk ke dalam kategori syiqoq, maka Majelis 
Hakim harus mendengarkan kcterangan sa.ksi-saksi yang 
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 
suami-isteri. Kcmudian setelah itu Majclis Hakim dapat 
mengangkat seorang atau lebih dari kelua1ga kedua belah 
pihak atau orang lain untuk menjadi hakam, yang 



memberikan pcrti1nbang:.u1 kcpada haki1n mengenai 
penyelesaian µerkara tersebut. 

8. Pertanyaan : B:.ig~imana mengenai kemungkinan 
timbulnya hal-hal Jt:.lu !~tj3dian-k~j3dian di luar Penga­
dilan Agarn:.! yang 1jdak diingir.kan antara suami-isteri . 
Adakah upaya preventif Iv1'1j~li~ l-Iaki1n? 
J~n.vaban : !v1crnan g antara suarni-istcri yang 
perkara gug:lt~n cera! 1nen~ka sedang dalam pro~es 
peradilan tidak 1nus~ahil timbul hal-hal at&u kejadian­
kejadian yang tidak diinginkan. Jadi jika inemang ada 
kekh:J.\V3tirnn Majelis Hakirn, PengadilanAgama clapat 
mengizinkan Sl!:uni-isY.:ri terscbut untuk tidak tinggal 
dalan1 satu rurn3h. 

9. Pertanyaan : Proses perceraian dnpac mernpengaruhi 
nafkah> pcmelih~aan dan peHdidiKru1 anak. dan b&ang· 
banmg. Adak3h upaya I\1njelis Hakirn yang bertujuan 
untu!c rnem Lerikan jaminar. terhadap soal nafkah, 
pemeliharaan dan pendidikan a~1ak, dan barang-barang 
terse but'! 
Ja\vaban : tvlajelis I-!akim dapat memberikan 
perlindungan mcngenai soal-soal tersebut, namun harus 
didasarkan atas adanya permohonan pcnggugat (isteri). 
Jika ia mengajukan pcrmohonan. n1aka I\1ajelis I-Iakim 
dapat n1entnlukan : 
a. Nafkah yang <.Jitanggung oleh suaini; 
b. Hal-hal yai1g perlu uutuk mcnja1nin pen1cliharaan dan 

pendidikan anak; 
c. Hal-hal yang perlu untuk menjan1in terpcliharanya 

barang-barang yang mcnjadi hak bersama suami­
isreri atau barang-barang yang n1cnjadi hak suami 
atau barang-barang yang mcnjadi hak isteri. 

10. Pertanyaan : Apa yang dirna~sud dengan sidang 
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perdamaian? Dan bagaimana ketcntuan-kelcntuannya? 
Ja\\·aban : Pcrlu dikc1ahui hah\\'a pada sidang 
pcrtama pcmcriksaan gugatan pcrcerai;.in. hakim ber­
usaha mcnd~maikan kcdua bc1ah pih3k. dan selama 
pcrkara bc1un1 diputuskan. usaha hakim unluk mcnda­
maikan kcdua bclah pihak dapat dilakukun pnda setiap 
kali sidang pcmcriksaan dilaksanakan. Jadi sidang di 
mana hakim hcrusaha un1uk rncndamniknn ilu disebut 
sidang pcrdarnaian. 
Untuk sidang pcrdarnaian scpcrli itu ada hcherapa 
kctcntuan. yai1u : 
a. Suami-istcri harus datang sccara pribadi. kecuali 

apabila salah satu pihak bcrtcmpat kcdiaman di luar 
ncgeri dnn lidak dapat da1ang kc pcrsidangan sccara 
pribadi. dapat diwakili oleh kuasanya yang secara 
khusus dikuasakan untuk itu. 

b. Apabila suami-istcri kcdua-duanya bcrtempat 
kcdiaman di luar ncgcri. maka pcnggugal (istcri) pada 
sidang pcrd3maian ilu harus datang sccara pribadi. 

11. Pertanyaan : Apakah sctelah tcrcapainya pcrdnmaian. 
isteri masih dapat mcngajukan gugatan pcrccrai:in 
tcrhadap suam inya? 
.Ja\Yaban : Scorang isteri. sctelah perdamainn. 
masih dapat mengajukan gugatan baru, maksudnya 
mengajukan gugaran pcrccrainn dengan al::isan yang baru. 
Jika alasan pcngajuan gugatan pcrceraian yang sekarang 
sama dengnn alasan pcngajuan gugalan perccraian yang 
dahuJu. gugatannya tidak akan diknbulkan olch Majclis 
Hakim. 

12. Pertanyaan : Apaknh suatu perkara ccrai gugat yang 
sedang da1'1m pcmcriksann dnpat dinynrakan gugur olch 
Majelis Hakim? 
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J&i\\'aban : MajeJis Hakim dapal menggugurkan 
suatu pcrkara ccrni gugat apabila salah satu pihak, yaitu 
pengguga1 (istcri) arau tc~ugnl (suami) meninggal dunia. 
Dalam hal ini pcrkara rcrsebut tidak menimbulkan 
sesuatu akiba1. 

13. Pertanyaan : lvtcngapa sidang pcmcriksaan guga1an 
perceraian dilakukan dahun sidang tcrtutup, scdang pem .. 
bacaan pu1usan Pcngadilan Agama mengenai gugatan 
perceraian dilakukan dalam sidang tcrbuka un1uk um um? 
Ja\.vaban : Tcrtutupnya sidang pcmcriksaan guga-
1an percerJia.n adalah karcna biasanya kcdua bclah pihak, 
yaitu suami dan isteri; akan saling mcngungkapkan haJ­
hal yang sangat bersifat pribadi bahkan merupakan aib, 
yang kurang layak diketahui orang lain, di samping juga 
dimaksudkan agar kcdua belah pihak tidak sungkan dan 
mampu terbuka mcmberikan keterangan, hal mana sanga1 
diperlukan oleh Majelis Hakim. 
Sedangkan terbukanya sidang pembacaan putusan 
mengenai gugatan pcrccraian adalah karena putusan 
tersebuc memang perlu dikelahui umum, sebab putusan 
mengenai gugatan perceraian itu membawa akibat-akibal 
hukum tertentu, walaupun masih harus menunggu sampai 
putusan tersebut mempunyai kckuatan hukum 1c1ap. 

14. Pertanyaan : Jika cerjadi pcrceraian antara suami dan 
isteri, tentu akan timbul persoalan sekitar penguasaan 
anak, nafkah anak .. nafkah isceri dan harta bcrsama. 
Adakah upaya bagi isteri untuk mendapatkan jaminan 
mengenai soal tersebut? 
Jawaban : Memang sering timbul persoalan antara 
bekas isteri dan bekas suami mcngenai penguasaan anak, 
nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama setclah 
terjadinya perceraian. Oleh karena itulah hukum 
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men1bcrikan kesempaian kcpnda istcri untuk n1engajukan 
gugatan mengenai soal tcrscilut. Gugat3n 1crsebut dapat 
diajukan bersama-sama d~n sckaligus dcngan gugatan 
perceraian dan dapnt pula secam tcrpisah, yaitu scsudah 
putusan pcrcernian mcn1punyai kcknatan hnkum tetap. 

15. Pertanyann : Hurta bcrsarna su~mi isteri tidak jarang 
berkaitan dengan pihak k~tiga. Bagaimana Pengadilan 
Agama n1enyelesaikan gug;uan mcngcnai harla bersama, 
sementara aria pihak ketiga ~1ang menuntut? 
Jn\\'aban : Jika ada pihak ketiga yang mengajukan 
tuntutannya ke Pengadilan Agnma 1nengcnai harta 
bcrsama suami istcri, maka Majclis Hakim menunda 
lebih dahulu pcrkara harta hersa1na itu dan mcla.."1jutkan­
nya kcmbali 3pabiJa re1ah ada putusan Pengadilan dalam 
lingkungan Pcradilan UnH1m yang tclah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

BAB IV 

CERA I DENGA.N ,~.LAS/).N ZINA 

1. Pertanyaan : Apakah yang dir11nksud ccrai dengan 
alasan zina itu? 
Ja\vaban : Cerai dengan "lasan zina adalah pcrmo .. 
honan atau gugatan perccrainn yang diajukan olch salah 
satu pihak dcngan ala~an salah satu pihak melakukan 
perbuatan zina. 

2. Pertanynan : Bagairnana ~1ajclis Hakim memeriksa 
perkara gugatan perceraian dcngan alasan zina? 
Ja\\'~batl : Tcntu s:ija Majelis Hakim meminta 
pemohon atau pcnggugat n1engajukan bukti-bukti yang 
dapat meyakinkan ~·Iajelis Hakim bahwa pennohonan 
atau gugatannya itu bcnar,. dan mcmberikan kesempatan 
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bagi termohon atau tergugat untuk memberikan 
keterangan atau sanggahan. 

3. Pertanyaan : Berkenaan dengan hal ini, bagaimana 
jika pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi 
bukti-bukti yang dipcrlukan Majelis Hakim, dan 
tennohon a1au tergugat menola.k dan menyanggah bahwa 
ia telah melakukan perbuatan zina, bukankah tidak 
mudah membuktikan bahwa scseorang telah melakukan 
perbuatan zina? Apa yang akan dilakukan oleh Majelis 
Hakim dalam menghadapi kcnyataan seperti ini? 
Jawaban : Apabila pemohon atau pcnggugat tida.k 
dapat mengajukan bukli-bukti yang diperlukan dan 
tennohon arau tergugat menyanggah gugatan tersebut, 
serta Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan 
alau gugatan tersebut tiada pembuktian sama sekali clan 
tidak ada lagi harapan untuk peneguhan alat bukti, maka 
hakim akan membuat penetapan atau putusan yang 
menyatakan tidak menerima pennohonan atau gugatan. 
Akan tetapi apabila f\.lajelis Hakim berpendapat bahwa 
permohonan atau gugatan tersebut bukan tiada 
pembuktian sama sekali, maka Majelis Hakim dapat 
memerintahkan pen1ohon atau penggugat untuk ber­
sumpah. 
Apabila yang bersumpah adalah suami, maka penye­
lesaian perkara tersebut dilaksanakan dengan cara li'an. 
Oleh karena dilakukan secara li'an, maka berlakulah 
hukum li'an, yaitu putusnya perkawinan untuk selama­
lam any a dan anak yang dikandung isteri hanya 
dinasabkan (dihubungkan) kepada ibunya, sedang suami 
terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 
Dan apabila yang bersumpah adalah isteri. maka 
penyelesian perkara tersebu·t diselesaikan dengan cara 

yang biasa. 
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BAB V 

TENTANG PERKARA YANG L1\IN .. LAIN 

1. Perlanyaan : Sclain pcrkara-pcrkara ccrai talak, cerai 
gugal dan ccrai dcngan alasan zina. khusus mengenai 
hal-hal di sckitar pcrkawinan, pcrkara-pcrkara apa 
sajakah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama? 
J1nvaban : Pcrkara-pcrkara di sckitar perkawinan 
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, selain 
perkara-perkara ccrai talak, cerai gugat dnn ccrai dcngan 
alasan zina adalah cukup banyak, yaitu meliputi pcrkara­
perkara yang disebulkan di bawah ini : 
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a. Izin bcristcri lebih dari seorang; 
b. Izin n1elangsungkan perka,vinan bagi orang yang 

bclum bcrusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal 
orang tua atau wali atau keluruga dalam garis lurus 
ada perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi kawin; 
d. Pencegahan perkawinan; 
e. Penolakan perkawinan oleh Pega\vai Pcncatat Nik.ah; 
f. Pcmbatalan Pcrkawinan; 
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; 
h. Penyclesaian hana bersama; 
i. Mengenai penguasaan anak-anak; 
j. lbu dapat memikul biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak. bilamana bapak yang seharusnya 
bcrtanggung jawab tidak memcnuhinya. 

k. Penentuan kc\vajibnn memberi biaya pcnghidupan 
oleh suami kepada bekas isteri atnu penentuan suatu 
kewaji ban bagi bekas isteri; 

l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 



n. Pcncabutan kckuasaan wali; 
o. Pcnunjukan orang lain scbagai seorang wa1i dicabut; 
p. lVlcnunjuk seorang wali dalam hal scorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan bclas) tahun yang 
ditinggal kcdua orang tuanya padahal tidak ada 
penunjukan wali oleh orang tuanya. 

q. Pen1bcbanan kcwajiban ganti kerugian terhadap wali 
yang tclah mcnyebabkan kcrugian atas harta benda 
anak yang ada di bawJh kekuasaannya; 

r. Pcnetapan asal-usul scorang anak; 
s. Putusan tcntang hal pcnolakan pembcrian keterangan 

untuk mclakukan pcrk~l\vinan campuran; 
t. Pcmyntaan tcntang sahnya pcrkawinan yang tcrjadi 

scbclu1n Undang-undang Nomor I Tahun 1974 
tentang Pcrka\vinan dan dijaJankan menurut pcraturan 
yang lain. 

2. Pertanyaan : Pcrkara pcrka\vinan tentu saja berkaitan 
erat dcngan masalah kewarisan. Sehubungan dengan hal 
ini apakah pcrkara kc\varisan itu dapat diajukan ke 
Pengadilan Agan1a? 
Ja\\'aban : Pengadilan Agama juga bcrwenang 
dalam bidang kc\varisnn. Jadi pcrkara kewarisan dapat 
diajukan kc Pcngadilan Agama. Pihak-pihak yang 
bcrkcpcntingan dapat n1cmohon agar PcngadilanAgama 
mencntukan siapa-siapa yang mcnjadi ahli waris, 
mcncntukan hana pcninggalan, mencntukan bagian 
masing-masing ahli waris. dan melaksanakan pembagian 
harta peninggalan terscbut. 

3. Pertanyaan : Mcngenai pcrkara yang menyangkut 
harta kekayaan, selain kcwarisan, perkara-perkara apa 
saja lagi yang dapal diajukan kc PengadilanAgama? 
Ja,vaban : Perkara-perkara \vasiat dan hibah yang 
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dilakukan berdasarkan hukum Islam dapat diajukan kc 
Pengadilan Agama. 
Jadi kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan atas 
pelaksanaan wasiat dan/atau hibah, ia dapat mengajukan 
gugata~ ke Pengadilan Agama. 
Selain perkara-perkara wasial dan hibah itu, perkara­
perkara yang berhubungan dengan wakaf dan shadaqah 
dapat pula diajukan ke Pcngadilan Agama. 



BAGIAN KEEMPAT 

Tanva Ja,vab ... 

(Kompilasi Hukum Islam) 





BAB I 

UMUM 

1. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan istilah 
Kompilasi Hukum Islam? 
Jawaban : Yang dimaksud dcngan istilah Kompi­
lasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang bcrisi 
kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah ntau garis-garis 
hukum Islam scjenis, yakni mengcnai hukum perka­
winan, hukum kewarisan, dan hukum perwaknfan yang 
disusun secara sistematis. 

2. Pertanyaan : Mengapa pemerintah memandang perlu 
mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam? 
Jawaban : Pemikiran pcmerintah dalam rncngc­
luarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukun1 
Islam yang dipe~unakan oleh pcradilan agama untuk 
menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya 
dimasa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqih y<mg 
ditulis oleh para f uqaha bcbcrapa abad yang lalu. Scbagai 
kitab fiqih didalamnya terdapat perbedaan-pcrbedaan 
pcndapat diantara fuqaha yang satu dengan fuqaha yang 
lain. Perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalan1 
kitab-kitab fiqih itu wajar mempcngaruhi hakim pengadi­
lan agama dalam memutuskan sengketa. Sehingga sering 
terjadi putusan hakim pada suatu pengadilan agama 
berbeda dengan putusan hakim pada pengadilan agama 
lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah 
mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan 
di pcngadi Ian agama. 

3. Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan Kompi­
lasi Hukum Islam itu? 
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Jawaban : Proses yang ditcmpuh dalan1 penyusu-
nan Kompilasi Hukum Islam adalah : 
Pertama adalah pengkajian kitab-kirab fiqih Islam 
khususnya ketiga belas kitab fiqih yang ditetapkan 
pemerintah menjadi pegangan hakin1 pcngadilan agama. 
Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis 
hukum yang terdapat di dalarn kirnb-kitab itu disenai 
dalil-dalil hukumnya yang tcrdapal di dalam Alqur'an 
dan Sunnah R~ulullah. 
Kedua adalah wa\vancara dengan para ulama di sepuluh 
ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama baik secara 
perorangan maupun sebagai pimpinan 01ganisasi sosial 
keagamaan mengemukakan bcrbagai pendapat hukum­
nya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada 
mereka dan menyatakan dukungan mcreka atas usaha 
pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau 
garis-garis hukum Islam tersebut. 
Ketiga adalah penelitian ywisprudensi peradilan agama. 
Yurisprudensi peradilan agama sejak zaman Hindia 
Belanda dahulu sampai saal penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen 
dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum 
daripadanya. 
Keempat adalah melakukan study perbandingan ke Juar 
negeri, yakni negara-negara yang penduduknya 
beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum 
Islam di negara tersebut sena sistem peradilan mereka. 
Hasil-hasil dari seluruh kegiatan tersebut setelah diolah 
dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama Islam 
Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988. 

4. Pertanyaan : Apa landasan pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam tersebut? 
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Ja,vaban : Landnsannya adalah Instruksi Presidcn 
Rcpublik Indonesia Nomor I Tahun 1991 langgal I 0 Juni 
199 l. Da1am lnslruksi terse but Presiden mcmerintahkan 
Mcnlcri Agama agar mcnyebarluaskan isi Kompilasi 
Hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemcrintah 
dan masyarakat yang mcmcrlukannya. Kcmudian 
Mcn1cri Agama mcngcluarkan Kcputusan Nomor 154 
tanggal 22 Juli 199 l tcntang Pclaksanaan Inslruksi 
Presidcn Nomor 1 Tahun 1991 tanggnl 10 Juni 1991. 
Dalam Kcputusan Mcntcri Agama tersebut dinyatakan 
agar scluruh instansi Dcpartemen Agama dan instansi 
pcmerintah lainnya yang terkait agar mcnyebarluaskan 
Kompilasi Hukum Islam. Seluruh instansi pemerintah 
terscbut di atas. dala1n menyclcsaikan masalah-masalah 
di bidang hukum pcrkawinan. kc\varisan, dan perwakafan 
sedapat mungkin mencrapkan Kompilasi Hukum Islam 
disamping pcraturan pcrundangan lainnya. 

BAB II 

TENTANG 1-IUKUl\·1 PERKA\VINAN 

1. Pcrtanyaan : Apakah yang dimaksud dengan pemi­
nangan? 
Ja,vaban : Peminangan aclalah upaya yang dimak­
sudknn agar terjadi pcrsetujuan perjodohan antara 
scorang pria dengan scorang wanita. 

2. Pertanyaan : Siapakah yang dimaksud wali hakim 
itu? 
Ja\vaban : \Vali hakim ialah wali nikah yang 
ditunjuk olch McnteriAgama atau pejabat yang ditunjuk 
olchnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bcrtindak 
scbagai wali nikah. 
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3. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan akad 
nikah'? 
Ja,vaban : Akad nikah ialah rangkaian ijab yang 
diucapkan oJch wnli. dan kabuJ yang diucaokan olch 
mcmpelai pria atau \vakilnya yang disaksikan oleh dua 
orang saksi. 

4. Pcrtanyaan : Apakah yang dimaksudkan dengan 
mahar? 
Ja\\·aban : l\ttahar adalah pemberian dari calon 
mempclai pria kcpada calon mempclai wanita, baik 
bcrbcntuk barang. u::ing atau jasa yang lidak bcrtcntangan 
dengan hukum Islam. 

S. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan taklik­
talak? 
Ja\\'aban : Taklik-talak ialah pcrjanjian yang 
diucapkan mcmpelai pria scteiah akad nikah yang 
dicantumkan dalam Akta Niknh berupa janji talak yang 
digantungkan kepada suatu kcadaan tcrtentu yang 
mungkin terjadi di mnsa yang akan datang. 

6. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan syirkah? 
Ja,vaban : Syirkah atau harta kckaynan dalam 
perkawinan adalah harta yang dipcroJch baik secara 
scndiri-scndiri atau secara bcrsama-sama diantara suami· 
isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta yang sepcrti 
itu sclanjutnya disebut harta bcrsama. tanpa mempcrsoal· 
kan terdaftar atas nama siapa pun. 

7. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan hadho· 
nah? 
Ja,vaban : Hadhonah a tau pcm el i haraan anak 
adalah kcwajiban mcngnsuh. mcmclihnra dan mcndidik 
anak hingga dc\vasa atau mampu berdiri sendiri. 

8. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan pcr­
walian? 
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Jawal.Jan : Pcr\valinn adalah kewcnangan yang 
dibcrikan kcpada scscorang untuk melakukan sesuatu 
pcrbualan hukun1 scbagai wakil untuk kepentingan clan 
atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua 
atau, seorang cua yang masih hidup, tetapi tidak cakap 
melakukan perbuat~m hukum. 

9. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan khuluk? 
Ja\vaban : Khuluk adalah perccraian yang terjadi 
atas permintaan isteri dengan me1nberikan tcbusan atau 
iwadl kepad3 dan atlS persctujuan suaminya. 

IO. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan mut'ah? 
Ja·waban : Mut'ah adalah pcmbcrian bcbas suami 
kcpada istcri yang ditalaknya berupa benda atau uang 
dan lainnya. 

11. Pertanyaan : Apakah pengertian perkawinan menurut 
hukum Islam? 
Jawaban : Perkawinan menurut hukum Islam 
adalah pemikahan, yaitu akad yang sangal kuat atau 
miitsaqon ghaliidzon untuk menraati perintahAllah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. 

12. Pertanyaan : Apakah tujuan perkawinan itu? 
Jawaban : Pcrkawinan bertujuan untulc mewujud­
kan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan rahmah. 

13. Pertany~1an : Apakah syarat sahnya perkawinan? 
Jawaban : Perka\vinan adalah sah, apabila dilaku­
kan menurut hukum Islam scsuai dengan Pasal 2 ayat 
( 1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
perkawinan. 

14. Pertanyaan : Apa maksud keharusan pencatatan 
setiap perka\vinan'! 
Ja\vaban : Agar terjamin ketertiban perkawinan 
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bagi masyarakat lslan1, sctiap perkawinan harus dicatat 
oleh Pegawai Pcncatat Nikah, scbagaimana yang diatur 
dalan1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dan sctiap 
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di 
bawah pengawasan Pegawai Pencatal Nikah, karcna 
pcrkawinan yang di luar pcngawasan Pegawai Pencatat 
Nikah 1idak mempunyai kekuatan hukum. 

15. Pertanyaan : Bagaimana cara pembuklian perkawi­
nan'? 
Jawaban : Perkawinan hanya dapal dibuklikan 
dengan Akta Nikah yang dibuat olch Pcgawai Pcncatat 
Nikah. 

16. Pertanyaan : Bagaimana bila suatu pcrkawinan tidak 
dapat dibuktikan dcngan Akta Nikah? 
Jawaban : Dalam hal perkawinan tidak dapat 
dibuktikan dengan Akta Nikah, pembuktiannya adalah 
dengan mengajukan itsbat nikahnya ke pengadilan 
agama. 

17. Pertanyaan : Pemikahan bagaimana yang dapat diaju­
kan itsbatnya ke pcngadilan agan1a? 
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Ja,vaban : Pernikahan yang dapat diajukan itsbat­
nya ke pcngadilan agama, tcrbatas mcngcnai pcmikahan 
yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan 
dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka pcnyelcsaian 

perkaw in an; 
b. Hilangnya Akta Nikah: 
c. Adanya keraguan tcnumg sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan; 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; 



e. Perkawinan yang dilakukan olch mercka yang tidak 
mempunyai halangan pcrkawinan menurut Undang­
Undang Nomor I Tahun 1974. 

18. Pertanyaan : Siapa saja yang bcrhak mengajukan 
pcrmohonan itsbal Nikah'! 
Jawaban : Yang berhak mcngajukan pennohonan 
itsbat nikah ialah suami atau isleri, anak-anak mereka, 
wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dcngan 
perkawinan itu. 

19. Pertanyaan : Apa saja yan_g dapat dijadikan bukti 
pulusnya suatu pcrkawinan? 
Jawaban : Putusnya suatu perkawinan karena cerai 
mati dibuktikan dcngan surat keterangan kematian dari 
pejabat yang bcrwcnang (Lurah/Kepala Desa}. 
Scdangkan putusnya pcrkawinan yang disebabkan oleh 
selain cerai mati, hanya dapat dibuktikan dengan surat 
cerai berupa putusan pcngadilan9 baik berupa putusan 
perceraian, ilaar lalak, khuluk atau pu1usan tak.lik talak. 

20. Pertanyaan : Upaya apa yang dapat dilakukan apabila 
seseorang kehilangan surat cerainya? 
Ja\vaban : Apabila bukti surat cerai tidak dapat 
ditcmukan karena hilang atau karena sebab-sebab lain, 
dapat dimintakan salinannya kepada pengadilan agama. 
Dalam hal salinan surat bukri tersebut tidak dipcroleh, 
maka dapat diajukan permohonan kc pengadilan agama. 

21. Pertanyaan : Bagaimana cara membuktikan terjadi­
nya rujuk? 
Ja\vaban : Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan 
Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh 
Petugas·Pencatat Nikah. 

22. Pertanyaan : Wanita-wanita mana sajakah yang 
dilarang untuk dipinang? 
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Ja\vaban : Yang dilarang untuk dipinang adalah 
wanita yang masih dalam masa iddah raj'iah dan wanita 
yang sedang dipinang pria lain. 

23. Pertanyaan : Bagaimanakah kedudukan hukum pina .. 
ngan menurut hukum Jslam? 
Jawaban : Pinangan belum menimbulkan akibat 
hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan 
pinangan, asal dilakukan dengan cara yang baik scsuai 
dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat. 

24. Pertanyaan : B~rapa batas umur calon mempelai yang 
diperbolehkan melangsungkan perkawinan? 
Ja\vaban : Untuk kemaslahatan keluarga dan 
rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakuk.an calon 
mempelai yang r~lah mencapai umur yang diterapkan 
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, 
yakni calon suami scktrrang-kurangnya berumur 19 tahun 
dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon 
mempelai yang belum mencukupi umur 21 lahun harus 
mendapat izin (Pengadilan Agama) sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

25. Pertanyaan : Bagaimana mengenai kedudukan 
persetujunn calon mempelai dalam suatu perkawinan? 
Jawaban : Perkawinan didasarkan atas persetujuan 
calon mempelai. Bila temyata perkawinan tidak. disetujui 
oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan 
itu tidak dapat dilangsungk.an. 

26. Pertanyann : Siapakah wali nikah itu? 
Jawaban : Wali nikah ialah seorang laki .. Jaki yang 
memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan 
baligh. yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. 

27. Pertanyaan : Siapakah wali nasab ilu'? 
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Jawaban : Wali nasab terdiri dari empat kelompok 
dalam uruLan kedudukan. Kelompok yang satu didahulu­
kan dari kclompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 
kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat 
kelompok itu adalah : 
Pertania, kclompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, 
yakni : ayah~ kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
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Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah dan keturunan Jaki-laki mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki­
laki kandung ayah, saudara scayah dan keturunan lalci­
laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki 
mereka. 

28. Pertanyaan : Kapan wali hakim dapat bertindak 
sebagai waJi nikah? 
Jawaban : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai 
wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya atau gaib atau adlol (enggan). Dalam hal wali 
adlol (enggan), maka wali hakim barn dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 
Agama tentang wali tersebut. 

29. Pertanyaan : Siapa yang dapat ditunjuk sebagai saksi 
dalam akad nikah? 
Jawaban : Yang dapat ditunjuk mcnjadi saksi 
dalam akad nikah ialah scorang laki-laki muslim, akil 
baligh, adil, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuli. 

30. Pertanyaan : Apa tugas saksi dalam akad nikah? 
Jawaban : Saksi harus hadir dan menyaksikan 
secara langsung akad nikah serta menandatanganiAkta 
Nikah pada waktu <Jan tempat akad nikah dilangsungkan. 
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31. ·Pertanyaan : Dap<ltkah wali nikah mcwakilkan ijab 
nikah kcpada orang lain? 
Ja\\•aban : Pada dasarnya ijab nikah dilaksanakan 
scndiri sccara pribadi olch wali nikah yang bersangkulan, 
tctapi dalam hal·hal lcr1cntu \vali nikah dnpnt mewakilkan 
kepada orang lain. 

32. Pertanyaan : Dapalkah ucapan kabul nikah diwakil­
kan?· 
.Ja,vaban : Yang bcrhak mcngucapkan kabul nikah 
ialah calon mcmpclai pria sccara pribadi. tetapi dalam 
hal·hal lcrtcntu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan 
kcpada pria lain, dcngan ketentuan calon mcmpelai pria 
memberi kuasa yang tegas secara tcrtulis bahwa 
penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 
mempelai pria. Bila calon mempclai wanifa alau wali 
nikah keberalan calon mempelai pria diwak.ili. maka akad 
nikah tidak boleh dilangsungkan. 

33. Pertanyaan : Hal penting apa saja yang harus dipcr· 
hatikan dalam pcnentuan mahar? 
Ja,vaban : Penentuan mahar didasarkan atas ac;as 
kcsederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan olch 
ajaran Islam. Jumlah, bcntuk dan jenis mahar harus 
disepakati olch kedua belah pihak. 

34. Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan mahar itu dalam 
perkawinan? 
Ja,vaban : Kewajiban mcnyerahkan mahar bukan 
merupakan rukun dalam perkawinan. Kclalaian menyc .. 
butjenis dan jumlah mahar pada wak1u akad nikah .. tidak 
menyebabkan bataJnya perkawinan. Begilu pula halnya 
daJam keadaan mahar masih tcrhu1ang. lidak mcngurangi 
sahnya perkawinan. 

35. Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan pembayaran 
mahar yang masih _lcrhutang. bila kcmudian tcrjadi per 
ceraian? 
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Ja\vaban : a. Suami yang mentalak isterinyaqabla 
al dukhul (sebclum campur) wajib mcmbayar setengah 
mahar yang tclah ditcntukan daJam akad nikah. 

b. Apabila suami meninggal dunia 
qabJa al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi 
hak penuh isterinya. 

c. Apabila perceraian terjadi qabla al 
dukhul tetapi besar mahamya belum ditetapkan, maka 
suami wajib membayar mahar mitsil. 

36. Pertanyaan : Bagaimana bila terjadi selisih penclapat 
mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan? 
Jawaban : Apabila terjadi selisih pendapat menge­
nai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian­
nya diajukan ke pengadilan agama. 

37. Pertanyaan : Bagaimana apabila maharyang diserah­
kan cacad atau kurang dari yang telah ditetapkan? 
Jawaban : Bila calon mempelai wanita bersedia 
menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap 
lunas. Tetapi bila isteri menolak untuk menerima mahar 
karena cacad, suami harus menggantinya dengan mahar 
lain yang tidak cacad. Selama penggantinya belum 
diserahkan, mahar dianggap masih bclum dibayar 

38. Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan 
seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita? 
Jawaban : Scorang pria dilarang melangsungkan 
perkawinan dengan seorang wanita apabila antara pria 
tersebut dengan wanita yang hendak dikawininya 
terdapat: 
a. PertaJian nasab, 
b. Pcrtalian kerabat semenda, 
c. Pcrtalian sesusuan, dan 
d. Keadaan tertentu, yaitu : wanita yang masih terikat 

perkawinan dengan pria lain, wanita yang masih 
bcrada dalam masa iddah dengan pria lain, wanita 
yang tidak bcragama Islam, wanita bekas isterinya 
yang ditalak t1ga kali atau yang di li'an. 
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39. Pertanyaan : Dalam kcadaan bagaimanakah seorang 
pria clilarang mcmadu istcrinya? 
Ja·waban : Scorang pria dilarang mcn1adu istcrinya 
dcngan seorang wanita yang mempunyai hubungan 
pcnalian nasab atnu susuan dcngan isterinya. Larangan 
tersehul tctap bcrlnku mcskipun isterinya telah ditalak 
rJj'i. tctaµi rnasih dnlam masa iddah. 

40. Pertanyaan : Bolchkah seorang pria yang sedang 
mcmpunyai cmpat orang istcri kawin lllgi? 
Ja·waln•n : Scorang pria dilarang melangsungkan 
perkawinan dcngan scor~1ng wanita apabila pria terscbut 
sedang mempunyai crnpat orang istcri yang masih teri.kat 
tali pcrkawinan atau rnasih daJam masa ic.Jdnh talak raj'i .. 
alaupun salah scorang diantara mercka masih tcrikat tali 
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak 

., . 
raJ 1. 

41. Pertanyaan : Bolchknh \Vanita Islam knwin dcngan 
pria yang tidak bcraga1na Islam? 
.Ja,vaban : Scorang wanita Islam dilarang mclang­
sungkan pcrkawinan dcngan scorang prra yang tidak 
beragam Islam. 

42. Pertanyaan : Bagain1ana ketcntuan tcntang isi pcr­
janjian pcrka\'.:inan? 
Ja,vaban : Isi taklik 1aJak dan pcrjanjian lain daJam 
perkawinan tidak bolch bcrlcntangan dengan hukum 
Islam. 

43. Pertanyaan : Kapan talak dapat dijatuhkan karcna 
pclanggnran taklik t~Jak? 
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.Ja,vaban : Apa hi la kcadaan yang disyaratkan 
dalam taklik talak ken1udian bctul-bctul tcrjadi, tidak 
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dcngan senclirinya talakjatuh. Supaya t.1.Jak dapa1 dijatuh­
kan, isteri harus mcng.ajukan perkaranya kc pengadilan 
agama. 

44. Pertanyaan : Dapatkah taklik talak yang sudah diper­
janjikan iru dicabut kcmbali? 
~1a,vaban : Taklik talak buknn merupakan perjan­
jian yang wajib diadakan pada suatu perkawinan.Akan 
t~tapi apabila raklik taJak sudah ctipcrjanjikan dalarn suatu 
perkawinan. maka taklik tal~1k itu tidak dapat dicabut 
kcmbali. 

45. Pertanyaan : Dapalkah scorang ·-vani1a yang hamil di 
luar nikah dikawinkan dcngan pria yang n1enghami!inya? 
Ja,vaban : Scorang wanita yang harnil di luar 
nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mcnghamili­
nya 1anpa menunggu lebih d3hulu kelahiran anaknya dan 
lidak diperlukan pcrkawinan ulang setclah anak yang 

dikandung lahir. 
46. Pertanyaan : Bolehkah seseorJng yang masih dalrun 

keadaan ihram melangsungkan perka\vinan atau menjadi 
wali nikah? 
Jawaban : Selama seseorang n1asih dalam kcadaan 
ihram, tidak boleh melangsungkan perka\vin;.m dan juga 
tidak bo!eh bertindak sebagai \vali nikah.Apabila terjadi 
perkawinan dalam kcadaan ihram, atau wali nikahnya 
masih berada dalam kcadaan ihram perkawinan tcrsebut 
tidak sah. 

47. P.ertanyaan : Bagaimana ketcntuan hukum Islam bagi 
seorang pria yang akan beristeri lebih dari scorang! 
Ja,vaban : Seorang pria dapat beristeri lcbih dari 

satu orang pada waktu bersamaan (terhatas sampai em pat 
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orang isteri), dengan syarat utama, suami harus mampu 
berlaku adil terhadap istcri-isterinya dan anak-anaknya. 
Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, 
suami dilarang beristcri lebih dari seorang. 

48. Pertanyaan : Perlukah izin dari pcngadilan agama 
bagi suami yang hendak bcristeri lcbih dari satu orang? 
Ja,vaban : Seorang suami yang hendak beristeri 
Jebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan 
agama. Tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 

49. Pertanyaan : Alasan-alasan apa saja yang dapat 
diterima pengaclilan agama bagi seorang suruni yang akan 
beristeri lebih dari seorang? 
Jawaban : Pengadilan agama hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan bcristeri lebih dari 
seorang apabila : 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

siteri; 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapal disem buh-kan; 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

50. Pertanyaan : Bagaimana syarat yang ditentukan 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 untuk mendapat­
kan izin pengadilan agama bagi suami yang akan beristcri 
lebih dari seorang ! 
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Jawaban : Selain syarat utama (adil terhadap isteri­
isteri clan anak-anak), untuk memperoleh izin pengadiJan 
agama, harus puJa dipenuhi syarat-syarat yru1g clitentukan 
pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 
a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 



51. Pertanyaan : Bagaimana kalau isteri a[au isceri-isteri 
tidak mau mcmbcrikan persetujuan. scdangkan permoho­
nan izin untuk beristeri lcbih dari sacu orang telah 
berdasarkan alasan yang sipersyaratkan? 
Ja,vaban : Dalam hal isteri a1au isteri·isteri tidak 
mau memberikan persetujuan9 sedangkan permohonan 
izin untuk beristeri lcbih dari satu orang telah berdasarkan 
alasan yang dipersyaratkan9 pcngac.lilan agama dapat 
menctapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa 
dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan 
pengadilan agama9 dan terhadap penetapan ini isceri atau 
suami dapat mcngajukan banding atau kasasi. 

52. Pertanyaan : Apa tujuan pencegahan perkawinan itu? 
Ja,vaban : Pencegahan perka\vinan bcrtujuan 
untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang 
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, 
misalnya bila calon suami atau calon isteri yang akan 
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat­
syarat untuk melangsungkan pcrkawinan menurut huk.um 
Islam dan peraturan perundang-undangan. 

53. Pertanyaan : Dapatkah keadaan tidak sekuf u antara 
calon suam i isteri dijadikan alasan untuk mencegah 
perkawinan? 
Ja,vaban : Keadaan tidak sekufu tidak dapat 
dijadikan alasan untuk mencegah pcrkawinan9 kecuali 
tidak sekuf u karena perbedaan agama (ikhtilaaf u al di en). 

54. Pertanyaan : S iapa sajakah yang dapat mencegah 
perk aw inan? 
J awaban : Yang dapat mencegah perkawinan ialah: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 

dan ke ba\vah. saudara9 wali nikah9 wali pengampu 
dari salah satu calon mempelai clan pihak-pihak yang 
bersangkutan; 

93 



b. Ayah kandung, mcskipun tidak pemah mclaksanakan 
f ungsinya scbagai kep:ila kcluarga; 

c. Suami a1au isteri yang masih terikat dalam perkawi­
nan dengan salah scorang calon mempclai; 

d. Pejabat yang ditunjuk untuk mcngawasi pcrkawinan 
berkewajiban menccgah pcrkawinan bila rukun dan 
syaratnya lidak tcrpcnuhi. 

SS. Pertanyaan : Kcmana permohonan pcncegahan pcr­
kawinan diajukan? 
Jan1aban : Pencegahan perkawinan diajukan 
kepada pengadilan agarna dnlmn daerah hukum dim;Jna 
perkawinan akan dilangsungkan dcngan 1n.emberitahukan 
kepada Pcgawai Pcncatat Nikah (PPN) dan kepadacalon­
calon mcmpclai diberitahukan mengcnai p~nnoho.nan 
pencegahan perkawinan dimaksud olch PPN. 

56. Pertanyaan : Dapatkah pencegahan perkawinan 
dicabut? 
Jawaban : Pcncegahan perka\vinan dapat dicabul 
dengan menarik kem bali pcrmohonan pcncegahan . 
perkawinan pada pengadilan agama olch yang mcncegah: 
atau dengan putusan pengadilan agama. Dan pcrkawinan 
tidak dapat dilangsungkan apabila pcncegahan belum 
dicabut. 

57. Pertanyaan : Apa penyebah batalnya suatu perka~i­
nan? 
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Jawaban : Perkawinan batal apabila : 
a. Perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang tidak 

berhak melakukan akad ni.kah, karena sudah mem­
punyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari 
keempat isterinya d.alam iddah Talak Raj'i; 

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah 
dili'annya; 



c. Scscorang menikahi bckas istcrinya yang pemah 
dijatuhi tiga kali talak olchnya,. kccuali bila bckas 
istcri tcrscbut pcrnah mcnikah dengan pria lain, 
kcmudian bcrccrai lagi ba'da al dukhul telah habis 
masa iddahnya; 

d. Perkawinan yang dilakukan anlara dua orang yang 
mcmpunyai huhungan darah,. semenda, sesusuan 
sampai derajat tertcnlu yang menghalangi perka­
w1nan: 

e. Perkawinan seorang suami dcngan wanita yang 
ternyata adalah saudara kandung atau bibi atau 
kemcnnkan istcri atau isteri-is1crinya. 

58. Pertanyaan : Pcrkawinan-pcrkawinan bagaimana Jagi 
yang dapat dibatalkan'! 
.Ja,vaban : Suatu perkawinan dapat dibatalkan 
apabila: 
a. Scorang suami melakukan poligami tanpa izin 

pcngadilan agama; 
b. Percmpuan yang dika\vi ni tcrnyata kemudian 

dikctahui masih n1cnjadi istcri pria lain yang 1naf qud; 
c. Pcrempuan yang dikawini tcrnyata masih dalam 

iddah dari suami lain; 
d. Perka\\.·inan yang melanggar batas umur pcrkawinan 

scbagaimana dilctapkan dalan1 Pasal 7 Undang­
Undang Nomor l Tahun 1974; 

c. Perka\vinan yang dilangsungkan tanpa wali atau 
dilaksanakan olch \vali yang tidak bcrhak; 

f. Pcrkawinan yang dilakukan dcngan paksaan. 
59. Pertanyaan : Dapntkah scorang suami atau isteri 

mcngajukan pcrmohonan pcmbatalan pcrkawinan? 
Ja\vaban : Sr.orang suam i ntau istcri dapat n1enga ... 
jukan pcrmohonr.n pcmbatalan pcrkawinan apabila: 
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a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 
mclanggar hukum; 

b. Pada waktu bcrlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengcnai diri suami atau 
isteri. Tetapi apabila ancaman telah berhenti, atau 
yang bcrsalah sangka itu mcnyadari keadaannya dan 
dalam jangka \vaktu enam bulan setelah itu masih 
tetap hidup sebagai suami-isteri. dan tidak mcngguna­
kan haknya untuk mcngajukan permohonan pemba­
talan. maka haknya gugut 

60. Pertanyaan : Selain suami dan isteri. siapa lagi yang 
dapat mengajukan pcnnohonan pembataJan perkawinan? 
Jawaban : Yang dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perka\vinan selain suami dan isteri adalah : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 

dan ke bawah dari suami at.au isteri; 
b. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan 

perkawinan menurut undang-undang; 
c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui 

adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan 
menurut hukum Islam dan peraturan perundang­
undangan. 

61. Pertanyaan : Kepada instansi mana pcrmohonan 
pembatalan perka\vinan diajukan? 
Jawaban : Permohonan pembatalan perkawinan 
diajukan kcpada pengadilan agama yang mewilayahi 
tern pat tinggal suami atau isteri atau tern pat perkawinan 
dilangsungkan. 

62. Pertanyaan : Kapan pembatalan perkawinan mulai 
berlaku? 
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Jawaban : Batalnya suatu perkawinan dimulai 
setelah putusan pengadilan agama·mempunyai kekuatan 



hukum yang lc1ap dan berlaku sah saat berlangsungnya 
perkawinan (bcrlaku surut). 

63. Pertanyaan : Apakah setiap keputusan pembatalan 
pcrkawinan ilu bcrlaku surul? 
Jawaban : Tidak se1iap keputusan pembatalan 
perkawinan berlaku surut. Keputusan pembatalan 
pcrk:l\vinan yang tidak berlaku surut adalah keputusan 
pemba1alan pcrka\vinan yang disebabkan salah satu dari 
suami atau isteri murrad. Keputusan pembatalan 
perkawinan ilu juga tidak berlaku surut bagi anak-anak 
yang dilahirkan dari pcrkawinan terscbul dan bagi pihak 
ke1iga, sepanjang mereka mcmperoleh hak-hak dengan 
beriktikad baik, scbelum keputusan pembatalan 
perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

64. Pertanyaan : Bagaimana akibat hukum pembatalan 
pcrkawinan terhadap anak dari hasil perkawinan yang 
dibatalkan? 
Jawaban : Batalnya suatu perkawinan tidak akan 
memutuskan hubungan hukum antara anak dengan 
orang tuanya. Jadi antara orang tua dan anak tetap ada 
hubungan hukum. 

65. Pertanyaun : Apa saja kewajiban bersama suami isteri 
dalam rumah tangga'? 
Jawaban : Kewajiban suami isteri dalam rumah 
tangga ialah : 
a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat; 

b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan mcmbcri bantuan lahir batin yang satu kepada 
yang lain; 

c. Mcngasuh dan memelihara anak-anak mereka, bailc .. 
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mcngcnai pcrtu1nbuhan jasmanL rohani maupun 
kcdc\vasaannya dan pcndidikan agan1anya: 

d. Mcn1clihara kchorn1a1annya. 
66. Pertanyaan : Jika suan1i atau istcri mclala1kan kC\\'a­

jibannya. dapatkah pihak yang dirug1kan n1cngajukan 
gugatannya? 
Ja,vaban : Jika sua1ni atau istcri mclalaikan 
ke\vajibannya. niasing-masing pihak (yang dirugikanf 
dapat mengajukan gugatan kepada pcngadilan agama. 

67. Pertanyaan : Bagai1nana kcdudukan suami istcri 
dalam kchidupan ru1nah rangga dan masyarakat? 
Ja,vaban : a. S uan1 i bcrkcd udu kan sebagai 
Kcpala Kcluarga. scdangkan istcri bcrkcdudukan scbagai 
Ibu Rumah Tangga. 

b. 1-rak dan kcdudukan istcri adalah 
seimbang dcngan hak dan kcdudukan suami dalam 
kehidupan run1ah tangga dan pcrgaulan hidup bcrsama 
dalam ma~yarakat: 

c. l\1asing-masing pihak bcrhak untuk 
mclakukan perbuntan hukum. 

68.. Pcrtanyaan : Apa saja kc\vajihan suan1i dalarn rumnh 
langga? 

98 

Ja,vaban : Kcwajiban suami dalarn rumah t~ngga 
adalah : 
a. Membimbing isleri dan n1mah langganya. nkan tctap1 

mengenai urusan run1ah langg~ yang pcnting-pcnting 
diputuskan sccara bcrsama suami islcri: 

b. Melindungi istcrinya dan mcmberikan scgala 
keperluan hidup bcrumah tangga scsuni dcngnn 
kcmam puannya: 

c. Mcmbcri pcndidikan agama kcpada istcrinya clan 
membcri kcsempatan bclajar pcngelahuan yang 
bcrguna bagi agama, nusa dan bangsa; 



d. Scsuni dengan pcnghasilannya, suami menanggung: 
I) Nafkah, pakaian dan tcn1pat kcdiam,u1 bagi isteri; 
2) Biaya run1ah tangga, biaya pcrawaran dan biaya 

pengobman bagi istcri dan anak; 
3) Biaya pcndidikan bagi anak. 

69. Pertanyaan : Dapatkah isteri mcmbcbaskan suruninya 
dari kcwajiban tcrh:tdap dirinya? 
Ja,vaban : Js1eri dapat mernbcbaskan suaminya 
dari kcwajiban tcrhacfap dirinya yang bcrkaitan dengan 
nafkah, pakaian, tcmpat tinggal, biaya rurnah tangga, 
biaya pcrawatan dan biaya pcngobatan. 

70. Pertanyuan : Wajibkah bagi suami menanggung 
nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, 
biaya pcmwman dan biaya pcngobatan bila isteri nusyuz? 
Ja\val>an : Kc\vajiban suami yru1g berkaitan dengan 
nafkah, pakaian, tempal tinggal, biaya rumah tangga, 
biaya pcrawatan dan biaya pcngobatan, gugur apabila 
isteri nusyuz. 

71. Perlanyaan : Apakah yang dimaksud dcngan tempat 
kedian1an dalam rumah tangga? 
Ja,vaban : Yang dimaksud tempat kcdiaman adalah 
tempat tinggal yang layak yang \vajib disediakan oleh 
suami untuk i~lcri sclama dalan1 ikat:in perkawinan, atau 
dalam iddah talak atau iddah \vafat. 

72. Pertanyaan : Apa saja ke\vajiban suarni yang beristeri 
lcbih dari seor3ng'? ..... 

Ja,vaban : Suami yang mcmpunyai isteri lebih dari 
seorang berkewajiban n1c1nberi tempat tinggal dan biaya 
hidup kcpada masing-masing isteri sccara berimbang 
menurut bcsar kecilnyajun1lah kcluaiga yang·ditanggung 
masing-n1asing istcri, kecuali jika ada perjanjian 
perkaw inan. 
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73. Pertanyaan : Bolchkah suami mcncmpatkan istcri ... 
isteri dalam satu tempat kcdiaman? 
Jawaban : Jika para isteri rela dan ikhlas, suami 
dapal menempalkan istcrinya dalam satu tcmpat 
kediaman. 

74. Pertanyaan : Apa kcwajiban istcri dalam rumah 
tangga? 
Jawaban : Kewajiban ulama seorang istcri dalam 
rumah tangga ialah bcrbakti lahir dan bal in kcpLida suami 
di dalam batas-batas yang dibenarkan olch hukum 
Islam. Di samping ilu, istcri bcrkewajiban pula 
menyelenggarakan dan mengatur kcpcrluan rumah 
tangga sehari-hari dengan scbaik-baiknya. 

75. Pertanyaan : Apa akibatnya jika istcri tidak mau 
melaksanakan kcwajiban utamanya? 
Ja,vaban : Istcri dapat dianggap nusyuzjika ia tidak 
mau mc1aksanakan kewajiban utamanya, kecuali dcngan 
alasan yang sah. 

76. Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan har1a suami dan 
harta isteri dalam pcrka\vinan? 
Ja,vaban : Pada dasarnya tidak ada pcrcampuran 
anlara harta suami dan harta istcri karcna pcrkawinan. 
Hana tcrscbut tctap mcnjadi hak dan dikuasai pcnuh olch 
masing-masing suami isleri. kccuali ditcntukan lain 
dalam perjanjian pcrkawinan. 

77. Pertanyaan : Bagaimana bila tcrjadi pcrsclisihan 
antara suami isleri tcnlang harla bcrsama? 
Ja\vaban : Bila tcrjadi pcrsclisihan anlara suami 
isteri tentang harta bcrsama, maka pcnyclcsaian 
perselisihan ilu diajukan kcpada pcngadilan ngama. 

78. Pertanyaan : Bolehkah suami a1au istcri mcnjual a1~m 
memindahkan harta bcrsama? 
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Ja,vaban : Suami alau isleri tidak dipcrbolehkan 
mcnjual atau mcmindahkan harta bersama tanpa 
pcrsetujuan pihak lain (isteri atau suami). 

79. Pertanyaan : lvtcnjadi beban siapakah hutang suami 
atau is1eri? 
Ja,vaban : Pcrtanggungja\vaban tcrhadap hutang 
suami atau isteri dibcbankan kcpada harta masing­
mas1ng. 

80. Pertanyaan : Bagaimana mcngcnai hutang untuk 
kcpentingan keluarga? 
.Ja,vaban : Pcrtanggungjawaban terhadap hutang 
yang dilakukan untuk kcpcntingan kcluruga .. dibebankan 
kepada harta bersama. Bila harla bcrsama tidak 
mcncukupi. dibchankan kepada harta suami. Bila harta 
suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibcbankan 
kcpnda harta isteri. 

81. Pertanyaan : Bagaimana kcdudukan harta bersama 
dari pcrknwinan scorang suami yang mempunyai isteri 
lebih dari seorang? 
Ja\vaban : Harta hcrsama dari pcrkawinan seorang 
suami yang mcmpunyai istcri lebih dari seorang. masing­
masing lC11Jisah, dan berdiri scndiri. dan pcm ilikannya 
dihitung pada saat bcrlangsungnya akad perka\vinan yang 
kcdua. kctiga atau kccmpat. 

82. Pertanyaan : Apa yang dapat dilakukan olch suami 
atau isteri bila salah satu (istcri atau suami) mclakukan 
pcrbuatan yang merugikan dan membahayakan harta 
bersama? 
.Ja,vaban : Suami atau isteri dapal meminta 
pcngadilan agama untuk meletakkan sita jaminan alas 
harL.1 bersama tanpa adanya pennohonan guga1an cerai, 
apabila salah satu mrlakukan perbuatan yang mcrugikan 
dan mcmbahayakar. harta bersama scpcrti : judi, mabuk, 
boros dan sebagainya. 
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83. Pertanyaan : Dapatkah dilakukan pcnjualan harta 
bersama sclama masa sita? 
Ja,vabnn : Sclama ma.5a sita dan untuk kcpcn1ingan 
keluarga dcngan izin pcngadilan agama, hafla bersan1a 
dapat dijual. 

84. Perlanyaan : Bagaimana pcmbagian h~ana bcrsama 
apabila 1erjadi cerai ma1i? 
Jawaban : Apabila tcrjadi cerai m~lli. maka separoh 
harta bersan1a mcnjadi harta pasangan yang hidup lchih 
Jania. 

85. Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta bcrsama 
dnri pasangan suami isteri yang isteri atau sua1ninya 
hilang? 
Ja,vaban : Pembagian harta bersan1a bagi suami 
atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya kcpastian matinya yang 
hakiki atau matinya sccara hukum at~1s dasar putusan 
pengadilan agama. 

86. Pertanyaan : Bera pa bagian janda a1au duda dari harta 
bersama apabila terjadi cerai hidup? 
Jawaban : Janda atau duda cerai hidup masing­
masing berhak separoh dari harta bcrsama, sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian pcrkawinan. 

87. Pertanyaan : Bernpa batas usia scorang anak dinyata­
kan dcwasa menurut hukum? 
Ja,vaban : Balas usia anak yang mampu bcrdiri 
sendiri arnu dewasa adalah 21 tahun, scpanjang anak 
tersebut tidak bcrcacat fisik rnaupun mencal atau bclum 
pemah mchmgsungkan perkawinan. 

88. Pertanyaan : Siapa yang n1ewakili anak tersebut di 
dalam melakukan perbuatan hukum '? 
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dalam dan di luar pcngadilan. Dan pengadilan agama 
dapat mcnunjuk salah seorang kcrabat tcrdckal yang 
mampu mcnunaikan kcwajiban tcrscbut, apabila kcdua 
orang tuanya tidak mampu. 

89. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan anak yang 
sah mcnurut hukum '! 
Ja,vaban : Anak yang sah adalah anak yang dilahir­
kan dalam atau akibat pcrkawinan yang sah, atau hasil 
pcmbuahan suami istcri yang sah di luar rahim dan 
dilahirkan olch istcri tcrscbul. 

90. Pertanyaan : Bagai1nana hubungan nasab anak yang 
Jahir di luar pcrkaw1nnn? 
Ja,vaban : Anak yang lahir di luar pcrka\vinan, 
hanya mcrnpunyai hubungan nasab dcngan ibunya dan 
kcluarga ibunya. 

HAB Ill 

1~EN'l'ANG 1-IUKUM KEWARISAN 

I. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan Hukum 
Kcwarisan? 
.)a,vuban : Hukum kcwarisan adalah hukum yang 
mcngatur tcntang pcmindahan hak kcpcmilikan hart.a 
pcninggalan (t irkah) pc\varis. siapa yang bcrhak mcnjadi 
ahli waris dan bagian masing-masing ahli \varis. 

2. Pertanyaan : Siapa yang dimaksud pcwaris dalam 
Hukum Kewarisan? 
.l~l\vaban : Pcwaris adalah sescorang yang pada saat 
mcninggnlnya atau dinyatakan telah meninggal 
berdasarkan putusan pengadilan ia bcragama Islam, 
mcninggalkan ahl~ waris dan harta waris. 
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bcrdasarkan putusan pcngadilan ia bcragama Islam. 
mcninggalkan ahli waris dan harta waris. 

3. Pertanyaan : Siapakah yang dimaksud dcngan ahli 
waris? 
Jawaban : Ahli waris adalah sescorang yang pada 
saat seorang pewaris meninggal dunia. mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris. beragama Islam dan tidak terhalang karena 
hukum untuk manjadi ah Ii waris. 

4. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dcngan harta 
pcninggalan? 
Ja,vaban : Hana pcninggalan adalah harta bcnda 
dan hak-hak yang menjadi milik pcwaris. 

S. Pertanyaan : Apa yang din1aksud dcngan harla wari­
san? 
Jawaban : Harla warisan adalah hana warisan 
ditambah dengan bagian dari hana bcrsama setelah 
dipergunakan untuk keperluan pcwaris sclama ia sakit 
sampai meninggalnya, biaya penguburan jcnazah (tajhiz), 
pembayaran hulang dan pembcrian untuk kerabat. 

6. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dcngan wasiat? 
Jawaban : Wasiat adalah pcmbcrian suatu benda 
dari pewaris kepada orang lain atau lcmbaga yang berlaku 
setelah pewaris meninggal dunia. 

7. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dcngan hibah? 
Jawaban : Hibah adalah pembcrian suatu bcnda 
(secara suka rela dan tanpa i1nbalan) dari sescorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

8. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan anak 
angkat? 
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Jawaban : Anak angkat adalah anak yang pemeli­
haraan dan pemenuhan keperluan hidupnya sehari-hari 



beralih langgung ja\vabnya dari orang lua asal kcpada 
orang tua angkalnya berdasarkan putusan PengadiJan. 

9. Perlanyaan : Apa yang din1aksud dcngan Baitul Mal? 
Ja\\'aban : Baitu Mal adalah lcmbaga/badan 
scmacam Balai Harra Pcninggalan. 

IO. Pertanyaan : Bagaimana caranya mengc1ahui ber­
agama Islam atau 1idaknya seorang ahli \Varis? 
Ja,vaban : Caranya adalah dcngan memeriksa kartu 
idcnlitasnya, atau berdasarkan pengakuan yang beF 
sangku1an, a1au dengan mengamati amal perbuatannya 
atau berdasarkan kesaksian orang lain. 

11. Pertanyaan : Bagaimana caranya menentukan agama 
anak yang baru lahir atau yang belum dcwasa? 
Ja,vaban : Caranya adalah dcngan melihat agama 
dan keyakinan orang tuanya, atau lingkungan kaum 
kerabatnya. 

12. Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang dapat meng­
halangi seseorang menjadi ahli waris berdasarkan 
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 
terap? 
Ja,vaban : Yakni apabila seseorang dihukum, 
karena: 
a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba 

untuk membunuh atau melnkukan penganiayaan berat 
lerhadap pewaris. 

b. Dipersalahkan (secara memfitnah yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih) telah 
mengajukan pengaduan bahwa pe\varis telah 
mcJakukan suatu kejahatan. 

13. Pertanyaan : Pcwarisan ada yang berdasarkan hubu­
ngan darah dan a<la pula yang berdasarkan hubungan 
perkawinan, siapa-siapa saja yang lcrmasuk kedalamnya? 
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Ja,vaban : Yang tcrmasuk ahli waris berdasarkan 
hubungan darah ad~lah : 
a. Golongan laki-laki yang tcrdiri dari: ayah. anak hiki­

laki. saudara laki-~aki,, painan. kakek. 
b. Golongan perempuan yang terdiri dari : ibu, anak 

percmpuan, saudara percmpuan, dan ncnek. 
Scdangkan yang termasuk nhli waris bcrdasarkan 
hubungan pcrkawinan adalah duda atau janda. 

14. Pertanyaan : S iapa sajakah yang berhak mendnpat 
harta warisan apabila scmua ahli \varis ada? 
Ja,vaban : Yang bcrhak mendapal harta warisan 
adalah : anak. ayah, ibu dan janda atau duda. 

15. Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang harus dilakukan 
oleh (para) ahli waris terhadap pcwaris? 
Ja,vaban : Hal-hal yang harus dilakukan adalah: 
a. Mengurus jenazah sampai pcmakamannya sclcsai. 
b. Menyclesaikan hutang-hutang pcwaris tcrmasuk 

biaya perawatan dan pcngobatan serta kewajiban­
ke\vaj i ban lainnya dari pewaris. Juga mcnagih 
piutang dari pihak lain. 

c. Mclaksanakan wnsiat pcwaris. 
d. Mc1nbagi harta warisan diantara ahli wans yang 

berhak. 
16. Pertanyaan : Bagaimana mengcnai bagian hak waris 

bagi anak pcrcmpuan dan anak laki-laki? 
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Ja,vaban : a. Anak pcrempuan bi la hanya satu 
orang, ia mcndapat scparoh ( l /2) bagian. 

b. Apabila anak pcren1puan ada 2 
orang atau lebih. mcrcka bcrsama-sama mcndapat dua 
pcrtiga (2/3) bnginn. 

c. Apabila anak percmpuan bcrsama­
sama dengan anak laki-laki. rnaka anak laki-laki dua 
bcrbanding satu dengan anak pcrempuan. 



17. Pertan)·aan : Bagnimana mcngcnai bagi:in hak waris 
scorang ayah? 
Ja\\'~ban : a. Apa bi la pc\varis lidak mcninggalkan 
anak tapi meninggalkan ibu dan suami, ia mcndapac 
scpcrtiga ( 1/3) bagian. 

b. Apabila ada anak, maka ayah 
mendapat sepcrenam ( 1 /6) hagian. 

18. Pertanyaan : Bagaimana nlengcnai bagian hak \varis 
scorang ibu? 
Ja,vaban : a. Apabila pewaris meninggalkan anak 
atau dua saudara atau lcbih, ibu mendap3t sepcrcnam 
( 1/6) bagian. 

b. Apabila ia bcrsama-sama dengan 
ayah, maka ibu mendapat scpertiga (1/3) bagian sesudah 
janda atau duda mengam bil bagiannya. 

19. Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris 
seorang duda? 
J~nvaban : a. Apabila pcwaris tidak meninggalkan 
anak, maka duda mcndapal separuh ( 1/2) bagian. 

b. Apabila pewaris meninggalkan 
anak, maka duda mendapat seperempat (l/4) bagian. 

20. Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris 
seorang janda? 
Ja\vaban : a. Apabila pewaris tidak meninggalkan 
anak, maka janda mendapat seperempat ( 1/4) bagian. 

b. Apabila pewaris meninggalkan 
anak, maka janda mendapat seperdelapan ( 1/8) bagian. 

21. Pertanyaan : Bagaimana mengcnai bagian hak waris 
bila sescorang meninggal tanpa meningg::ilkan anak dan 
ayah? 
Ja,vaban : a. Hak waris saudara laki-laki dan 
saudara pcrempuan scibu masing-n1asing adalah sepei:­
enam ( 1/6) bagian. 
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b. Apabila mcrcka ilu dua orang atau 
lebih. maka mercka bersama-sama mendapat scpcrtiga 
(1/3) bagian. 

22. Pertanyaan : Bagaimana mengcnai bagian hak waris 
bila scorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah 
dan anak? 
Ja\\'aban : a. Apabila ia mempunyai scorang 
saudara pcrempuan kandung atau seayah, maka ia 
mendapat separuh ( 1/2) bagian. 

b. ApabiJa saudara pcrcmpuan tcrscbut 
di atas bcrsama-sama dcngan saudara laki-laki kandung 
a1au scayah, maka bagian laki-laki adalah 2 bcrbanding 
satu dengan saudara pcrempuan. 

23. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan ahli waris yang 
meninggal lebih dahulu dari pcwaris? 
Ja,vaban : Ahli waris yang meninggal Jcbih dahulu 
dari pewaris maka kcdudukannya dapat digantikan olch 
anaknya, kecuali apabila terhalang sebagaimana 
dimaksud dalam pertanyaan ke 12, namun bagian ahli 
waris pengganti tersebut tidak bolch mclewali dari bagian 
ahli waris yang scderajat dengan yang diganlikannya. 

24. Pertanyaan : Bagaimana hubungan waris anlara anak 
yang lahir di luar perka\vinan dcngan pewaris? 
Ja\\·aban : Anak yang lahir di luar pcrkawinan 
hanya mcmpunyai hubungan waris dcngan ibunya dnn 
keluarga dari pihak ibunya. 

25. Pertanyaan : Pada pasal 177 Kompilasi Hukum 
Islam dinyatakan bahwa bagian ayah adalah 1/3 
(sepertiga) bagian apabila pewaris tidak mcninggalkan 
anak. Apa yang dimaksud dengan ketentuan ini? 
Jawaban : Yang dimaksud dcngan bagian ayah 
1/3 (sepertiga) bagian apabila pewaris tidak mcninggal­
kan anak pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam adalah 
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apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi 
meninggalkan ayah dan ibu. 

26. Pertanyaan : Bagaimana cara mcnghitung pembagian 
harta \Varisan, apabila dian1ara para ahli waris dzawil 
furudh. angka pcmbilangnya lcbih besar dari angka 
penyebut? 
Jawaban : Caranya adalah angka pcnyebut dinaik­
kan sesuai dengan angka pcmbiJang. baru sesudah itu 
harta warisan dibagi secara 'aul 1ncnurut angka 
pembiJang. 

27. Pertanyaan : Bagaimana cara mcnghitung pcmbagian 
hana warisan, apabila diantara para ahli waris dzawil 
furudh, angka pembilangnya lcbih kecil dari pcnyebut, 
sedangkan ahli waris asabah tidak ada? 
Jawaban : Dalam hal seperti ini pembagiannya 
dilakukan sccara rata, yakni sesuai dengan hak masing .. 
masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara 
berimbang diantara mereka. 

28. Pertanyaan : Pacla usia berapakah sescorang dapat 
melakukan wasiat? Dan apa saja kctcn1uan mcngenai hal 
itu? 
Jawaban : Seseorang dapat melakukan wasiat 
sekurang-kurangnya pada usia 21 tahun, dengan syarat 
ia berakal sehat dan tidak ada paksaan. Scdang harta yang 
diwasiatkan merupakan hak dari pewasiat sendiri. 
Pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia. 

19. Pertanyaan : Apa-apa saja yang harus diperhatikan 
oleh seseorang yang bcrwasiat? 
Jawaban : a. Wasial dilakukan di hadapan pihak 
yang kompelen baik lisan maupun tulisan dan clisaksikan 
2 orang saksi. 

b. Wasiat hanya dibenarkan sebanyak­
banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta yang menjadi 
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haknya, kccuali mendapat persetujuan para (calon) ahli 
wans. 

c. \Vasiat kepada (calon) ahli waris 
hanya berlaku, apabila disetujui olch semua (calon) ahli 
waris di hadapan 2 orang saksi dan pihak yang kompeten 
bai.k lisan maupun tulisan. 

30. Pertanyaan : Putusan Pengadilan yang telah ber­
kekuatan tetap mengenai perbuatan apa sajakah (yang 
dilakukan penerima wasiat) yang dapat membatalkan 
wasiat bagi penerima wasiat? 
Ja\vaban : Yang dapat mem batalkan \vasiat itu 
adaJah putusan Pengadilan berkekuatan tetap mengenai 
perbuatan-perbuatan (y~ng dilakukan pencrima wasiat): 
a. Membunuh atau mencoba membunuh pewasiat. 
b. Dengan kekerasan atau ancan1an memerintahkan 

pewasiat untuk membuat atau mencabut atau 
merubah wasial. 

c. Telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan 
surat wasiat (dari pewasiat). 

31. Pertanyaan : Keadaan-keadaan apalagi yang menye­
babkan batalnya wasiat? 
Jawaban : Wasiat menjadi batal apabila : 
a .. Penerima wasiat tidak mengctahui adanya wasiat 

sampai ia mcninggal dunia sebclum pewasiat 
meninggal. 

b. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat, namun 
ia menolak untuk menerima. 

c. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat telapi ia 
menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya 
pewasiat. 

32. Pertanyaan : Dari sudut barang wasiat, kapan wasiat 
menjadi batal? 

110 



Ja,vaban : \Vasiat batal, apabila barang yang 
diwasiatkan musnah. 

33. Pertanyaan : Bagaimana mengenai wasiat yang 
bcrupa has ii dari sualu benda a tau pemanf aatan suatu 
bcnda? 
Jan·aban : Untuk \vasiat yang berupa basil dari 
suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus 
dibcrikan jangka \Vaktu tcrtcntu. 

34. Pertanyaan : Dapatkah wasiat dicabut? Dan dalam 
keadaan bagaimana hal itu dapat dilakukan? 
Ja\vaban : Wasial dapat dicabut pcwasiat selama 
calon pcncrima \Vasiat bclum mcnyalakan persetujuan 
atas wasiat itu tctapi kcmudian mcnarik kembali. 

35. Pertan)·aan : Bagaimana cara pencabulan wasiat? 
Jan·aban : Cara-cara pcncabutan wasiat adalah: 
a. Pencabutan dengan cara lisan/tertulis di hadapan 2 

orang saksi atau bcrdasarkan akte nolaris. 
b. Bila wac;iatnya sccara tertulis, pencabutannya secara 

tertulis pula mau mclalui notaris. 
c. Bila wasiatnya rnclalui akte notaris. maka penca­

bulannya mclnlui notaris pu1a. 
36. Pertanyaan : Bagaimana apabila harta wasiat menga­

lami penyusutan atau kerusakan sebelum pc,vasiat 
mcninggal dunia? 
Jan·aban : Pcnerima \vasiat hanya menerima harta 
yang tersisa. 

37. Pertanyaan : Bagaimana bila wasiat melebihi dari 
harta \l:arisan. scdnng (calon) ahli \varis ada yang tidak 
mcnyctujuinya'? 
Ja\\'aban : W<lsial hnnya dapat dilaksanakan sampai 
hat as scpcrl i ga (I /3) harta warisan. 

38. Pertanyaan : Bagaimana apabila \vasiat ditujukan 
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uruuk berbagai kcbaikan, scdang harta wasial tidak 
mencukupi? 
Ja,vaban : Ahli waris (calon ahli waris) dapat 
menentukan kebaikan mana yang harus didahulukan 
pclaksanaannya. 

39. Pertanyaan : Bagaimana apabila surat v.·asiat dalam 
keadaan tcrtutup (yang hanya dapal dibuka setclah 
pewasiat meninggal)? 
Ja,vaban : Ahli waris dapat menentukan kcbaikan 
mana yang 1idahulukan pelaksanaannya. 

40. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan 
terhadap surat wasiar yang belum mendapat persetujuan 
(calon) pencrima wasiat'! 
J~nvaban : Calon penerima wasiat menyerahkan 
kembali kcpada pcwasiat agar ia mempcrbaikinya, 
sehingga dapat disctujui olch pcncrima wasiat. 

41. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapal dilakukan 
tcrhadap surat wasiat yang tcrtutup yang disimpan di 
Notaris, disnal pewaris meninggal dunia? 
.Ja"·aban : Surat wasiat dibuka di hadapan ahli 
waris dengan disaksikan para saksi dan dibuarkan bcrita 
acara pembukaan surat \vac;iat. 

42. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan 
terhadap surat wasial yang disimpan bukan pada No1~ris? 
Ja,vaban : Pcnyimpan harus menycrC1hkan kcpada 
Notaris atau Kantor UrusanAgama sctempat, sclanjulnya 
Notaris alau Kantor Urusnn Agama tcrscbu1 mcnycrah­
kan kepada pcnerima wasiat guna pcnyelcsaiJn sclanjul­
nya. 

43. Pertanyaun : Dapalkah scorang anggota m ilitcr yang 
dalam kcadaan tcrkcpung dalam suatu pepcrangan 
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melakukan wasiat dan bagaimana caranya? 
Jawaban : Seorang anggota militer, sekalipun 
dalam keadaan tcrkepung dapat melakukan wasiat. 
Caranya adalah mclalui komandannya di hadapan 2 OF­

ang saksi. 
44. Pertanyaan : Scseorang yang bcrada dalam pclayaran 

panjang dan memakan \Vaktu lama melakukan wasiaL 
Bagaimana caranya? 
Ja,vaban : Caranya adalah melalui Nakhoda atau 
pihak yang ditunjuk sebagai penggantinya di hadapan 2 
orang saksi. 

45. Pertanyaan : Dapatkah wasiat diberikan kepada 
orang yang melakukan perawatan atau bimbingan 
kerohan ian kepada pewasiat scmasa ia (pewasiat) 
menderila sakit? 
Ja,vaban : Tidak, wasiat tidak dapat diberikan 
kepada perawat atau pcmbimbing kerohanian si pcwasiat, 
kccuali apabila dinyatakan dengan tcgas danjelas karena 
membalas jasa. 

46. Pertanyaan : Dapatkah wasiat di berikan kcpada 
No1aris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat terscbut? 
Ja\l'aban : Kepada Notaris dan saksi-saksi pembuat 
akte \vasiur terscbut tidak dapat dibcrikan wasiat. 

47. Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta peningga­
lan bagi orang tua angkat yang tidak mcnerima wasiat? 
.Ja,vaban : Kepadanya dapat diberikan wasiat 
wajibah scbanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta 
warisan anak angkatnya. 

48. Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta peningga .. 
Ian hagi anak angl .. at yang wasiar wajibahnya tidak 
diakui? 
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Jawaban : Baginya scbanyak-banyaknya 1/3 
(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. 

49. Pertanyaan : Apa-apa saja ke1cntuan tentang Hibah? 
Jawaban : Penghibah harus tclah berumur 21 
tahun. schat dan tidak mcnerima paksaan. Bagian yang 
dihibahkan scbanyak-hanyaknya 1/3 (scpertiga) dari 
hartanya. Harta itu dihibahkan kepada orang lain atau 
lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta 
yang dihihahkan merupakan hak penghibah. 

SO. Pertanyaan : Bagaimana tcntang hibah orang tua 
kcpacJa anaknya? 
Jawaban : Tentang hibah orang tua kcpada anaknya 
dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

51. Pcrlanyaan : Dapalkah hibah ditarik kembali? 
.Ja,vaban : 1-Iibah tidak dapat ditarik kembali. 
kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 

52. Pertanyaan : Bagaimana mengenai hibah yang 
dilakukan oleh orang sakit yang mendekati kcmatian? 
Jawaban : Hibah yang dilakukan oleh orang sakit 
yang telah mendckati kematian harus mendapat 
persctujuan (calon) ahli \Varisnya. 

53. Pertanyaan : D~palkah scorang \Varga ncgara Indo­
nesia yang berada di luar ncgcri mclakukan h1bah? 
Ja\\'aban : Seorcing warga negara Indonesia yang 
berada di luar ncgeri dapat mclakukan hibah. 

54. Pertanyaan : Bagaimana caranya seorang warga 
negara Indonesia di luar ncgcri melakukan hibah? 
Ja,vaban : Caranya adalah dilakukan di hadapan 
I<onsulal atau KBRI sctcmpat. scpanjang isinya tidak 
berten1angan dcngan Pasal-pasal dalam Kompilasi 
Hukum Islam tentang Hibah. 
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BAB IV 

'l'ENTANG HUKU1\1 PER\VAKAFAN 

1. Pertan.)·aan : Apakah yang dimaksud dengan wakaf, 
wa.kif dan Haar wakafitu? 
Jau·aban : Yang dimaksud dcngan v.·akaf ad3lah 
perbuatan hukum sescorang atJu sckelornpok orang atau 
suatu badan hukum yang mcmisahkan sebagian cL'lri hana 
miliknya untuk selanjutnya dilembagakan selama­
lan1anya unt'uk kepentingan ibadat atau untuk kepen­
tingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Wakif adalah sescorang atau sekelo1npok orang atau 
suatu badan hukum yang me\vakafkan sebagian dari 
hartanya. Sedangkan ikrar wakaf adalah pemyataan 
kehendak dari wakif yang bcrisi pernyataan bahwa ia 
mewakafkan sebagian dari harta miliknya. 

2. Pertanyaan : Apa pula yang dimaksud dengan nadzir? 
Ja\vaban : Yang dimaksud dengan nadzir adalah 
sekelompok orang atau badan hukum yang oleh wakif 
diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda 
wak.af. 

3. Pertanyaan : Siapakah yang berwenang mengangkat 
Pejabat Pembuat Akta Baar Wakaf? Dan apa saja tugas 
Pejabat Pembuat Akta Ik.rar Wakaf itu? 
Ja\vaban : Yang berwenang mengangkat Pejabat 
Pembuat Akta Ik.rar Wakaf atau yang disingkal PPAl\V 
adalah Menteri Agama. Adapun lugas PPAIW adalah 
menerima ikrar dari wakif dan kemudian menyerahkan­
nya kepada nadzir serta 1nelakukan pengawasan demi 
kclestarian dan kemanfaatan benda \Vakaf. 

4. Pertanyaan : Apa sesungguhnya f ungsi wakaf? 
Jawaban : Fungsi wakaf lidak lain dari mengekaJ­
kan manfaat dari benda wakaf untuk kepenringan ibadar 
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atau kepentingan umum lainnya sesuai dcngan tujuan 
wakaf itu sendiri. 

S. Pertanyaan : Unsur-unsur apa sajakah yang harus ada 
dalam pelaksanaan wakaf? 
Jawaban : Unsur-unsur yang harus ada dalam 
pelaksanaan \vakaf adalah: 
a. Wakif. baik perseorangan .. kelompok orang, acau 

badan hukum, dengan ketentuan tidak terhalang 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum. 

b. Benda wakaf, yang mcrupakan milik mutlak dari 
wakif. 

c. lkrar wakaf, yang diucapkan wakif di hadapan 
PPAIW dengan kesaksian dua orang saksi. 

d. Nadzir, yang diserahi tugas memelihara dan 
mengurus benda wakaf. 

6. Pertanyaan : Apa-apa saja yang dipersyaratkan bagi 
nadzir perorangan? 
Jawaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir per-
orangan adalah : 
a. Nadzir harus berwarga negara Indonesia. 
b. Nadzir harus beragama Islam. 
c. Nadzir harus sudah dewasa. 
d. Nadzir harus sehat, baik jasmani maupun rohani. 
e. Nadzir tidak berada di bawah pengampuan. 
f. Nadzir harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat 

letak benda wakaf. 
7. Pertanyaan : Apa-apa pula yang dipersyaratkan bagi 

nadzir badan hukum? 
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Ja,vaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir badan 
hukum adalah: 
a. Badan Hukum itu harus badan hukum Indonesia dan 

berkedudukan di wilayah Indonesia 



b. Badan Hukum itu harus mempunyai perwakilan di 
daerah tempat benda wakaf. 

8. Pertanyaan : Bagaimana hubungan nadzir dengan 
Kanror Urusan Agama (KUA)? 
Ja\vaban : Nadzir. baik yang berupa perseorangan 
maupun badan hukum, harus terdaftar pada KUA 
Kecamatan setempat. Sebelum melaksanakan tugasnya, 
nadzir harus lebih dahulu mengucapkan sumpah 
dihadapan Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan 
kesaksian dua orang saksi. 

9. Pertanyaan : Apakah ada ketentuan mengcnaijumlah 
nadzir untuk suatu unit wakaf! 
Jawaban : Ada kelentuan mengenai jumlahnya, 
yailu menimal 3 orang dan maksimal l 0 orang. 

10. Pertanyaan : Apa saja yang menjacli pokok kewajiban 
nadzir itu? 
Ja\vaban : Kewajiban para nadzir adalah : 
a. Nadzir berkewajiban mengurus dan benanggung­

jawab atas benda wakaf dan hasil-hasil clari benda 
wakaf itu. 

b. Nadzir berkewajiban membuat laporan berkala 
kepada Kepala KUA Kecamatan setempat sesuai 
dengan tata cara pembuatan laporan menurut 
peraturan Menteri Agama. Laporan tersebut harus 
di tern buskan kepada Majelis Ulama Kecamatan clan 
Camat setempat 

11. Pertanyaan : Dapatkah nadzir diberhentikan? Siapa 
yang memberhentikannya? Dan hal-hal apa saja yang 
dapat menyebabkan pemberhentiannya? 
Jawaban : Nadzir dapat diberhentikan. Yang 
berwenang memberhentikannya adalah Kepala KUA 
Kecamatan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan 
pemberhentiannya adalah : 
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a. Meninggal dunia. 
b. Permohonan sendiri. 
c. Tidak dapat melakukan kewajiban sebagai nadzir 
d. Melakukan sesuaru kejahatan yang menyebabkannya 

dipidana. 
12. Pertanyaan : Apakah nadzir dapat memperoleh 

penghasilan sebagai imbalan atas usahanya sebagai 
nadzir? Berapa besar kemungkinan penghasilannya itu? 
Jawaban : Ya, nadzir dapat memperoleh peng­
hasilan atas usahanya mengurus dan menanggungjawabi 
benda wakaf. Mengenai bes am ya penghasilan nadzir 
adalah berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan clan Kepala KUA setempat. 

13. Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan oleh se­
seorang yang ingin mewakaflcan sebagian dari hartanya? 
Jawaban : Seseorang yang ingin mewakafkan 
hananya harus menyatakan ikrar wakaf nya di hadapan 
PPAIW dengan disaksikan oleh sekurang-kw-angnya dua 
orang saksi. Ia juga harus menyerahkan dokumen­
dokumen tertulis sebagai kelengkapan benda wakaf. 

14. Pertanyaan : Bagaimana proses selanjutnya setelah 
ikrar wakaf tersebut dilakukan? 
Jawaban : Setelah ikrar wakaf dilakukan, proses 
selanjutnya adalah, bahwa KUA Kecamatan atas nama 
nadzir mengajukan pennohonan kepada Carnal untuk 
mendaftarkan wakaf tersebut. Satu dan lain hal adalah 
demi terjaminnya kelestarian manfaat benda wakaf 
bersangkutan. 

15. Pertanyaan : Dapatkah diadakan perubahan terhadap 
benda wakaf? 
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perubahan terhadap benda wakaf. Akan tetapi bila ada 



alasan kuat yang menyatakan bahwa keberadaan benda 
wakaf itu tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau 
karcna alasan kepcntingan umum9 maka dimungkinkan 
dilakukan pcrubahan atas benda wakaf tersebut. Untuk 
itu harus ada persetujuan tertulis dari Kepala KUA 
berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan clan Camat 
set em pat dengan alasan : 
a. karena tidak sesuai lagi dcngan tujuan wakaf sepeni 

diikrarkan oleh wakif. 
b. karena kepentingan umum. 

16. Pertanyaan : Mungkin saja terjadi perselisihan atau 
persengketaan mengenai benda wakaf. Bagaimana 
menyelesaikan persoalannya? 
Ja,vaban : Perselisihan atau persengketaan menge­
nai benda wakaf mungkin saja terjadi. Bila hal ini lerjadi, 
maka pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan 
permasalahan mengenai benda wakaf itu ke Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat benda wakaf tersebut. 

17. Pertanyaan : Siapa-si::ipa saja yang berkewajiban 
mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

d . ? na z1r. 
Ja,,·aban : Yang berkewajiban mengawasi pclak­
sannan tugas dan tanggung jawab nadzir adalah Kepala 
KUA Kecamatan .. Majelis Ulama Kecamatan dan 
Pcngadilan Agama yang mewilayahinya. 
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UNDANG-UNDANG NOJ\-10R 7TAHUN 1989 
TENTANG 

PERADILAN AGAMA 





PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOENSIA 
NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG 
PERA.DILAN AGAMA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mcnimbang a. bahwa Negara Repubhk Indonesia, sebagai ncgara 
hukum yang bcrdasarkan Pancasila dan Undang­
Undang Dasar 1945, benujuan mewujudkan tata 
kchidupan bangsa yang seJahtera, aman, tcnteram. 
dan tertib; 

b. Bahwa unruk mewujudkan tata kehidupan rcrsebu t 
dan menjamin bersarnaan kedudukan warga ncgara 
dalam hukum dipcrlukan upaya untuk menegakkan 
kcadilan, kebenaran, ketcniban, dan kcpastian 
hukum yang mampu membcrikan pengayoman 
kepada rnasyarakat; 

c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan 
keadilan, kebenaran, kecertiban, dan kepascian 
hukum tersebut adalah melalui Peradilan Ag:.una 
scbagaimana yang dimaksud dalam Undang­
undang Nomor 14 Tahun 1970 lc:ntang Ketcnlua.n -
ketcntuan Pokok Kekunsaan Kehakiman; 

d. bahwa pcngacuran tcntang susunan, kekua..'iaa..'l. 
dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan 
Pcradilan Agama yang st:lama ini masih beranckn 
knrena didasarkan pada : 
I. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa 

dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomol' 
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Meogingat 

152 dihubungkan dengan Smalsblad Tahun 
1937 Nomor 116 dan 610). 

2. Pera1uran tentang Kcrapalan Qadi dan 
Kerapa1an Qad1 Besar un1uk sebagian 
Residensi Kalimantan Selalan dan Timur 
(Slaatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639); 

3. Pc:raturan Pemc:rinlah Nomor 45 Tahun 1957 
tenlang Pemben1ukan Pengadilan Agama/ 
Mahkarnah Syar"iyahdi LuDr Jawad'Vl Madura 
(Lemburan Negara Tahun 1957 Nomor 99). 

Perlu segc:ra diakhiri dc:mi 1erciplanya kesatuan 
hukum yang mcng:uur Peradilan Agama dalam 
kcrangkn sistcm dan 1ata hukum nus1Unal 
berdasrukan Pancasiladan Undang-Undang Dasur 
1945; 

c. bahwa schubungan dengan perti mbangan terse but, 
dan untuk melaksilllakan Undang-um.lang Nomor 
14 Tahun 1970 lentang Kc1cn1uan-keten1uan Pokok 
Kckuasaan Kehakiman dipandang pcrlu 
mcnetapkan Undang-undang yang menga1ur 
susunan, kekuasaan, dan hukum acara pcngaddan 
daJam lingkungan Pcradilan Agania: 

I. Pas3.I 5 aya1 (I), Pasal 20 ayat (I), Pn.~I 24, clan 
Pasa.l 25 Undang-Undang Dasar 1945: 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tcn1ang 
Kctcnluan-kctcntuan Pokok Kekuasaan 
Kchakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 
74, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 2951 ); 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 1en1ang 
Mahkamnh Agung (l..embaran Negara T uhun 1985 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3316); 

Dcog11n Prrsetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menetapkan 
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UNDANG-UNDANG TENT ANG PERADILAN 
AGAMA. 



BAB I 
KETENTUAN Ul\.fUI\I 

Bagiun Pcrlama 
Pcngcrtlan 
Pu.sul l 

IJalam Undang-undang ini yang d1maksud dcngan 
I. Pc:rad1lan Agama adalah pcradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam. 
2. Pengadilan adalah Pcngadilan Agarna dan Pengadilan Tinggi Agama di 

lingkungan Pcradilan Aga.ma. 
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agamadan Hakim pada Pcngadilan 

Tingg1 Aga.ma. 
4. Pegawai Pencatal Nikah daJah Pegawai Pencatal Nikah pada Kantor 

Urusan Agama. 
5. Juru Sita dan arau Juru Sita Pcngganli adalah Juru Sila dan atau Juru Sita 

Pengganti pada Pengadilan Agama 

B11gian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 2 
Peradilan Agama merupakan salah sacu pelaksana kckuasaan kehakiman bagi 
rakyat pcncari keadilan yang bcragama Islam mengena.i perkara perdata 
1encn1u yang diatur dalam Undang-um.lang ini. 

Pasal 3 
(I) Kekuasan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan 

olch: 
a. Pengadilan Agama; 
b. Pl!ngad1lan Tingg1 Agama. 

(2) Kekuasaan Kehakunan di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai Pengad1lan Negara Teninggi. 

Dagian Keliga 
Tempat Kedudukan 

Pasal 4 
(I) Pengadilan Agama bcrkedudukan di kotamadya arau di ibu kola k.abupaicn, 

dan daerah hukurru1ya meliputi wilayah kolanladya al.au kabupatcn. 
(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kola propinsi, dan dacrah 

hukumnya mcliputi wilayah propinsi. 
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Bngfan Keempat 
Pembinaan 

Pasal 5 
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pc:ngad1lan dilakukan oleh Mahkamah 

Agung. 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan 

oleh Menteri Agama. 
(3) Pembinnhn sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayal (2) tidak 

bolch mengurangi kebebasan Hakim dalrun memeriksa dan memutus 

perkara. 

Pengadilan terdiri dari : 

BABU 
SUSUNAN PENGADILAN 

Baglan Pertama 
Urn um 
Pasal 6 

I. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; 
2. Pcngadilan Tinggi Agama. yang merupakan Pengadilan Tingkat Ban­

ding. 

PasaJ 7 
Pcngadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. 

Pasel 8 
Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. 

Pasal 9 
(I) SusunanPengadilDnAgamaterdiridari Pimpinan, Hakimanggota. Panitera. 

Sektttaris, dan Juru Sita. 
(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agamaterdiri dari Pimpinan. Hakim Anggota, 

PQJlitera, dan Sekretaris. 

Pasal 10 
(l) Pimpinan Pengadilan Agruna terdiri dari seorang Ketua dan seorang 

Wakil Ketua. 
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketun dan 

scorang Wakil Ketua. 
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. 
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Bsglan Kedua 
Ketua, Wakil Kctua, Hakim, Panltera, dan Juru Sita. 

Paragraf I 
Ke.tua, Wakll Ketua, dan Hakim 

Pasal 11 
(I) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tu gas kekuasaan kehakiman. 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan. pemberhentian serta pelaksanaan 

tugas Hakim ditelapkan dalam Undang-undang ini. 

Pasal 12 
(I) Pembinaan dan pengawasnn mnum terhadap Hakim scbagai pegawai 

negcri dilakukan oleh Menteri Agruna. 
(2) Pembinaan dan pengawasan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) 

tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memerilcsadan mcmutus 
perkara. 

Pasal 13 
(I) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agarn~ seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. warga neg~ Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. be11aqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia. 

tennasuk organisasi massanya atau bukan scseorang yang terlibat 
langsung ataupun talc Jangsung dalam "Gernkan Kontra Rcvolusi 
G.30.S/PK.f', atau organisasi terlarang yang lain; 

f. pegawai negeri; 
g. sarjana syari 'ah atau ~arjana hukum yang menguasai hukum 

ls lam; 
h. berumur' serendnh-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelalruan tidak tcrccla. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wale.ii Kctua Penga.dilan Agama 
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya I 0 (sepuluh) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Agama. 

Pasal 14 
(I) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pad a Pengadilan Tinggi Agama. 

seorang calon harus memenuhi syaral-syarat scbagai bcrikut : 
a. syarat-syamt sebagairnana ynng dimalcsud dalnm Pasal 13 ayat (I) 

huruf a, b, c, d. e. f, g. dan i: 

127 



b. bcrumur scrcndah-rendahnya 40 (cmpat puluh) tahun: 
c. berpengalaman sckurang-kurangnya 5 (lima) lahun scbagai Kcrua 

arau Wakil Ketua Pcngadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Agama. 

(2) Untukdapatdiilngknt menjadi Kecua Pengad1lan Tinggi Agamadiperlukan 
pengalaman sekurang-kurangnya 10 (scpuluh) tahun scbag:a1 Hakim 
Pcngadilan Tinggi Agama acau sckurang-kurangnya 5 (lirna) lahun bagi 
Hakim PenglldiJan Tinggi Agamayang pcrnilh mcnjabat Kctua Pcngar.Jilan 
Agama. 

(3) Untuk dapat diangkat mCnJadi Wakil Kctua Pengadil:m Tinggi Agama 
dipcrlukan pengaJaman sckurang-kurangnya 8 (dclapan) tahun scbagaJ 
Hakim Pengadil::m Tinggi ag:ama a1au sekurang-kurangnya) Cliga) tahun 
bagi Hakim Pcngad1lan Tmgg1 Agmna yang pemah mcnJabal Kctua 
Pengadilan Agama. 

Pu..10al IS 
(I) Halum diangkat dan d1bcrhcnakan olch Prc~1dcn sclaku Kcpala Negara 

atas usul Menlcn Agama bcrdasarkan Jl'!rsctujuan KclUa Mahkamah 
Agung. 

(2) Kctua dan Wakil Kctua Pcngad1l::m d1angka1 dnn d1h~rhcntikan olch 
Mcnlcri Agama bcrdasarkan pcrsclujuan Kctua Mahkamah Agung. 

Pasal 16 
( 1) Scbelum memangku jabatannyil. Kctua, Wakil Kctua. dan Hakim WilJih 

mengucapkan sumpah mcnurut agarna Islam yang bcrbunyi scbaga1 
benkut: 
"Demi Allah. saya bcrsurnpah bahwa saya. un1uk mcmpcrolch 1aliatan 
saya ini, langsung atau cidak langsung. dcngan mcnggunnknn narna a1au 
cara apa pun JUga. tidak mcmbcnkan alau mcnjanJikan barang ~csuiltu 
kepada siapa pun juga". 
"Saya bersumpah bahwa snya. unluk mclakukan atau tulak mclakukan 
scsuatu dal:imjahatan mi. udak sekah-kali akan mcner11na lung.sung alau 
tidak langsung d~ri sinpa pun Juga suaru janji atau pcmbcrian". 
"Sayahersumpah bahwn sayaakan sctlil kcpadadan akan mcmpcnahanbn 
scrta mengamaJkan Pnncasila scbagai dasardan idcolng1 n~garn. Und:mg­
Undang Oasar 1945. dan scgala Unc.Jang-undang scna pcraturan lain yang 
berlaku bagi Negara Rcpublik Indonesia". 
··saya bersumpah bahwa saya scnan&iasa akan mcnjalankan .1aha1an saya 
ini dcnganJujur, seksama, dan dcngan 11dak mcmbcda-hcdaknn orang uan 
akan berlaku dalam mclaksanakan kcwaJihan saya schaik-baiknya dan 
seadil-achlnya scpcrti layaknya bag1 scorang Kctua. Wakil Kclua. lfokirn 
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Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegalckan hukum dan 
keadilan". 

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengad1lan Ag::una diambil sumpahnya olch 
Ketua Pengadilan Agama. 

(3) Wa.kil Keluo dnn Hnk1m Pengadilan Tinggi Agamascnn Ketua Pcngadilan 
Agamo d1ambil sumpnhnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agamo. 

(4) KelUa Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

Pasal 17 
( 1) Kecuali dilentukan lain olch atau bcrdasarkan undang-undang. Hakim 

tidak boleh merangkap menjad1 : 
a. pelaksana pu1usan P~ngad1lan; 
b. wah, pengampu. dan peJabat yang bcrkaitilll dengan suatu pcrkora 

yang dip~riksa olehnya; 
c. pengusaha. 

(2) Hakim 1idak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 
(3) Jnbatan yruigtidak bolehd1mngkapoleh Hak1mselarnjabaUUlsebaga.imana 

yang dimaksud dalam ayal (l) dan ayat (2) dia1ur lebih lanjuc dengan 
Peraturan Pcmerintah. 

Pasal 18 
( l) Ketua, Wnkil Ketua, dan Hakim diberhenlikan dengan homlat Jari 

jabacannya karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. sakll ja~mani atau rohani terus-mencrus; 
c. telah berumur 60 (cnam puluh) cahun bag1 Kctua, \Vakil Kctua, dan 

Hakim Pengadilan Agama, ctan 63 (enam puluh lign) 1ahun bngi 
Kerna. Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilau Tinggi Agania; 

d. temyuta tidak cakap tlalam menjalankan tugasnya. 
(2) Ketua. Wakil Kelua, dan Hakim yang meninggal dunia dcngan scndirinya 

diberhentikan dengan honnat danjabacannya old a Pr~sidc:n selaku Kcpala 
Negara. 

Pasal 19 
(I) Ketua, Walcil Ketua. dan Hakim diberlientikan tidak dcngan homtat dari 

jabatannya dengan alasan : 
a. dipidwm knrenn bersalnh melakukan tindak pidana kcjahatan; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. terus-menerus melalaikan kewojiban du.lam mcnja.lankan tugas 

pekerja.annya; 
d. meli1nggar sumpah jabatan; 
e. mclanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa.l 17. 
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(2) Pengusulan pemlierhcntian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagmmana yang dimaksud da.Jam ayac (I) huruf b sampa.i dengan c: 
dilakukan setclah yang bcrsangkutan diben kescmpalan secukupnya 
untuk me!mbcla dm di hadapan MaJelis Kehonnalan Hakim. 

(3) Pc::mbcntukan, susunan. dan tata kc[]a Majelis Kchonnalan Hakim scrta 
t.atacara pcmbclaan diri dilctapkan oleh Kctua Mahkarnah Agung be~::una­
sama dc:ngan Menteri Agama. 

Pnsal 20 
Seorang Hakim yang dibc:rhentikan dari jabatannya, tidak dcngan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai ncgeri. 

Pasal 21 
(1) Kctua. WakiJ Ketun. dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan 

hormat sebagaimana yang d1maksud dalam Pasal l 9 ayal ( 1 ), dapat 
diberhenukan sementara dan jabmannya oleh Presiden selaku Kcpala 
Negara atas usu) Menteri Agama bc:rdasarkan persetujuan Kctua 
Mahkamah Agung. 

(2) Tcrhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang 
dimaksud dalnm ayat (I), berlaku juga ke1entuan scbagnimana yang 
dimaksud dolo.m Pasal 19 ayat (2). 

Pasnl 22 
( l) Apnbiln terhadap scorang Hakim ada pcrintah penangkapan yang diikuli 

dengan pcnahanan, dengan senduinya Hakim tersebut diberhen1ikan 
sementara dari jabatannya. 

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara 
pidana sebngaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang­
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidann tan pa ditahan. 
maka ia dapat diberhentikan semcntara dari jabatannya. 

Pasal 23 
Ketcntuan telah lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormal, 
pembcrhemian 1idak dc:ngan honnat, dan pemberhen1ian sementara serta hak­
hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Pera1uran 
Pemerintah. 

Pasal 24 
(I) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 
(2) Tunjangan dan ketentuan-kctentuan lainnya bagi Ketua. Wnkil Ketua, 

dan Hakim diatur dcngan Keputusan Presiden. 
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Pasal 25 
Kctua. Wakil Ketua. dan Hakim dapat ditangkap atau di1ahan hanya alas 
pcrintah Jaksa Agung setelah mendapal persetujuan Kctua .Mahkamah Agung 
dan Menteri Agama. kecuah dalam hal : 
a. cenangkap tangan melakukan tindak p1dana kcjahatan, atau 
b. disangka telah melakukan tindak pidanakcjahatan yang diancam dcngan 

pidana mati, atau 
c. disangka telah mclakukan tindak pidana kejahatan terhadap keainanan 

negara. 

Paragraf 2 
Panitera 
Pasal 26 

(I) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adnnya Kcpaniteraan ynng dipimpin 
olch seorang Pamtera. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 
seorang Waldl Panitera, bebcrapa orang Pannera Muda, bcl>erapa orang 
Panitera Penggant1. dan beberapa orang Juru Sita. 

(3) dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengad1lanTinggi Agamadibant.u 
olehseorang Wakil Panitera, bebcrapaorang PaniteraMuda.dan beberapa 
orang Panitera Pengganti. 

Pasal 27 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama seorang calon 
harus memenuhi syarat-syclrat sebagai berikut : 
a. warga ncgara Indonesia; 
b. bcragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d setia kcpada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. bcrijazah sercndah-rendahnya srujana muda syari•ah atau sarjana muda 

hukum yang menguasai hukum Islam: 
f. berpengalaman sckurang-kurangnya 4 (cmpat) rahun sebagai Wakil 

Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pcngadilan Aga~ 
atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama. 

Passi 28 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitcra Pcngadilnn Tinggi Agam::i. seorang 
calon harus memenuhl syarat-syarat sebagai berikut : 
a. syarat-syarat sebaga.imana yang dimaksud dnlam Pasal 27 humf n, b. c. 

dan d: 
b. berijazah sarjann syari•ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam: 
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c. bcrpcngalaman sekurnng-kurangnya 4 (empat) tahun scbagai Wakil 
Panitera atau 8 (dclapan) lnhun sebagai Panitera Muda Pcngadilan 
Tiuggi Agamaat.au 4 {empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama. 

Pn.4inl 29 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadinn Agama. seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai bcrikut : 
a. synrat-syarat sebngaimana yang dimaksud dalam Pnsnl 27 hurufa, b. c, d, 

dan e; 
b. bcrpengalaman sekurang-kurnngnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera 

Muda atau 6(cnam) tahun sebagni Panitera Pcnggant1 Pcngadilan Agama. 

Pasol 30 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panilera Pcngndilan Tinggi Agamn, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat scbagai bcrikut: 
a. syarnt-syarat sebaga.imann yang dimaksud daJam Pasal 27 huruf a, b, c, 

dan d; 
b. bcrijazah sarjana sya.ri'ah atau srujana hukum yang menguasai hukum 

Islam; 
c. bcrpengalaman sckurang-kurangnya 4 (empat) tahun scbagni Panitera 

Muda ntau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pcngganti Pengadilan Tinggi 
Agama. atau 4(empat)1ahnn sebagai \Vakil Panitcra Pengadilan Agama. 
atau mcnjabat Panitera Pengadilan Agarna. 

Pasol 31 
Untuk dapat diangkat menjadi Panirera Muda Pengad1lan Agama, seorang 
calon harus memcnuhi syarat-syarat scbagai berikut : 
a. syarat-syarat scbagaimana yang dimaksud dalam Pa'\al 27 huruf a, b, c, d, 

dan e; 
b. bcrpcngalaman sekurang-kurangnya 3 (liga) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadi Ian Agama. 
Pasal 32 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitcra Mudn Pcngadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus mcmcnuhi syarat-syarat sebagai bcrikut : 
a. synrat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pas al 27 huruf a, b, c, d, 

dan e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Pcngganli Pengadilan Tmggi agama,arau 4 (cmpat) tahun sebagai Panitero 
Muda atau 8 (dclapan) tahun sebagai Panitcra Pengganti Pengadi1an 
Agama, atau menjabat \Vakil Panitera Pcngadilan Agama. 
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Pnc;al 33 
Untuk dapat di::mgkat mcnJadi Pamtcra Pcngganti Pcngadilan Agama, seorang 
calon harus memcnuhi syarat-syarat sebagai bcrikut : 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a. b, c, d, 

dan e; 
b. bcrpengaJaman sekurang-kurangnya 5 (hma) tahun scbagai pcgawai 

negcri pada Pcngadilan Agama. 

Pasal 34 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pcngndilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syaral sebagai berikut : 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud da1am Pasa.127 huruf a. b, c, d, 

dan c: 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun scbagai Panitcra 

Pcnggant1 Pengadilan Agama atau J 0 (scpuluh) tahun sebagai pcgawai 
negeri pada Pengadilan Tinggi Agama. 

Pasal 35 
( 1) Kccuali ditcntukan lain olch atau bcrdasnrknn undilng-undang, Panirera 

tidak bolch mcrangkap menjad1 wali. pcngampu. dan pcjabat yang bcrkaitan 
dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak scbagai Panitera. 

(2) Panitcra tidak boleh mcrangkap menjadi Penasihat Hukum. 
(3) Jabatan yang tidak bolch dirnngkap olch ranitcra sclain jabatan 

scbagaimana yang dimaksud dalam ayat Cl) Jan ayat (2) diatur lebih Ian jut 
olch Mentcri agama bcrdasarkan pcrsclUjuan Kctua Mahkamah Agung. 

Pnsal 36 
Panitera. Wakil Panitcm. Panitern lvfuda, dan Panitera Penggnnti Pengadilan 
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama. 

PasaJ 37 
Scbelum mcmangkujabatannya, Panilcra. \Vakil Panitera. Panitcra Muda, dan 
Panitern Pengganti diambil sumpahnya mcnurul agama Islam oleh Kerua 
Pengadilan yang bcrsangkutan. 
bunyi sumpah adalah scbag.ai berikut : 
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa sayn, unluk mempcrolch jabatan saya 
ini, langsung atau tidak langsung dcngan menggunakan nama atau cam apa 
punjuga. tidak mcmberikan ntau mcnjanjikan tlarang sesuatu kepada siapa pun 
juga" . 
.. Say a bcrsumpah hahwa sayn. ur.tuk mclnkukan atau tidnk melakukan scsuntu 
dalam jabatan ini. tidak sckdi-kali akan mencrima langsung atau tidak 
langsung dari sinpapun juga !'uatu janji atau pcmbcri:in". 
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"'Saya bersump:ih hahwa saya akan sctia kcpada dan nlcan mempertahankan 
scrta mengarm1lkan Pnncasila sebngni dasar dan idcologi negara, Undang­
Undang Da.c;ar 1945. d:m segala undang-undiUlg serta peraturan lain yang 
bcrlnku bagi ncgarn Rcp11bJik Indonesia". 
11suya bersumpah uahwn ~ayn semmrinsa aknn menjalnnknn jnbatan snyn ini 
dcngan jujur, sek~nmn. <Ian dcngrui rir.Jnk mcrnbcda-bcdilkan orang dan akan 
bcrlaku dCtlam mclaksanakan kcwnJil:>an sayn sebaik-baiknya dnn sendil­
odiJnya scpcrti layakn~a bagi scorang Pnnitera, Wakil Panitcra. Panitera 
Muda. Panitera Pcngga.nlli yang berbudi baik dan jujur dnlam menegakkan 
hukum dan keadilan". 

Parugrnf 3 
Juru Sita 
Pnsal 38 

Padu selinp Pcngndilan Agama ditctapkan adanya Juru Sita dan Jum Sita 
Pcnggauti. 

Pesal39 
(1) Untuk dapat diangkat mcnjacli Jun1 Sita, scorang calon harus memenuhi 

syarat-syarnt sebagni bcnkul : 
a. warga negarn l.ndonesia; 
b. bcragama Islam~ 
c. bcrtaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa: 
d. sctia kepada Pancasilll dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. berijazah serendnh-rem.Jahnya sckolah IWljutan tingkat atas; 
f. berpcngalaman sckurang-kurangnya 5 (lima) tahun scbagai Juru Sita 

Pcngganti. 
(2) Untuk dapat diangkal mcnjndi Juru Sita Pcngganti, scornng calon hnrus 

memenuhi !\yarat-syarat scbagru berikut : 
a. syarat-syaral scbagnimana yang dimaksud cJalam ayat ( l) huruf a. b, 

c, d. dan e: 
b. berpcngalaman sekurang-kurangnya 5 (hma) tnhun scbagai pcgawai 

ncgeri pad:i Pcnp.adilan Agama. 

Pasnl40 
(1) Jum Sita <liangknt <Ian dibcrhcntikan olch l\1cnteri Agama atas usu I Ketua 

Pcngadilan Agama. 
(2) Juru Sita Pcngganti diangkat dan dibcrhcntikan oleh Ketua Pcngadilan 

Agama 
Pnsal 41 

Scbelum mcmangku jabatnnnya. Juru Sita dan Juru Sita Pcngganti diambil 
sumpahnya mcnurut agama Islam olch Ketua Pengadilan Agama. 
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Bunyi sumpah adalah scbagai berikut : 
''Demi Allah, saya bersump::ih bnhwn snye. untnk mempc:roleh jilbntan saya 
ini, langsung atau tidak langsung, dcngan menggun:.lk:m nama atau cara 
apapunjuga. tidak membenkan atau menjLinjikan barnng se~mnu kcpada siapa 
pun juga". 
"Saya bersumpah bahwa saya. untuk mclakukan acau ticlak meJakukan sesuatu 
dalam jabatan ini. udak seka1i-kali ~an mcnerima langsung utuu ti<.lak 
langsung dari siapapun juga suatu janJi nrau pemberian". 
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dru1 akan m<!mpetahankon 
st:rta mengamalkan Pancasila st:bagai dasar d.m idcologi negara. Undang­
Undang Dasnr 1945. dan Sl!gala umJang-undang serta pcraturan lain yang 
berlaku bagi Negara Rcpubhk Indonesia". 
"Saya bersumpah bahwa saya senantinsa akan mcnjalankan jabatan saya ini 
dengan JUjur, sc:ksam~ dan dcmgan tidak membeda-~dakan orang dan nlcan 
berlaku dalam melaksanakan kcwaJ1ban sayn sebaik-baiknya dan seadil­
adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Si1a Pc:nggnnti yMg 
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

Pasal42 
(I) Kccuali ditentukan lain olch atau berdasarka.n undang-unclang, JuruSica 

tidak bolch merangkap menjadi wali. pcngampu. dlll pejabat yang berkaitan 
dengan pcrkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 

(2) Juru Sita tidak bolch mcrangkap menjadi Pcnusihat Hukum. 
(3) Jabatan yang 1idak boleh dirangkap olch Juru Siru sehiin jabatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). diatur lebih 
lanjut olt:h Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mnhknmah 
Agung. 

Bagian Kctiga 
Sckretaris 

Pasal 43 
Pada setiap Pengadilan ditctapkan adanya Sekretilriat yang dipimpin oleh 
seorang Sekre1aris dan dibantu o!ch sc:orang \Vakil Sckrct:iris. 

Pasal44 
Panitern Pengac.hlan merangkap Sekre1aris Pengadilan. 

Pasal 45 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pcnga<li.lan Agania. seorang 
calon harus mcmenuhi syarat-syaral seb~1gai berikur : 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
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c. 1.><:rtnqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. seLiB kcpnda Pancasila dan Unc.Jang-Undang Dasar 1945; 
c. berijazah screndah-rendahnya sarjana muda syari ·ah. atau sarjana muda 

hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda admmistrasi; 
f. bcrpengalarnan di bidnng administm..si f)f!radahm. 

Pasal 46 
Untuk dapat cliangkat menjadi Wakll Sdcrctaris Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memcnuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. syaral-syarat scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, 

dan f; 
b. berijnzah sarjana syrui'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam. 
Pasal 47 

WWc..il Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhemikan oleh Mentcri Agama. 

Pnsnl 48 
SebelummemangkujabatannyaWakilSckretarisdiambilsumpahnyamenurul 
agania Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
Bunyi sumpah adalah sebag:ii bcrikut : 
'"D~mi Allah, sBya bersumpah : 
bahwa saya, untu.k diangkat menjadi \Vakil Sekrctaris, akan setia dan taat 
sepenuhnya kepada Pancnsila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerimah; 
bahwasaya. akan mc.!ntaati segala peraturan penmdang-undangan yang berluku 
dan melaksanakan tugas kedinasan yang dapercayakan kepada saya dengan 
pcnuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
bahwa snya, akan senantiasa inenjunjung tinggi kehormatan negara. Pemerintah, 
dan rruutabat Wak.il Sekretaris sertaakan senanLiasamengutamakan kepentingan 
negara danpada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; 
bahwa saya. alcan memcgang rahasia sesuatu yang menurut sifotnya atau 
menurut perimah harus saya rahasiakan; 
bahwa saya, nkan bekerja denganjujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
ktpentingan negara". 

BAB DI 
KEKUASAAN PENGADILAN 

Pasal 49 
(l) Pcngadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang : 
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a. perkawinan; 
b. kewarisan. wasiat. dan hibah, yang dilakukan berdasarlcan 

hukum Islam; 
c. wakaf dan shadnqah. 

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalarn ayat ( 1} huruf a 
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mcngenai 
perkawinan yang bcrlaku. 

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) huruf b 
ialah pcnentuan s1apa-s1apayang mcnjadi ahli waris, pencntuan mcngcnai 
harta peninggalan, pencntuan bagian masing·masing ahh waris, dan 
melaksanakan pembagian harta peninggalan tcrsebut. 

Pasal SO 
Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam 
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalarn Pasal 49, maka khusus 
mengenai objek yang mcnjadi sengketa tcrsebut harus diputus lcbih dahulu 
oleh Pengadilan dalarn lingkungan Peradilan Umum. 

Pasal SI 
(I) Pcngadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mcngadili pertcara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkal banding. 
(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang rncngadili di 

Ii ngkat pertama dan tcrakhir sengketa kcwenangan mengadili antar­
Pengadil an Agama di daerah hukumnya. 

Pasal52 
(I) Pengadilan dapat memberikan kcterangan. pcrtimbangan, dan nasihat 

lcntang hukum Islam kepada inslansi pemerintah di dacrah hukurnnya. 
apabila diminla. 

(2) Sela.in tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimalcsud dalam Pasal 
49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat discrahi tugas dan kcwcnangan lain 
oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Pasal 53 
(I) Ketua Pcngadilan mengadakan pcngnwasan atas pelaksanaan tugas den 

tingkah laku Hakim. Panilera.Sekrctaris,danJuru Sitadidaerahhukumnya. 
(2) Selaintugassebagaimana yangdimalcsud dalamayat( I). Kcrua Pcngadilan 

Tinggi Agama di dacrah hukumnya melakukan pengawasan terhadap 
jaJannya pcradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar pcradilan 
diselenggarnkan dengan seksama dan sewajamya. 

(3) Dalam melaksanakan p:ngawasan scbagaimana yang dimaJcsud dalam 
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ayat (I) dan ayat (2). Kctua Pcngad1lan dapal mcmbcrikan pcrunjuk. 
tcguran. dan pcringatan. yang d1pandang pcrlu. 

(4) Pengawasan seb:igairnana yang dimaksud dalam ayat (I). ayat (2). <lan 
ayat (3). tidak bolch mcngurangi kcbcbasan 1-lakimdalam mcmcriksadan 
mcmutus pcrkara. 

BAH IV 
HUl{U~-1 ACARA 
Bagian Pcrtama 

Ummn 
Pnsnl 54 

Hukum Acara yang bcrlaku padn Pcngm.Jilnn dalam lingkungan Pcradilan 
Agama adalah Bukum Acara Pcrdata yang bcrlaku pada Pcngad1lan dalam 
lingkungan Pcrad1lan Umum. kccuali yang tclah d1atur secara khusus dalam 
Undang-undang ini. 

Pasal 55 
Tiap pemcriksaan pcrkara di Pcngadllan dimulai scsucJah diajukannya suatu 
pcnnohonan atau gugatan dan p1hak-pihak yang bc.:rpcrkarn tclah d1panggil 
menurut kctcntuan yang bcrlaku. 

Pasal 56 
(l) Pcngadilan tidak bolch menolak untuk mcmeriksa dan mcmutus suatu 

perkara yang diajukan dcngan dallh bahwa hukum 11dak at au kurangJclas. 
mclamkan wajib mcmcnksa dan mcmutusnya. 

(2) Ketcntuan sebag1aman::i yang Jnnaksud dalam ayat (I) tidak mcnutup 
kemungkinan usaha pcnyelcsaian pcrkara secara damai. 

PaCial 57 
(1) Pcradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA 
(2) Tiap pcnctapan dan putusan dimulai dcngan kalimat BISMILLAH­

IRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BER­
DASARKAN KETUl-IANAN YANG MAHA ESA. 

(3) Peradilan dilakukan dcngan scdcrhan~ ccpat. dan bmya ringan. 

Pasal58 
(l) Pengadilan mcngadili mcriurut hukum dcngan •idak mcmbcda-bedakan 

orang. 
(2) Pengadilan membantu para pcncari kcadtlan dan berusaha sckcras-kcrnsnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya pcradilan 
yang sedcrhana. cepat. dan biaya ringan. 
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Pasal59 
( 1) Si dang pcmeriksaan Pc:ngadilan lcrbuka untuk umum, kecuali apabila 

undang-undang menenlukan lain alau jika Hakim dt!ngan alasan-alnsan 
pcmmg yang d1ca1a1 daJarn berila acara sadang, mcmcrintahkan bahwa 
pcmcnksaan sccara kcseluruhan arau scbagian akan d1lakukan dengan 
~idang tenutup. 

(2) Tidak terpenuhmya ketentuan scbagaimana yang dirnaksud dalam ayat 
(I) mcngak1bat.kan seluruh pemenksaan besena pcnctapan atau putusannya 
batal menurut hukum. 

(3) Rapat pc:nnusyawaratan Hakim bcrs1fa1 rahasia. 

Pnsol 60 
Pcne1apan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuaaan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Pa.sal 61 
Atas penetapan dan putusan Pengad1lan Agama dapat diminlakan banding 
oleh pihak yang bcrperkara. kecuali apabila undang-undang mcm:nlUkan lain. 

rasal 62 
(I) Segala pcnetapan dan pulusan Pengadilan, selain harus mcmuat alasan­

aJasan dan dasar-dasamya juga harus memuat pasal-pasal tenenru dari 
pera1uran-pera1uran yang bersangkulan atau sumbcr hukum tak tcrtulis 
yang <liJadikan dasar unluk mengadili. 

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani olch Kctua dan 
Hak1m-hakim yang memutus serta Panitcm yang ikut bc:rsidang pada 
waktu pcnetapan Jan putusan itu d1Ucapkan. 

(3) Bent a Acara tentang pemenksaan ditandatangani oleh Ke1ua dan Panitcra 
yang bersidang. 

Pasal 63 
Atas penetapan dan putusan Pengadllan Tinggi Agarna dapat dimintakan 
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang bcrperkara. 

Pasal 64 
Pcnelapan dan putusan Pengadilan yang diminlakan banding atau kasasi, 
pelaksnnaannya duunda demi hukum, kccuah npabila dalam amamya 
menyalakan pcnctapan atau putusan tcrsebul dapal dijalankan lebih dahulu 
meskipun a<la pcrlawanan, banding, atau kasasi. 
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Bagian Kedua 
Pemeriksaan Sengketa Pcrkawinan 

Paragraf 1 
Um um 
Pasal 65 

Perceraian hanyadapat dilakukan di depan sidang Pcngadilan selelah Pengadilan 
yang bcrsangkutan berusaha dan tidak berhasil mcndamaikan kcdua belah 
pihak. 

Paragraf 2 
Cerai Talak 

Pasal 66 
( l) Scorang suami yang bcragama Islam yang akan menccraikan istrinyo 

mengajukwt pennohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang 
guna mcnyaksikan ikrar talak. 

(2) Pcrmohonanscbagaimana yangdimaksud dalamayat ( l )diajukan kepada 
Pengadilnn yang daerah hukumnya meliputi tempat kcdiaman lennohon, 
kecuali apabila tennohon dengan scngaja mcninggalkan tempat kediaman 
yang ditentu.k.an bcrsarna ranpa 1zm pemohon. 

(3) Dalam ha1 lermohon benempat kedaaman di luar negeri pennohonan 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 1cmpa1 
kediaman pcmohon. 

(4) Dalarn hal pemohon dan lennohon bencmpaa kediaman di luar negeri. 
ma.k.a pcrmohonan diaJukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
mcliputi tcmpal pcrkawinan merek.adilangsungkanatau kepadaPengadilan 
Agama Jakarta Pusat. 

(5) Pcnnohonan soal penguasaan anak, naf\ah anak, naf\ah isui. dan haita 
bersama suami istri dapat diajukan bersarna-sama dengan pennohonan 
cerai ta.lak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 

Pasal67 
Pcnnohonan scbagaimana yang dimaksud dalwn Pasal 66 di atas memual : 
L nama. umur, dan lempat kedaaman pemohon, yaitu suami, dan tennohon, 

ya.itu islri. 
b. alasan-aJasan yang menjadi dasar ccrai taJak. 

Pasal 68 
(I) Pcmeriksaan permohonan ccrai 1alak dilakukan oleh Majclis Hakim 

sclambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari serelah bcrkas arau surat 
pcnnohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2) Pcmeriksaan pennohonan cerai lalak daakuk.an dahun sidang lertulup. 
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Pasal 69 
Dalam pemeriksaan perkara cerai lalak ma berlaku kctentuan-ketentuan Pasal 
79, Pasal 80 aya1 (2), Pasal 82, dan Pasal 83. 

Pasal 70 
(I) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 

lagi didamaikan dan telah cukup alasan perccra1an, male.a Pengadilan 
menctapkan bahwa pennohonan 1ersebu1 dikabulkan. 

(2) Terhadap penelapan scbagaimana yang dimaksud dalnm ayai (I). istri 
dapal mengaJukan banding. 

(3) Setelah penetapan terscbut mcmperoleh kekuatan hulrum le lap, Pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar lalak, dengan memanggil suwni 
dan islri atau wakilnya umuk menghadiri sidang 1ersebut. 

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang d1beri kuasa khusus daJam 
suatu ak1a otentik untuk mcngucapkan ikrac talak. mcngucapkan ikrar 
talak yang dahadiri olch istri acau kuasanya. 

(5) J1ka istri telah mendapat panggalan sccara sah atau patut. te1api tidak 
datang menghadap sendiri a1au tidak mengirim wakilnya, mak.a suami 
a1au wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wak.ilnya. 

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditctapi(an hari 
sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap scndi.ri alau tidak 
mcngirim wak.ilnya meskipun tclah mendapal pangg1lan secara sah auiu 
patut maka gugurlah kekuatan penelapan 1erscbut, dan pcrccraian tidak 
dapat diajukan lagi bcrdasarkan alasan yang sama. 

Pasal 71 
( l) Panitera mencatat segala hal ihwal yang tcrjadi dalam sidang ikrar talak. 
(2) Hakim membuat penc:tapan yang isinya menyatakan bahwa periawinao 

putus sejak ikrar 1alak diucapkan dan pcn~1apan tcrsebut tidak dapaa 
d1mintakan banding atau kasasi. 

Pasal 72 
Terhadap penelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 bcrlaku 
kclentun-ketentuan dalarn Pa.~al 84 ayat ( 1 ), ayat (2), ayat (3). dan ayat (4), 
sena Pasal 85. 

Paragraf 3 
Ccrai Gugat 

Pnsal 7 .. \ 
(I) Gugaran perceraian diajukan oleh 1stri atau kuasanya kepada Pcngadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pcnggugal, kecuali 
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apabila pcnggugat dengan scngaja mcnmggalkan lempal kediaman bcrsama 
tanpa izin h:rgugat. 

(2) D:.ilain haJ 1>enggugat bcncmpal kcdiamandi luarncgcn, gugatan pcrccraian 
d1ajukan kepada pcng.:id1lan yang dacrah hukumnya mdipuu tcmpat 
kediaman tergugat. 

(3) Dalam hal penggugat dan 1crgugat bcrtcmpat kcd1aman d1 luar ncgcri. 
makagugalan dia.1ukan kcpada Pcngadilan yangdacrah hukumnya md1puti 
tempal pcrkawma.n mcreka<hlangsungkan atau kcpada Pcngadilan Agama 
Jakana Pusat. 

Pasol74 
Apabila gugalan pt:rceraian didasarkan alas alasan salah salu pihak mendapat 
pidana pcnjara, maka untuk mcmpcrolch putusan pcrcera1an, scbaga1 buku 
penggugat cukup menyampaikan sahnan putusan Pcngadilan yang bcrwenang 
yang rnemutu~kan p.:rkarad1scnai kctcrang.m yang mcnyataka.n bahwaputusan 
itu rclah mempt:roleh kekuatan hukum tetap 

Pa.sol 75 
Apabila gugata.n perceraian d1dasarkan alas alasan bahwa 1erguga1 mendapat 
cacat bJdan atau penyakn dengan akibat tidak dapat menJalankan kewajiban 
sebagru suam!, rnaka Hakim dapat rnen'k!rintahkan tcrgugat umuk mcmcnksakan 
din kepada dokter. 

Pasal 76 
( l) Apab1la gugatan pcrccraian didasarkan at as alasan syiqaq, maka untuk 

mendapatka.n putusan pc!rccnan harus d1dengar kcterang:m saks1-saksi 
yang bcrasal dan kcluarga atau orang-orang yang dckat dengan suanu 
istri. 

(2) Peng ad i Ian setelah mendc=ngar keterangan saksi ten tang si fat persengketaan 
antara suam.i istri dapal mcngangkat seorang atau lt:b1h dari kcluarga 
masmg-masing pihak ataupun orang lain untuk mcnjadt hakam. 

Pasal 77 
Sclama berlangsungnya gugatan perceraian, at as pennohonan penggugat atau 
tergugat atau bcrdasarkan pcnimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, 
Pengadilan dapat mengizmkan suaim islri tcrsebut untuk tic..lak tinggal dalam 
saru runuh. 

Pasal 78 
Sclama bcrlangsungnya gugatan percera.rnn, alas pcrmohonan penggugat, 
Pengadilan dapat : 
a. menentukan naf\'.ah yang ditanggung oleh suami; 
b. menentuk1m hal-hal yang perlu untuk menJainin pemcl1harnan dan 

pend1dikan anak; 
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c. mcnentukan hal-hal yang pcrlu untuk mcnjarnm terpcliharanya barang­
ba.rang yang mcnjad1 hak ~rsama suaim istri atau barang-barang y.u.g 
mcnJ::id1 hak suarm atau barang-ba.rang yang menjadt hak islri. 

Passi 79 
Gugatan pcrccraian gugur apabila suami atau istri mcmnggal scl>elum ada..'1ya 
pulUsan Pcngadilan. 

Pasal 80 
(I) Pemcnksaan gugatan perceraian d1lakukan olch Majclis J-fakimselambat­

lambat n ya 3 0 (I iga pu I uh) han scte I ah bcrkas a tau s urat gugatan perceraian 
didaftarkan di Kepanitcraan. 

(2) Pemcriksaan gugatan percernian d1lakukan dalam sidang tertutup. 

Pa~al 81 
(I) Putusan Pengadi Ian mcngcnai gugatan perceraian diucapkan dalam sid:!Jlg 

terbuka untuk umum. 
(2) Suatu pcrceraian dianggap tcrjadi besertasegalaakibat hukumnya terhitung 

scjak putus::m Pcngad1lan mempcrolch kekualan hukum tetap. 

Pa~al 82 
( l) Pada sidang pcrtama pemeriksaan gugatan pcrccraian, Hakim be:-usahn 

mendamaikan kedua pihak. 
(2) Dalam sidang pcrdamaian tcrscbut, suami istri harus datnng secara 

pnbad1. kecuali apabila salah satu p1hak bertcmpat kcdiaman di luar 
negcn. dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakiti 
oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

(3) Apabila kedua pihak bertcmpal kcdiaman di luar negeri, maka penggugat 
pada sidang perdamaian tersebut harus mcnghadap secara pribadi. 

( 4) Selamt1 perkara belum diputuskan. us aha mcndamaikan dapat dilakuk&n 
pada setiap sidang pemeriksaan. 

Pasal83 
Apabila tcrcapai perdamaian. maka ttdak dapat dinjukan gugatan perccntinn 
baru berdasarkan aJasan yang ada dan tel ah d1ketahui oleh pcnggugat scbelum 
pcrdamaian tercapa.i. 

Pesa) 84 
(I) Panitcra Pcngadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berke;wajiban 

selambal-lambatnya 30 <tiga puluh) hari mcngirimkan satu helai salinan 
putusan Pcngad1lan yang tclah mcmperolch kekuatan hukum tctap, tnnpa 
bcrmclcrai kcpada Pcgawni Pcncatat N1kah yang wilayahnya meliputi 
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tcmpat kediaman penggugat dan tcrgugat, unluk mendaftarkan putusan 
pcrceraian dalam sebuah daftar yang discdiakan untuk 1tu. 

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah ynng bcrbeda dengan wilayah 
Pegawai Pencatat Nikah tempat pcrkawinan d1langsungkan, maka satu 
·hclai salinan pUlusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1) yang 
tciah memperoleh kckuatan hukum tetap tanpa benne1crai d1kirimkan 
pulakepada Pcgawai Pencatat Nikahdi tempat pcrkawi':l~" dilangsungkan 
dan oleh Pegawai Pcncalat Nikah tcrsebut dicatat pada bagian pinggir 
daftar catatan pcrkawinan. 

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar ncgeri, maka satu hclai salinan 
putusan sebagaimana yang d1maksud dalam ayat (I) d1sampaikan pula 
kepada Pegawai Pencatat Nikah d1 tempat didaftarkannya pcrkawinan 
mercka di Indonesia. 

(4) Panitera berkcwajiban membcrikan akta cerai sebagai surat bukti ccrai 
kepada para p1hak selambat-lambalnya 7 (tujuh) hari terhttung setel:lh 
putusan yang mcmperolch kckuatan hukum tctap terscbut d1bcritahukan 
kcpada para pahak. 

Pasal 85 

Kclalaian pengiriman saJinan putusan scbagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 84, mcnjadi tanggung jawab Pa.nitera yang bersangkutan atau pcJabat 
Pcngadilan yang d1tunjuk, ap&ib1la yang dcm1kian itu mengak1balkan keruginn 
bagi bckas suami atau istri atau keduanya. 

Pnsal 86 
(I) Gugatan soal penguasaan anak. nafkah anak, nafkah istri, dan hilrta 

bcrsama suami istri dapat d1ajukan bersama-sama dengan gugatan 
perceraian ataupun sesudah putusan pcrccr.11an mempcroleh kckuatan 
hukum tetap. 

(2) Jikaada tuntutan pihak kcliga. maka Pengadilan menunda terlcbih dahulu 
perkara harta bersama tcrscbut sampai ada putusan Pcng&idilnn dalam 
lingkungan Pcrndilan Umum yang tclah memperoleh kckuatan'hukum 
letap tentang haJ itu. 

Paragrar 4 
Cerai Dcngan Alasan Zina 

Pasol 87 
(I) Apabila permohonan atau gugatan ccrai diajukan alas alasan salah satu 

pihak melakukan zina, scdangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 
mclengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat mcnyanggah aJasan 
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ter.;cbut, dan Hakim berpcndapat bahwa pennohonan a.tau gugatan itu 
bukan ti&ida pembuk11an sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti 
t1dak mungkin lag1 d1perolch baik dari pemohon atau penggugat maupun 
dari tcrmohon a.tau tergugat. maka Hakim karena jabatannya dapal 
mcnyuruh pemohon atau pcnggugat untuk bersumpah. 

(2) Pihak lennohon atau tergugal dibcri kcsempatan pula untuk mencguhkan 
sanggahannya dengan cara yang sama. 

Pasal 88 
(I) Apabila ~umpah scbagmmana yang dimaksud dalarn Pasal 87 ayat (I) 

d1lakukan oleh suami. malrn penyclcsaiannya dapat dilaksanakan dengan 
earn li'an. 

(2) Apab1la sumpah sebagaimana yang dimaksud dalarn Pasal 87 ayat (I) 
dilakukan olch istri maka penyelcsaaannya dilaksanakan dengan hukwn 
acara yang bcrlaku. 

Dagian Ketiga 
Biaye Perkara 

Pasal 89 
(I) Biaya pcrkara dalam b1dang perkawinan dibebankan kepada penggugal 

atau pemohon. 
(2) Biaya pcrkara penctapan a1au putusan Pengad1lan yang bukan mcrupakan 

pcnetapan atau putusan akh1r akan dipcrhitungkan daJam penetapan arau 
putusan akhir. 

Passi 90 
(I) Biaya pcrkara sebagaimana yang dimaksud dalam PasaJ 89, meliputi: 

a. bi a ya kcpanitcraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perk.ma 
itu; 

b. biayaun1uk parasaksi, saksi ahli. penerjcmah, dan biayapengambilan 
sumpah yang diper!ukan daJrun perkara itu: 

c. biay:i yang diperlukan unluk mclakukan pcmeriksaan setempat dan 
tindakan-rindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam pcrbra 
itu: 

d. biaya pcmanggilan. pembcritahuan. dan lain-lain atas perintah 
Pcngadilan yang berkenaan dengan perkara itu. 

(2) Besarnya biaya pcrknra dintur oleh Mcnteri Agama dengan pcrsetujuan 
Mahkamah Agung. 

Pasal 91 
(I) Jumlah biaya pcrkara ;;ebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus 

dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. 
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(2) Jumlah biaya yang dibcbankan oleh Pcngadllru1 kcpada salah salu pihak 
bcrperkara umuk dibayarkan kcpada p1hak hawannya c.Jalam pcrkara i1u, 
harus dicantumkan juga dalam amar pcnclapan alau putusan Pcngadihu1. 

BABV 
K.ETENTUAN·KETENTUAN LAIN 

Pas11l 92 

Ketua Pengad1lan menga1ur pcmbagian lUgas para H•1kim 

Pusal 93 
Kc:tua Pengadllan membagikan semua bc!kas pcrkara dan a1au surat·sural lain 
yang bcrhubungan dcngan pcrkara yang drnJukan kc Pcng"d1lan kcp<ida 
Majdis Hakim untuk d1sclcsaikan. 

Pas11194 
Ketua Pengndilan menetapkan pcrkara yang harus diad1h bcrdasarkan nomor 
urut, tctapi apabila tcrdapal pcrkara lcrtcntu yang karcna mcnyangkul 
kepcntingan umum harus segera diadili maka pt:rkara nu d1dahulukan. 

Pasal 95 
Ketua Pengadilan waJib mengawasi kcscmpumaan pclaksa'naan p..:nclapan 
atau putusan Pcngadilan yang tclah mcmpcrulch kckuatan hukum lclap. 

Pasal 96 
Panilera Pengad1lan bertugas mcnyclcnggarakan administ1-rL'ii pcrkara dan 
mengatur tugas Wakil Panitcra, Panucra Muda, d&Ul Pamtcra Pcnggantt. 

Pasal 97 
Pani1era, Wakil Panitera, Panilem Muda, dan Pani1cra Pcngganti bcnugas 
mcmbantu H aklm dengan menghi.idiri da111ncnca1a1 Jalann ya s u.J:.mg Pcngad1 Ian 

Pasal 98 
Panilt:ra bc:nugas mclaksanakan pcn~tapan a1au pu1usan PcngaJilan. 

Pasal 99 
(I) Pani1era wajib membuat daftar semua pcrkara y'1ng di1crima di 

Kepanilcraar. 
(2) Dalam daf1ar perkara sebagaimana yang dimaksuJ dalam ayal ( I), llap 

pc!rkara dibcri nomor urut dan dibubuha ca1a1an singkal 1cnt~mg 1sinya. 

Pasal 100 
Pa.nitera membuat salinan atau turunan pcnetapan atau putusan Pcngadilan 
mcnurut kelt:ntuan pera1uran perundang·udaogan yang bcrlaku. 
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Pa~al IOI 
(I) Pnnitcrn bcr1anggungjawab atns pcngurusan bcrkas pcrkara. pcnctapan 

ntau pulusan, t.lokumcn. akta, buku daflar, biaya pcrknra, uang litipan 
p1hak kctiga, surat-surnt bcrharga, baning bukti, dan sura1-surat lain yang 
thsnnpan d1 Kcpanucraan. 

(2) Scmun daftar. calatan. risalah. bcrita acara. scrta bcrkas pcrkara tidak 
bolch d1hawa kcluar dari ruangan Kcpanitcrmm. kccuali alas izin Ketua 
Pcngadilan bcrdasarkan kctcntuan undang-undang. · 

(3) Tata earn pcngcluaran sural a.sli, salinan atau turunan pcnetapnn atau 
putusan, risalah. bcrita aca.ra, akta. dan surnl-surat lain diatur olch 
Mahkamah Agung. 

Pasal 102 
Tugas dan tanggung jawab scrta tala kcrja Kcpanitcraan Pcngadilan diatur 
lchih lanjut olch Mahkamah Agung. 

Pa.4ial 103 
(I) Juru Sita bcrtugas : 

a. mclaksanakan scmua pcrintah yang dibcrikan olch Ketua Sidang; 
b. menyampaikan pcngumuman-pcngumuman. teguran-teguran. dan 

pcmhcritahuan pcnclapan atau putusan Pcngadilan menurut carn­
carn bcrdasarkan kctcntuan undang-undang. 

c. mclakukan pcnyitaan atas perintah Kctua Pcngadilan; 
d. mcmhuat bcrita acara pcnyitaan, yang salinan resminya discrahkan 

kcpada rihak-pihak yang hcrkcpcntingan. 
(2) Juru Sita bcrwcnang mclakukan tugasnya d1 dacrah hukum Pcngadilan 

yang bcrsangkutan. 

Pasal 104 
Kctcntuan lcliih lan1ut mcngcnai pclaksanann tugas Juru Sita dialur oleh 
Mahkamah Agung. 

Pasal 105 
(I) Sckrctarfa Pcngadilan hcrtugac; mcnyclenggar:ikan ndministrasi umum 

Pcngadilan 
(2) Tugas scrta tanggungjawah: susunan organisa.si, dan tata kerja Sckrctari­

at diatur lchih lanjut olr:h Mcntcri Agama. 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 106 
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini : 
1. semun Badan Pc:radi Ian Agama yang 1elah ada dinyatakan sebagai Badan 

Peradilan Agama menurut Undang-undang mi: 
2. semua peraturan pelaksanaan yang relah ada mengenai PcradiJan Agama 

dinyatakan telap berlaku selama kcrentuan baru berdasarkan Undang­
undang ini belum d1kduarkan. sepan1ang peraturan atu udak bertentangan 
dcngan Undang-undang ini. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 107 
(1) Pada Saal mulai berlakunya Undang-undang ini, maka.: 

a. Peraturan lentang Perad1lan Agama di Jawa dan Madura (Slaatsblad 
Tahun 1882 Nomor 152 dan Staarsblad Tahun 1937NomorI16dan 
Nomor610); 

b. Peraruran tencang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk 
sebagian Residensi Kali man tan Sclatan dan Timur (Staatsblad Tnhun 
1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Pcngadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan 

d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 
Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor I Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3019), dinyatak.an tidak berlaku. 

(2} Kctcntuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, 
mengenai pennohonan pertolongan pernbagian hana peninggalan di luar 
scngkcta antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan 
berdasarkan hukum lslam. diselesaikan oleh Pengadilan Agama. 

Pasal 108 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang· 
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und_ang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik: lndo· 
nes1a. 

D1sahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

Dmndangkan di Jakana 
pada tanggal 29 Desember 1989 
MENTERU.SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

nd. 

MOERDIONO 

nd. 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONF.SIA TAHUN 1989 
NOMOR49 

Salinan sesuat dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Hukum 
dan Penmdang·undangan 

Cap/ttd. 

Bambang Kesowo. S.H .• LL.M. 
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PEN.JELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPlllll..lK INDONESIA 
NOl\IOR 7 TAllUN 1989 

TENT ANG 
PERADILAN AGAt\-IA 

I. UM U J\.I 

I. Dalam Negara I lukum Rcpubhk Indonesia yang bcrdasarknn Pnncasila 
dan Undang-lJndang Dasar 1945. kc:u.lilnn. kchcnaran. kclcrtibnn. dan 
kcpastian hukum dalmn sistcm <.Ian pcnyclcnggaraan hukum mcrupnkan 
hal pokok yang sangat pcntmg dalam usaha mcwujudkan suasana 
pcrikchidupan yang aman. tcntcram. dan lcrtih SC'pcrti yang dmmanatkan 
dalam Garis-Gans Bcsar Haluan Negara Olch karcna itu. untuk 
mewu.tudkan hal-hal tc~cbut d1but11hk.1n adanya lcmhaga yang hcnuga.s 
untuk mcnyclcnggarakan kckuasi\&·m kchak11nan guna mcncgakkan hukum 
dan kcadilan dcngan baik Salah salu h:mtiaga untuk mcncgakkan hukurn 
dalam mcncapa1 kcad1lan. kchcnaran. kctcrtih.m. d.1n kcpastian hukum 
adalah badan-badan pcradilan schagrumama ynngdimaksm.J ualam Undang­
undang Nomo'r 14 Tahun 1970 tcntang Kctcntuan-kctcntuan Pokok 
Kckuasaan Kchakiman. yang masmg-masmg mcmpunym lingkup 
kewcnangan mcngadill pcrkara atau scngkcta di h1dang tcrtcntu dan salah 
satunya adalah hadan Pcrnc.J1lan Agama. 
Pcraturnn pcrund:mg-undangan yang mcn.1a<h dasar hukum Rmlan 
Peradilan Agama schclum Undang-undang 1m adalah : 
a. PcralUran tcntang Pcradilan Agama d1 Jawa dan l\1adum (Staatshlad 

1882 Nomor 152 d:m S1aa1shlad 19 ,:\ 7 Nomor I 16 dan Nomor 610), 
b. Pcraturan tcntang Kcrapalan Qadi dan Kcrapatan Qad1 Bcsar un1uk 

scbagian Rcs1dcns1 Kahmantan Sclatan dan Timur (Staatshla<l 19."\7 
Nomor 6)8 dan Nomor 639 )~ 

c. Pcraturan Pcmcrimah Nomor 45 Tahun 1957 tcntang Pcmbc:ntukan 
Pcngadilan Agama/Mahkamah Syari 'ah <li luar Jawa dan M;ldura 
(Lcmbaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) 

Kcragaman dasar hukum Pcradilan Agama tcrscbut mcngak1hatkan 
beragamnya pula susunan. kckuasaan. clan hukum alara Pc rad ii an Agamn. 
DaJam rangka pcncrnpan \Vawasan Nusantara 01 hid.1ng hukum yang 
merupakan pcngcjawnnlahan Pancasilaschagai sumhcrdari scgalasumbcr 
hukum, maka kcragaman tcrscbut pcrlu scgcra diakhiri demi tcrciptanya 
kesaluan hukum yang mcngatur Pcradilan Agama dalam kcrang.ka s1stcm 

150 



dan tat a huk um UOL'iional yang bcr<lasarkan Pancas1la dan U ndang-U ndang 
DJSar 1945. 
Umuk mcwujutlkan pcrad1lan yang ~dcrhana, ccpal, dan biaya ringan 
~cbagmmana yang <liamanatkan okh Un<lang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 d1pcrlukan &ldanya pcrombakan yang bcrsifat mcndasar tcrhadap 
scgaJa pcratura.11 pcrund&mg-un<langnn yang mcngatur llmJan Pc:radilan 
agama tcrscbut d1 ata!> dan mcnycsua1~annya dcngan Undang-undang 
tcntang Kc.:tentuan-kctcntuan Pokok Kckuusa&m Kcha.k11nan yang 
mcrup.:ikan mduk dan kcrangka umum sen a mcrupakan asa~ dan pcdoman 
bag1 st:mua hngkungan pcrn<lilan 
Dcngan dcmik1~m. Undang-undang y;mg mcngatur Susunan, Kckuasaan. 
d;m Hukum Al:ara Pcng;.llhlan u.1lam Lmgkungan Pcrad1lan Agama ini 
mcrupakan pdaksanaan kctcntuan-kctcntuan d~Ul asas yang tercamum 
dalam Unda.11g-undang tl'ntang Kctcmu.in-kclc:ntuan Pokok Kckuasaan 
Kchakiman ( Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Lcmbaran Negara 
Tahun 1970 Nomor 74, Tmnbahan Lembaran Negara Nomor 2951 ). 

2. Kckuasuan Kchakiman J1 Lmgkungan Pcrad1lan Agama, dalam Undang­
undang m1 dilaksan.akan olch l'~ngadalan Agama da.11 Pcngadtlan Tinggi 
Agama yang bcrpum:ak pada .M<thk.unah Agung, scsua.1 dcngan prinsip­
pnnsip yang dncn1ukan olch Und.mg-undang No·mor 14 Tahun 1970. 
Dalam Undang-undang 1111 di•uur su~unan, kckuasaan, hukum acara, 
kc:dudukan para Hakim. d&in scgi-scg1 administrasi lam pal.la Pcngadilan 
agama dan Pcngadilun Tingg1 Agama 
Pcngadilan Agama mcrupakan pcng&u.hlan tingkal pt:rlama untuk 
mcmcriksa, mcmu1us, dan mcnyclcsa1kan pcrkara-pcrkara antara orang­
orang yang berJgama Islam di b1dang pcrkaw11rn11, kc:warisan, wasial, 
h1bah, wakaf, da.11 shad~1qah bcrdasarkan hukum lslain 
Bidang pcrkawinan yang dimaksud di smi ada.lah hal-ha.I yang dialUr 
dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 lcn1ang Pc:rkawinan 
(Lcmbaran Negara Tahun 1974 Nomor I, Tambahan L~mbaran Negara 
Nomor 3019). 
Bidang kcwarisan adalah mcngcn~1i pcncnlUan siapa-siapa yang mcnjadi 
ahli waris, pcnl!muan hana pcmnggalan, pcncntuan bagian masing­
masmg ahli wans, dan pdaksanaa.n pcmbag1rm hart a pcnmggalan terse: but,· 
bilamana pcwarisan tcrscbu1 dilakukan bcrda!iarkan hukum Islam. 
Schubungan dcngan hal tcrscbut, parn p1hak scbdum bt!rperkara dapal 
mcmpcrtimbm1gkan untuk mcmihh hukum jpa yang aka.n dipc:rgun.ikan 
<..la.lam pcmbagian warisan. 
Dalam rangka mcwuJudkan kcscrngaman kekuasaan Pcngadilan dalam 
Lingkungan Pcrad1la11 Aganm di st!luruh wilayah Nusamar~ maka olt:h 
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Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madur.1 
sertasebag1an Residensi Kalimantan Schllan dan Timurmcngcnru pcrkara 
kewarisan yang dicabut pada tahun 1937. dikemhalikan dan disamakan 
dcngan kcwcna.ngan Pcngadilan Agama di daerah-daerah yang lam. 
Pcngadila.n Tmgg1 Agamamcrupakan pcngadilantingkat bandmgtcrhadap 
pcrkara-perkara yang diputus olch Pcngadilan Agama dan merupakan 
Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mcngenai sengketa rncngadili 
antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan bcratnya bcban yang harus 
dilaksanakan olch Pcngadilan. maka perlu adanya pcrhatian yang bcsar 
terhadaptatacaradan pcngclolaan admimstrasi Pcngad1lan. Halim sangat 
penting, karena bukan saja menyangkut aspck kctcrtiban dalilm 
menyelenggarakan admimstrasi, baik di b1dang perkara maupun 
kepegawaian. gaji, kepangkatan, pcralatan kantor, dan lain-lain, telapi 
jugaakan mempengaruhi kclancaran pcnyclenggaraan Pcrad11an 1tuscnd1ri. 
Oleh karena itu. penyelenggaraan adm1mstra..~1 Peradilan daJam Undang­
undang ini dibedakan menurut jcnisnya dan dipisahkan penanganannya 
walaupundalam rangka koordinasi pcrtanggunruawaban tctap dibcbankan 
kcpadaseorang pejabat. yaitu Pamtera yang mcrangkapscbagm Sekrcraris. 
Selaku Panitera, ia menangani adminis1rasi perkara dan hal-hal 
administrasi lain yang bers1fat teknis peradilan (yustisial). Dalam 
pclaksanaan tugas ini Panitera dibanlu oleh seorang Wakil Panilera 
dan bcberapa orang Panilera Muda. 
Selalcu Sekrctaris, ia mcnangani administrasi umum sepcrti administrasi 
kepcgawaian dan sebagamya. Dalam pclaksanaan tugasnya ia dibantu 
oleh seorang Wak.il Sekretaris. 
Dengan dcmikian, staf Kepanileraan dapat mcmusatkan pcrha1ian tcrhadap 
tugasdan f ungsinya membantu Hakim dalam bi dang pcrad1lan, sedangkan 
tugas admimstrasi yang lain dapat dilaksanakan olch staf Sckrctariat. 

4. Hak.imadaJah unsuryang sangat pentingdalam penyelcnggaraanpcradilan. 
Oleh karena nu. maka syarnt-syarat pcngangkatan dan pcmbcrhcnl iannya 
diatur dalarn Undang-undang. 
Hakim diangka1 dan dibcrhentikan oleh Prcsidcn selaku Kcpala Negara 
atas usul Mcntcri Agama bcrdasackan pcrsctujuan Kctua Mahkanlilh 
Agung. 
Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekua.c;an Kchakiman bcbas 
dalam memberikan keputusan. perlu adanya jaminan bahwa. baik 
Pcngadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas lcrlepas dari 
pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain. 
Agar tugas pcnegakan hukum dan kcadilan i1u dapal dilaksanakan oleh 
Pengadilan. maka dalam Undang-undang ini d1cantumkan pcrsyaratan 
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yang sen:mtiasa harus dipenuhi oleh scorang Hakim. seperti bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.. bcrwi~wa. jujur, adil, dnn berkelakuo.n 
tidak tercela. 
Untuk memperoleh hal 1erscbut di alas mnka dahun setiap pengangkntan, 
pemberhentian, mu1asi, kenaikon pangkal, 1indakan atau hukum 
administrasi terhadap Hakim Pengad1lan Agama perlu adanya kerjasarna. 
konsultasi, dan koordinasi antara Mahknmah Agung dan Depanemen 
Agama. 
Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun 
materiil. maka pcrlu adanya pengaturan lersendiri mengenai tunjangan 
dan kc1entuan lam bagi para pejabat pcradilan, khususnya para Hakim, 
demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya. 
Umuk lc:b1h mengukuhkan kehonnaum dan kcwajiban Hakim scrta 
Pengadilan. maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dcngan 
diadakannya syarat-syarat lertentu untuk mcnjadi Hakim yang diatur 
dalam Undang-undang ini. 
Sela.in itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk 
merangkap jabatan penasihat hukum. pelaksana putusnn pcngadilan, 
wali, pengampu. dan setiap jabaian yang bcrsangkutan dengan suatu 
pcrkara yang ako.n atau scdang diadili olehnya. 
Namun. belum cukuphnnyadengan mcmcrinci larangan-larangnn scpcrti 
tersebut di atas. Agar Peradilan dapal bcrjalan dengan efektif, l1UWl 

Pengadilan Tinggi Agama dibcri luga.s pcngawasan tcrhadap Pcngadilan 
Agamadi dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningk.atknn koordinasi 
antar-Pengadilan Agama dnlam daerah hukum suatu Pengadilan Tingk.at 
Agama. yang pasti akan bennanfaat dalam kcsatuan pu1usan yang 
d1jatuhkan. karena Pengadilan Tinggi Agama dalam mclakukan 
pengawa.san terse but dapal membcrikan teguran, peringat.an, clan petunjuk. 
Kecuali itu, perbuatan dan kegiauan Hakim sccara lnngsung do pat diawasi 
sehingga jalannya peradilan yang sederhana. cepar, dan dengan ~iaya 
ringa.n akan terjamin. -. 
Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan kems, bahwa Hakim 
mclakukan perbuatan tercela, melakl:Jkan kejahatan dan kelalaian yang 
terus mcnerus dalam mcnjalankan tugas pekerjaannya, dapat 
mengakibatkan bahwa iadiberhenr.ikan tidak dcngan horina.t oleh Presiden 
selnku Kepala Negara setclah dibcri kcsempatan membcla diri. 
Hal itu dicanturnknn dengnn tegas dalam Undang-undang ini, mcngingar 
luhur dan mulianya tug as Hakim. scdangkan dalam kcdudukannya scbagai 
pegawai negcri, baginya tetap berlaku ancaman-nncaman tcrhadap 
pcrbuntan terccla sebagaimana ditetapkan dB.lam Peraturan Pcmcrintah 
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Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Ncgeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50). 

S. Undang-undang m1 sclain mengamr susunan dan kekuasaanjuga mengatur 
Hukum Acara Peradilan Agama. 
Bagaimanapun sempumanya lembaga peradilan itu dengan penataan 
susunan organisnsinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila al al 

untuk dapat menegak.kan dan mcmpenahankan kekuasaannya im bdum 
jelas, makn lembaga peradilan tersebul tidak akan dapal melilksanakan 
fungsi dan· tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan 
Hukum Acara Perodian Agamn itu sangat penting dan karenanya pula 
maka sckaligus diatur dalam Undang-undang ini. 
Hukum Acara Pcradilan Agama selrul'la ini masih 1erdapat dalam berbagni 
pcraturan dan surat edaran, balk dalam Suuusblnd, Peraturan Pemerintah, 
Surat Edaran Mah.karnah Agung dan Depanemen Ago.ma maupun dalarn 
Undang-undang Pcricawinan dan segala peraturan pelaksanaannya. 
Prinsip-prinsip pokok perodilan yang telah di1e1apkan dalam Undang­
undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang 
pcngadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulru dengan 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan 
kelentuan-kelcntuan yang lain, dalam Undang-undang ini lcbih ditegaskan 
dan dicantumkan kembali. 
Karena Peradilan Agama merupakan perndilan khusus dengan kewenangan 
mengadili perkara-pericara tenentu dan untuk golongan rakyal tenentu 
scbagaimana yang ditegaskan dalrun penjelnsan Pasal 1 Oayat ( 1) Undang­
undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tenentu 
antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara ~rdata 
pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada 
Pengadian dalam Lingkungan Pcradilan Agama, kccuali mengenai hal­
hal yang secara k.husus diatur oleh Undang-undang ini. 

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilnn 
negnra yang dijamin kemerdekaannya dalam mcnjalankan tugasnya 
scbagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentunn­
kctentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
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Pcradilan Agama yang kewenangannya mengadili perk:irn-perkara 1enentu 
dan mengenai golongan rakyat tenentu, yaitu mercka yang beragama 
Islam. sejajar dengnn peradilan yang lain. Oleh karenn itu. hal-hal yang 
dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agruna oleh Undang-undang ini 
dihapus. scpeni pengukuhan kepucusnn Pengadilnn Agamaoleh Peng11dilnn 
Negcri. Sebaliknya untulc rnemnnu1pkan kemandirian Peradilan Agama 
olch Undang-undang ini diadaknn Juru Sil~ sehingga Pengadilan Agarna 



dapat melaksanakan kcputusannya scndiri. dan tugas-tugas kcpanitcraan 
dan kesekretariatan tidak terganggu olch tugas-IUgas kejurusitaan. 

7. Di samping irn pcrkara-perkaradi bidang perkawinan merupakan sengketa 
keluarga yang memcrlukan penanganan secara khusus sesuai dcngan 
amanat Undang-undang Perkawinan. Olehkarena itu. makadalam Undang­
undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa 
pcrkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum 
acara sengkela perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang­
undang im masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975. 
Undang-undang Pcrkawinan bcrtujuan antara lain melindungi kaum 
wanna pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun daJam haJ 
g4&ro&t pcrceraian yang diaiukan oleh 1stri, Pcraturan Pemerintah Nomor 
9 Tnhun 1975 mcncntuknn bahwa gugatan harus diajukan kc Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi lempal kcdiaman lcr gugal sesuai 
dcngan prinsip hukum acarn perdara umum. 
Untuk melindungi pihak 1stri. maka gugatan perceraian dalam Undang­
undang ini diadakan perubahan. tidak diaj ukan kc Pcngadilan yang daerah 
hukumnya mcliputi tempat kediaman tergugat letapi kc Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Passi 1 
Cukup jelas 

Passi 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Passi 4 
Aynt (I) 
Pada dasarnya tempat keduduknn Pcngadilan Agamaadadi kotamadya 
atau di ibu kota kabupaten. yang daerah hukumnya meliputi wilayah 
kotamndya atau kabupatcn, tetapi tidak tertutup kcmungkinan adanya 
pengecualian. 
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Ayat (2) 
Cukupjelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukupjclas 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pa.ul6 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Usul pembentukan Pengadilan Agamadiajukan oleh Mentcri Agama 
bcrdn.sarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal9 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
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Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Aynt (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayal ( l) 

Hakim adalah pcgawai ncgeri sehingga baginya berlnku Undang-



undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kepegawaian. 
Olch karena 1tu, Mentcn agama wa1ib melakukan pcmbinaan dan 
pcngaw~an tcrhadap Hakim dalam rangka meracapai daya guna dan 
has1l guna sebagaimana lazimnya bagi pcgawai negcri. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
A)tal (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 15 
Ay3t ( 1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayal (2) 

Cukup jelas. 
Ayal (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 
Pembcrhentian dcngnn hormnt Hakim :uns pennint~an sendiri. 
mcncakup pcngertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang 
bersangkutan lidak l>crhasil menegakkrui hukum dalam lingkungan 
rumah tang!!anya scndiri. Pada hakikatnya situasi. kondisi. suasana, 
dan kcteraturan hidup di rumah tangga sctiap Hakim Pcngadilan 
mcrupakilll salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha 
membantu meningkatk::mcitradan wibawaseomng Hakim itu sendiri. 
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus mcnerus" 
ialah yang menyebabkan s1pcndcrita temyata udak mampu lagi 
mclakukan tugas kcwajibannya dengan baik. 
Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bcrsangkutan 
banyak mclakukan kcsalahan besar dalam mcnjalankan tugasnya. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 19 
Ay:it (1) 
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Yang dimaksud dengan "dipidana" falah dipidana dcngan pidana 
penjarn sckurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
Yang dimaksud dengan "meh1kukan pcrbuatan tcrcela" ialah npabila 
Hakim yang bersangkutan karena s1kap, perbuatnn, dan tindakannya, 
baik di dalam maupun di luar Pengadilan mcrcndahkan martabat 
Hakim. 
Yang dimaksud dengan "tugas pekejaan" ialah semua tugas yang 
dibebankan kepada yang bcrsangkutan. 
Ayat (2) 
Dalamha.1 pcmberhcntian tidak dengan hormat dcngan nlasan dipidana 
ka.renn mclakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan t1dak 
dibcri kescmpatan Ul\tuk mcmbela diri, kccuali apabila pidana 
penjara yang dijatuhkan kcpadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan. · 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Passi 20 
Seorang Hakim tidak boleh diberhcntikan dari kcdudukannya sebagai 
pcgawai negcri scbelum dibcrhentikan darijabatannya scbagai Hakim. 



Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kcpegawaian, 
Hakim bukan jabatan daJam cksekutif. Olch sebab itu, 
pcmberhenciannya harus tidak sanu dengan pegawni negcri yang 
lain. 

Pasal 21 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 
Aynt (2) 

Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (I) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 

Yang dimnksud dengan Pengadilan dalnm perkara pidana ndalah 
Pengadilan Negeri dan/alau Pengadilan Milicc:r. 

Pasal 23 
Cukup jelns. 

Pasal24 
Ayat {I) 

Cukup jelas 
Ayat l2) 
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri bcrdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
Yang dimaksud dc:ngan ketentuan lain adalnh hal-hal yang ant.am lain 
menyangkut kesejahteman seperti rumah dinas, don kendaraan dinas. 

Pasal 2S 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 

Cukup jelns 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 27 
Sy~t sebagaimann yang dimnksud dalrun huruf d pnsal ini, ynitu 
seua kepada Pancnsila dan Undang-Undnng Dasnr 1945, hlU'Us 
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diart.ikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 aym (I) huruf e Undang-undang ini. 
Yang dimaksud dt=ngan 11sarjana muda syari'ah otau sarjana muda 
hukum" temiasuk mcrcka yang tclah mencapai tingkat ~ndidikan 
hukum sederajat dcngan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda 
hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu. 
Mnsa pcngalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat­
syarat lain yang berkaitan. 
Alih jabatan dari Pengadalan Tingga Agama ke Pcngadilan Agama 
atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama. 

Pasal 28 
Syarat sebagwmano yang dimaksud daJam butir a huruf d sarna 
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pcnama. 

PasaJ 29 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 
dengan Penjclasan Pasal 27 ahnea pcnama. 

Pasal 30 
Syarat sebagaimana yang dimaksud daJam butir a huruf d sama 
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea penama. 

Pasal 31 

160 

Syarat sebagaimana yang dimaksud daJam butir a huruf d sama 
dengan Penjelasan Pasal 27 almea penama. 

Pasal 32 
Sya.rat scbagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 33 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sarna 
dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pcrtamo. 

Pasal34 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 
dengan Penjelasnn PasaJ 27 nlinea pertama. 

Pual 35 
Kctentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ), (2), dan (3) 
bcrlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pcngganti. 



Pasal 36 
Pengangkatan atau pembcrhentian Panitera. Wakil Panitera. Panitera 
Muda. dan Panitera Pengganti dapatjugadilakukan berdasarkan usul 
Ketua Pengadilan yang bcrsangkutan. 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Passi 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (I) 
Syarat sebagai man a yang di maksud dalarn huru f d ayat i ni. yaitu sctia 
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasnr 1945, harus dirutikan 
mencakup juga syarat scbagaimana yang dimak.sud dalam Pasal 13 
ayat ( 1) huruf e Undang-undang ini. 
Ayat (2) 

Syarat sebagaimann yang dimaksud dalarn butir a huruf d sarna 
dengan penjelasan ayat ( 1 ). 

Pasa140 
Ayat (I) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Passi 41 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), (2), dan (3) 
berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti. 

Pasal 43 
Cukupjelas 

Passi 44 
Cukupjel~ 

Pasal45 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu 
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. harus 
diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (I) huruf e Undang-undang ini. 
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Pasal 46 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 
dengan Penjclasan Pa..'ial 45. 

Pasal 47 
Pcngangkatan ata.u pembcrhentian Wakil Sckretans Pengadilan dapat 
juga dilakukan bcrdasarkan usul Ketua Pcngad1lan. 

Pasal 48 
Cukup JClas 

Pasal49 
Ayal (I) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 

Yangdimaksud dengan bidang pcrkawinan yangdiaturdalam Undang­
undang Nomor I Tahun 1974 tcntang Perkawinan antara lain ada­
lah: 
I. 1zin beristri lcbih drui scorang: 
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang bclum bcrusia 

21 (dua puluh salu) lahun, dalam hal orang tua atau wali atau 
keluarga dalam gruis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 
4. pcnccgahan pcrkawman: 
S. penolakan pcrkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah: 
6. pcmbatalan perkawinan: 
7. gugatan kclalaian alas kewajiban suami atau istri: 
8. Pcrccraian karena lill;ik: 
9. gugatan pcrcerruan: 

I 0. pcnyclesa1an hart a bcrsama: 
11 .. mcngenai penguasaan anak-anak: 
12. ibu dapat mem1kul biaya pemcliharnan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bcrtanggung jawab tidak 
mcmcnuhinya: 

13. penentuan kcwajiban mcmbcri biaya penghidupan olch suami . 
kepada bckas istri atau pencntuan suatu kcwajiban bagi bekas 
istri: 

14. pu1usan lcntang sah atau tidaknya seorang anak: 
1 S. pulusan tenlang pcncabulan kekuasaan orang tua; 
16. pcncabutan kckuasaan wali; 
17. pcnunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

'ekuasan scorang wali dicabut; 



18. menunjuk seorang wali dalam ha! seorang anak yang belum 
cukup umur 18 (dclapan belas) cahun yang ditinggal kcduaorang 
tuanya pada haJ 1ida.k ada penunJukan waJi orang tuanya; 

19. pcmbebanan kewajiban gnnti kc:rugian tcrhadap wa.li yang lclllh 
menycbabkan kcrugian alas harta benda anak yang ada d1 bawah 
kekuasaannya; 

20. penetapan asal usul seorang anak; 
21. putusan lentang hal penolakan pembcrian keterangan u n I u k 

melakukan perkawinan campuran; 
22. pemyatan 1entang sahnya perkawinan yang lerjadi sebclum 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
dijalankan menurul peraturan yang lain. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal SO 
Pcnyelesaian terhadap objck yang menjadi sengkcta dimaksud tidak 
bcrruti menghcntikan Proses Perad1lan di Pengadilan Agama alas 
objck yang tidak mcnja(h scngketa ilu. 

Pasal SI 
Ayat (I) 

Cukupjelas 
Aya1 (2) 

Cukup jelas 

Ptial 52 
Ayat ( 1) 

Pcmbcrian kctcrangan, penimbangan, dan na.sihat tcntang hukum 
Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pcrkara 
yang scdang atau akan dipcriksa di Pengadilan. 
Ayal (2) 
Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah diteu1pkan atau 
diatur dalam Undang-undang tcrsendiri, sedangkan yang dimaksud 
''berdasarkan Undang-undang'' adaJah Penuuran Pemerin1ah 
berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal 53 
Ayat (I) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dcngan "seksama dan sewajamya" iaJah antara lain 
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bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan 
kententuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang 
dilakukan dengan sederhan~ ccpat. biaya ringan. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal S4 
Cukup jelas 

PasalSS 
Cukup jclas 

Pasal 56 
Ayat (I) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 57 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah 
penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama. dan Mahkamah Agung. 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 59 
Ayat (1) 
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Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk 
memerin1ahkan pcmeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita 
Acara Sidang. 
Ayal (2) 

Cukup jelas 



Ayat (3) 
Cukupjclas 

Pa.ul60 
Yang dimaksud dcngo.n penetapan adillah keputusan Pengadilan alas 
pcrkara pennohonan, scdangkan pu1usan adalah keputusan Pengadilan 
atas pcrkara gugatan bcrdasarlcan adanya suo1u sengketa. 

Pasal61 
Cukupjelas 

Pasal62 
Ayo.t (I) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jela.s 
Ayat (3) 

Cukupjclas 

Pasal 6.1 
Cukup jelas 

Pua.I 64 
Cukup jclas 

Pasal 65 
Cukup jclas 

Pua.166 
Aya1 (I) 

Cukupjclas 
Ayat (2) 

Cukupjclas 
Ayat (3) 

Cukupjclas 
Ayat (4) 

Cukup jela.s 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 67 
Cukupjclm 
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Pasal68 
Ayat (I) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 

Pasal 71 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 72 
Cukupjelas 

Pasal 73 
Ayat (1) 
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Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 (ayat 
2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan pcrceraian diajukan kc 
Pengadilan Agama yang daerah hukuJlUlya meliputi tempat kcdiaman 
penggugat. 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 



Pasa174 
Cukup jelas 

Pasal 75 · 
Cukupjelas 

P~aJ 76 
Ayat ( 1) 
Syiqaq adalah persclisihan yang tajam dan tcrus mcnerus antara suami 
dan istri. 
Ayat (2) 

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami 
atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuJc mencari upaya penyelesaian 
perselisihan terhadap syiqaq. 

Pasal 77 
Cukupjclas 

Pasal 78 
Cukup jclas 

Pasal 79 
Cukup jelas 

Pasal 80 
Ayat (1) 
· Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 81 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasa182 
Ayat (I) 
Selama perkara bel um di put us. usaha mendamaikan dapat dilakukan pada 
setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat pcradilan. 
Ayat (2) 

Cukup jclas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
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Ayat (4) 
CukupJelas 

Pasol 83 
Cukupjelas 

Pasal 84 
Ayat (l) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 85 
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang­
undangan yang berlaku. 

Pasa186 
Aya1 (I) 

Hal terscbut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan ditfilcukan 
dengan sederhana. cepat. dan biaya ringan. 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal87 
Ayat (I) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 88 
Ayat (I) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 89 
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Ayat (I) 

Cukupjelas 



Ayal (2) 
Cukupjelas 

Pasal90 
Ayal (I) 

Cukup jcla.tt 
Ay:u (2) · 

Cukupjclas 

Pawl 91 
Aya1 (I) 

Cukup jcl~ 
Aynt C2> 

Cukup jcl~ 

ra. .. al 92 
Cuku1l jclas 

l'n~al 9 .. l 
Cukup jclas 

rH!!ial 94 
Yang hcrwcn:mg mcncntuk:m bahwa ~tmlu Jll"rk:uil mcnyangkul 
kcpcntingan umum iltfalah Kecua Pcngm.Jil'1n. 

l'•!!ial '" 
Cukup jclas 

l'a11al 9fi 

Cukup .icla'.'t. 

ra~l 'r7 
Rcnla.~arican calatan Panilera. dhmsun bcrila acara rcrsidagan. 

PH~PI 98 
Cukup jclas 

rn~Rl99 

Ayal (I) 
Cnkup jelas 

Aya1 (2) 

Cukup jcla.4' 

l':t.al 100 
Cukup _jcla~ 
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Pasal 101 
Ayal (I) 

Cukup jclas 
Ayal (2) 

Yang dimakc;ud dcngan ··di haw a kl"luar·' mclipu1i scgala. hcruuk J<\n earn 
apa pun juga yang mcrrnmlahkan isa daflar cu1n1an. ri!llalah. agar I idak ja1uh 
kcrangan pihak yang lldak bcrhak. 
Ayal (J) 

Cukup jclas 

Pasal 102 
Cukup jdas 

Passi 103 
Ayat ( ll 

Cukur jcla~ 
Ayat (2) 

Cukup Jclas 

Pasal 104 
Cukup jclac; 

Pasal 105 
Ayal (I) 

Cukup jcla~ 
Aya1 (2) 

Cukup jclas 

Pasal 106 
Cukup jclas 

Pa'ial 107 
Ayat (I) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 

Cukup jclas 

Pasal 108 
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Cukup Jcla.'I\ 

TAMBAHAN LEMRARAN NEGARA r~EPURLIK INDONESIA 
NOMOR ~400 



KOMPILASI HUKUM ISLAM 





PRESll>EN 
REPUHl..IK INUONl-:SIA 

INSTKUK.SI PKESIUEN REl1lllU.IK INUONl-:SIA 
NOMOR I 'l'AltllN 1991 

Ml•nlmbuna: 

Kc110da 
U111uk 
l't:ltTAMA 

PRESll>EN REPlJllLIK INUON&.~IA 

. 
• 

. 
• 

. . 

. . 

a. h01hwa Alim Ulama lnJonc,;ia diilam lokaknrya 
yiu1g Ji:iJakan Ji J:ika11a l'.:aJa lan~:ll 2 sampai 
Jcng:m S Pcbruari I 9KK lclah mcncrima baik 1iga 
r.uu::ing:in buku Knmpil:n;i I lukum lsliun. y:iilu 
lluku I h:nlang llukum Pcrkawin•m. Duku II 
lcnl:mg I lukum Kcwaris•m. dan Huku Ill IA:numg 
11 uk um Pcrwakaf•u1. 

h. hahwa Kompilasi I lukum lsl:un lcr~cbul di11am 
humf a olch lns1:u1si PL"1ncrinliJ1 Jan alch n\ouya­
rnkat ynng memcrluirnnnya Japal dipcr ~unakan 
5chagai pcJnman Jal:un mcnyclc~aikan m:ualah­
mnsalah Ji hiJang lcrsehul. 

c. hahwa olch kuren:i ilu Kompilaii llukum Islam 
tcrscbu1 Jalam huruf a pcrlu Jischarluaskan. 

Pasal 4 nya1 ( 1) lJnJ:mg-UnJang Dasar J'J4S 

Ml-:N<:INSTRUKSIKAN: 

M~nlcrl Aguma 

Mcnych:irluaskan Kompilasi I lukum Islam yang 
tcrJiri Jari : 
a. Buku I 1cn1ang I lukum Pcrtawinan 
h. Uuku II tcnlang I lukum Kcwari~an 
c. Buku 111 cenlang I lukum Perwak:ifan 
Schagai lcl:th dia~rim:i dal:un Loka Karyn di Joka11a 
ll.'lJa langgal 2 sam11ai Jcngan S Pchruari I '.>Ki. un1uk 
Jigunakan alch ln~tansi Pcmcrinl:th tbn olch masya­
r:ak:ll yrulg mcmcrlukannyo. 
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KE DUA 

174 

Mdaksanakan Jn,.1111k~i mi t.lcngan schaik-hoaiknya 
t.l1m t.lcn~an pcnuh 11u1ggung jawah. 

Dikcluarkan Ji Jakarta 
pat.la langgal 10 Juni 1991 

PRF.Sll>EN REPllULIK INUONESIA 

lid 

SOEHARTO 

Salinan sc.suai Jcngan aslinya 

SEKRETARIAT KAHIN!i:I" RI 

Kcpala Biro I lukum 
t.lnn Pc ru m.lan g -umJ.in gan 

ltd 

UAMBANG KESOWO, SH, LI.. M. 



MKHnlll A.GA.MA. 
UPUBUllt INDONUIA 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONE..C\IA 

NOMOR: 154 TAHllN 1991 
TENTANC; 

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESll>EN 
REl'UHLIK INl>ONESIA 

NOMOR I TAllllN llJ91TAN(;c;AL10 JUNI 1991 

Ml•nlmhan~ 

MENTERI J\GAMA REPUBl.IK INJX)NESIA 

a. bahwa ln~truksi Pre~iJcn Rcpublik Indonesia 
N omor I ·r:-ihun 1991 tang gal I 0 Juni 1991 mcme­
rin1.1hkru1 kcpaJa Mt.·ntcri Agruna untuk mcnychar­
luaskru1 Kompilasi I lukum hli\m untuk <ligunnkan 
olch lns1ansi pcmcrrnlah d:m olch masyarakat 
yang mcmcrluk:mnya. 

h. hahwa pcnycharluasan Kompilasi I lukum lslnm 
tcrschul pcrlu llilaks;makan Jcngan ~chaik-h.1iknya 
dcn!!_illl llt.'nuh langgunp. Jawah. 

c. hahwa okh karcna itu pcrlu dikclu=irkan Kcputu­
san Mcnlcri J\g:una Kcpuhlik l11Joncsia lenlru1g 
Pcl:lk~anaan lnslmksi Presidcn Rcpublik Indone­
sia Nomor I 'fohun 1991 lan~al JOJuni 1991. 

I. Pasal 4 (I) clan Pasal 17 l Jndang-llndru1g Das.1r 
1945. 

2. Kcpulus:m Pre..;idcn Rcpuhlik Indonesia Nomor 44 
T.thun 1974 lcnlang Pokok-pokok Or ganisasi 
I >cpar1cn1cn. 

]. Kepulusan Pn:.,idcn Kcpuhlik Indonesia Nomor 15 
·fohun 1984 ll•nlan~ Su!o.unan Or gani~a~i Dcpar­
tcmcn <lcngan scgala pcmhahru1 lcrakhir Nomor 4 
Tahun 1990. 

4. Kcpulus:m Mcntcri Agama Rcpublik Indonesia 
Nomor 1 R "fahun 1975 1cn1ani.:. Su~unan Organisn~i 
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Mt•rtt"lapk~1n 

Kc'C"mp:1t 

176 

• . 

. . 

• • 

dan Tarn Kcrj:t Dcpar1cmcn A(?ttma y;m~ 1clah 
tliruh.,h Jan Jiscmpum:tkan &crnkhir dcng:u1 Kl"l-.U. 
1u~:u1 Mcnlcri Agmna l·kpuhlik Indonesia NonK>f" 
75 Tahun 1984. 

1\1 le: 1\1 U 1' ll S K A N : 

KEPUTUSAN MENTEKI AfiAMA IU!l'UHl.IK 
INDONESIA TENTAN<i PEl.AKSANAAN INS­
TKUKSI Pl<ESIDEN REP\JBLIK INDONESIA 
NOMOI< I TAllllN llJlJI TANl;CIAL IOJUNI lfJ91. 

Sc.·luruh lnstansi Dcpat1cm,·n Agama Jan in~l:rn~i 
1x•mcrin1ah lainnya y:rn~ lc.·1 kttil :lJ!ar mcnyl9h.1rim1"kan 
Kompilas1 llukum lsl:-tm cli hidanJ! llulrnm Pc.·rka­
winan. Kcwarisan tfan Pcrwakafan ~chn~aim:ma 
Jimaksml tl~lam c.likrum Pc.·11mna lnslmksi Pn-"'iJcn 
Rc.•11t1hlik lmlo1wsia Nomor 1 ·i:,1m11 19111 lanJ!~al 10 
Juni 11>9 J unluk cli!!unalwn old1 lnsl:msi Pcrm·rin­
l:ih:m tlan nwsy:uakat y:m!! nu.·ml'rluk:mnya dal:un 
nwnydc.•saikan ma~alah-malliialah Ji hiJanl? lcudiul. 

Srh1111h linJ!knng:m lnsl:tnsi tc~diul <l:tl:11n tlikunn 
Pc.·11~\111:1, tlalam nn·nydl·saik:m masalah-ma~i1lah Ji 
hicl.mg I lnlrnm Pc.·1kawi11an. Kc.·w:uisan clan l'l'IW~ll'<l· 
Ian wilapal muni.:kin mc.·11c.•r;1pk:m Kmupila~i I lukum 
Is l:un I c r~chul c.li s01mpi ng pl•ral urnn pcrmulang­
un1lai1J!:m lainnya. 

l>i1t·k1ur Jcmlc.-r:il Pcmhinaan Kdcmh."lJ?aan Ag:irni1 
Islam c.l;u1 1Jirl·k1ur Jcndernl Bimhinf,!an Masy:uakal 
lsl:11n d:m lJm~an llaji mcn(!koorJinasik:m pdak­
,_anaan kt·purus:m McnlC'ri AJ!ama l<cp11hlik lmlone­
sia ini clalam hie.Ian~ lul!a~ny:t masin~-m:u•ing. 

Kl·1m1 usan ini nmlai hc.-1·lalrn sl•jak tlilcli1pkan. 

llilclapkan di J;1k:u1a 
p;ula l:tllJ!J!:1I 22 Juli I 9Q I 
l\IENTERI A<;AMA IU 

lld 

II. !\ll IN A \\'I U SJ A 1>1.A I.I 



Kl'putusan inl disampaikan kl1 p:1da Yth: 

1. Mcnko Kcsra 
2. Para Mcntcri Kabincl Pcmbangun:m V Bidang Kcsra 
3. Mcnlcri Kchakunan 
4. Sckrelaris Negara 
5. Sckrctaris Kabinct Pcmb.1ngunan V 
6. Badan Pcngawas Kcuangan (BAPEKA) di Jakarta 
7. Sckjcn/lrjcn/Para Dirjcn/Koahal1tbang Agama/Slaf Ahli Mcnleri Ag.:una 
8. Para Kcpala Biro/l)irck1ur/lnspck1Ur/Kcpala Pu~litb.1ng Agama. Kcpala 

Pusdiklal di lingkungan Dcp:utcmcn Agami\. 
9. Kcpala Kan1or Wilayah Dcpart~mcn Agama Propinsi/Sc1ingkal di 

scluruh Indonesia. 
JO. Kcpala Pcngadilan 1inggi Agama dan PcngaJilan Agama di seluruh 

Indonesia. 
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Yang dimaksud dcng:m 

RllKlJ I 

JIUKUl\-1 PERKA \VINAN 

RAD I 

KETENTlJAN UP..IUl\'1 

Pasal I 

:i. Pe mi nangan ialah k&:giatan upaya kc amh 1erjadinya huhungan perjodohan 
antarn !"eorang pria <Jeng.an "corang wamta; 

h. \Vali hakm1 ialah wah nikah yang ditunjuk olch Mcnlcri Agama atau 
pcjabal yang di1un_1uk ok·hnya. yang dihcri hak dan kcwcnangan un1uk 
hcrtindak schagai wah nikah~ 

c. Akad mkah ialah rangkaian 11ah yang diucapkan olch wali d:m kahul yang 
diucapkan olch mcmpcl::u pria atau wak1lnya <.hsaksikan olch dua orang 
~aksi: 

d. Maharadnlah pcmbcrinn dan calon mcmpclai pna kc pad a cal on mcmpclai 
wanila. baik hcrbcnluk barang. uang atau 1a..~a yang lidak bcrtcntangan 
dcngan hukum Islam~ 

c. Taklik 1alak mlah pcqanj1an yang dm~apknn calon mcmpclm pna sctclah 
akad nikah yang d1~an1umkan dalam Akta N1kah hcrupn1an_j1 talak yang 
digantungkan kcpada sualu kcadaan 1crtcn1u yang mungkm lcrjadi d1 
masa yang akan darang. 

f. Hana kckayaan dalam pcrknwman alau Syirkah adalnh hart a yang clipcrolch 
haik ~cnd1ri-~cnd1ri atau hcrsama ~uami islcri sclama dalam 1ka1an 
pcrkawinan hcrlang~ung dan scl~m1u1nya dischut harla bcr~ama. tanpa 
mcmpcrsoalkan tcnJaflar alas nama smpapun. 

g. Pcmcliharmm anak at au hadhonah aLlalah kegia1an mcngasuh. mcmclihara 
dan mcndidik ~mal>.: hingga dcwa~a atau mnmpu hcrdir1 semJiri; 

h. Pcrwalian adalah kcwemmgan yang dihcnkan kcpada scscorang untuk 
mclakukan scsualu perbua1an hukum schagai wak1I untuk kcpcnringan 
dan alas nama anak yang tidak mcmpunyai kcc.lua orang rua. atau kcdua 
orang tua a1au orang tua yang masih hidup tidak cakap mclakukan 
perhuatan hukum; 

1. Khuluk adalah pcrccraian yang tcrJadi atas pcnrnnlaan istcri dcngan 
memhcrikan tcbusan atau iwadl kcpatla dan alas pcrsc1u.1uan smuniny;.1. 

j. Mul'ah adalah pcmbcrian hckas sumni kcpada isll·ri yang dijaluhi lalak 
bcrupa bcnda arau uang dan lamnya 
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HAD II 

DASAR-DASAR PERKA \\'INAN 

Pusal 2 
Pcrkawman mcnuru1 hukum Islam 1 .. uJalah pcrm"-.ahan. yaitu akad yang 

sangat kuat atau mi1tsaa4an gholudhan un1uk mcn1aa11 pcrintah AllJh dan 
mclaksanak.annya mcrupakan ibadah. 

Pw;HI 3 
Pcrkawman benuJuan umuk mcwujudkan ke!h1dupan rumah langga yang 

sakmah. mawaddah, dan rahmah. 

Pasol4 
Pcrkawinan :1dalah sah. apabila (hlakukan mcnurul hukum Islam sesuai 

dcngan pasal 2 aya1 (I) UnJang-Undang No. I T4lhun 1974 h:nla.ng Pcrkawinan. 

PasalS 
( l) Agar lerjamin kclcrtiban pcrkawinan bagi masyarakal Islam sc:liap 

~rkawinan harus d1ca1a1. 
(2) Pcnca1arnn pcrkawman h:rscbut pada ayal (I), dilakukan olch Pcgawai 

Pc!ncalal N1kllh schagaimana yang <l1a1ur dalam Undang-Undang No. 22 
Tahun 1946 JO Um.lru1g ·Undang No. 32 Tahun 1954. 

Pasal 6 
(I J Un1uk memenuhi ke!tcn1uan dalam p~al 5, seliap pcrkawman harus 

dilangsungkan '.h hadapan dan d1 bawah pcngawasan Pcgawai Pcncalal 
Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pcngawasan Pcgawai Pencatat Nikah 
1idak mempunyai kckua1an hukum. 

Pasal 7 
(I) Pcrkawinan hanya Japar dibukrikan d~ngan Akla Nikah yang dibuat oleh 

Pegawa1 Pencauu N1kah. 
(2) DaJam hal perkawinan 1idak dapat dibuktikan dcngan Akta Nikah, dapat 

dmjukan i1sba1 nikahnya ke Pengadilan Agama. 
(3) ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pcngadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan : 
a. adanya pcrkawman dalam rangka pcnyelesaian pcrceraian; 
b. hilangnya Akta N1kah; 
c. adanya keragunn 1entang sah atau 1idaknya salah satu syarat 

pcrkawinan. 
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d. adanya perkawinan yang 1crjad1 scbclum bcrlakunya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan 

e. pcrkawinan yang d1lakukan olch mcrcka yang 11dak mcmpunyai 
ha1angan perkawman menurul Undang-Undang No. I Tahun 1974. 

(4) Yang bcrhak mcngajukan pcnnohonan i1sba1 nikah ialah suami a1au is1cri. 
anak-anak mereka. wali nikah dan pihak yang tk!rkcpenlingan dengan 
pcrkawinan ilu. 

Pasal 8 
Putusnya perkawinan selain ccra1 mati hnnya dapat d1buk1ikan dcngan 

surat ccrai berupa putusan Pcngad1lan Agama baik yang bcrbcntuk putusan 
perceraian. ikrar taJak. khuluk atau putusan takhk talak 

Pasal 9 
(I) Apabila bukll scbagaimana pada pa.sal 8 1idak d1tcmukan karcna hilang 

dan scbagainya. dapat d1mintakan sahnannya kcpada Pcngadilan Agama. 
(2) Dalam hal surat bukti yang dunaksud dalam ayat (I) t idak dapal dipcrolch, 

maka dapat diajukan pennohonan kc Pcngadilan Aga.ma. 

Pasal 10 
Rujuk hanya dapat dibukukan dengan Ku1ipan Buku Pcndaftaran Rujuk 

yang d1keluarkan oleh Pcgawm Pcncatal N1kah. 

DAB Ill 

PEI\11NANGAN 

Pasal 11 
Peminangan dapat langsung dilakuka.n olch orang yang bcrkchendak 

mencari pasangan jodoh. 1ap1 dapat pula d1lakukan oleh pcrantara yang dapat 
dipercaya. 

Pasal 12 
(I) Pemmangan dapat dilakuka.n terhadap scorang wa.nita yang masih pcrawan 

atau terhadap janda yang tel ah hab1s masa iddahnya 
(2) Wanila yang ditalak suami yang mas1h berada dalam masa iddah raj'iah, 

haram dan dilarang untuk dipinang. 
(3) Dilarang juga meminang scorang wanita yang scdang dipinang pria lain. 

selama pmangan pria tersebut belum putus atau bclum ada pcnolakan dari 
pihak wanita. 

(4) Pu1usnya pmangan pihak pria. karcna adanya pcmyataan tcntang putusnya 
hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang mcminang tclah 
menjauhi dan mcninggalkan wanita yang dipinang. 
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Pasal 13 
( 1) Pinangan bclum mcnimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan pcminangan 
(2) Kcbcbasan mcmutuskan hubungan pcminangan dilakukan dengan tata 

cam yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kcb1asaan sctempat. 
sehingga tctap terbma kcrukunan dan salmg menghargai. 

RAB IV 
RUKUN DAN SY ARAT PERKA \VINAN 

Bagian Kcsatu 
Rukun 

Pasal 14 
Untuk melaksanakan pcrkawinan harus ada: 
n. Calon suami. 
b. Calon isteri. 
c. Wali nikah. 
d. Dua orang saksi dan 
e. ljab dan Kabul. 

Baginn Kcdua 
Calon mempelai 

Pasal 15 
(I) Untuk kemaslahalan kcluargadan rumah tangga. pcrkawman hanyaboleh 

dilakukan calon mcmpcla1 yang telah mcncapai umur yang ditctapkan 
dalam pasal 7 Undang-Undang No. I Tahun 1974 yakm calon suami 
sekurang-kurangnya bcrumur 19 lahun dan cal on isteri sckurang-kurangnya 
bcrumur 16 tahun. 

(2) Bagi calon mcmpelai yang bclum mencapai umur2 I tahun harus mendapat 
izm scbagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU 
No. I Tahun 1974. 

Pasal 16 
(I) Pcrkawinan didasarkan atas pcrsetujuan calon mcmpclai. 
(2) Bentuk persctujuan calon mcmpclai wanita.. dapal bcrupa pcmyataan 

tegas dan nyata dcngan tulisan. lisan alau isyarat tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada pcnolakan yang tegas. 

Pasal 17 
(I) Sebclum bcrlangsungnya pcrkawinan, Pegawai Pencatal Nikah 
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mcnanyakan lcbih dahulu persctujuan calon mempclai di hadapan dua 
saksi nikah 

(2) Biln tcmyura pcrkawinan ridak disctujui olch salah scor.ingcalon mcmpdai 
maim pcrkawinan ilu 1idak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempda1 yang mcndt=rila luna w1cara atau tuna rungu 
pcrsctujuan dapat dinyatakan dcngan tulisan a1au isyaral yang dapat 
dimcngeni. 

Pasul 18 
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan mdangsungkan pcmikahilll 

tidak ten.lapat halangan perkawinan sebagnimana diatur dalam Bab VI. 

Bagian Kctiga 
Wali Nikuh 

Pasal 19 
Wali nikahdalam pcrkawinan merupakan rukun yang harus dipc:nuhi bag1 

calon mempclai wanua yang berundak untuk menikahkannya. 

Pusol 20 
(I) Yang bc:11indak sc:bagai wali nikah ialah sc:onu1g laki-lak1 yang mcmc:nuhi 

synrat hukum Islam yakna muslim. akil dan baligh. 
(2) Wah nikah terdin dan : 

a. Wali nasab. 
b. Wali hak1m. 

Pasal 21 
(I) Wali nasab terdiri dari empal kelompok dalam urulan kedudukan, kclompok 

yang satu didahulukan dari kelompok yang lam sesuai eral tidaknya 
susunan kekcrabatan dengan calon mempelai wanila. 
Penama. kelompok kerabill laki-laki garis lurus ke alas yakni ayah, kakck 
dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua, kelompok kcrabat saudara laki-lak1 kandung atau saudara laki­
Jaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga. kelompok kerabat paman, yakni saudara lnki-lak1 kandung ayah. 
saudara seayah dan keturunan laki-lak.i mereka. 
Keempa1. keJompok saudara Jaki-laki kandung kakek, saudara lak.i-laki 
seayah kakek dan ketunman laki-Jaki mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah lerdapat bcberapa orang yang 
sama-sama berhak menJadi wali, maka yang paling berhak menjadi waJi 
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita. 
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(\) Apatiila dttlam satu kclompok sama dcrajat kckcrabatannya maka yang 
pal mg berhak mcnjadi wah nikah ialah kcrabat kandung dari kerabat yang 
hanya scayah. 

(4) Apabila dalam saru kclompok. dcrajat kckcrabatannya sama yakni sarna­
sama dcrajat kandung atau sama-sama dcraJat kerabat ~cayah, mercka 
sama-sama bcrhak mcnJadi wali nikah, dcngan mcngutamakan yang lebih 
tua dan mcmcnuhi syarar-~yarat wali. 

Pasal 22 
Apabila wali nikah yang pahng berhak. urutannya tidak memenuhi syarat 

scbaga1 wali nikah atau olch karcna wali nikah Hu mcndcnta tuna wicara. tuna 
nmgu atau sudah udzur. maka hak menJadi wali hergcscr kcpada wali nikah 
yang lam menurut deraJ:lt hcnkutnya. 

Pa~al 23 
(I) Wali hakim baru dapat bcrtindak scbagai wal1 nikah apabila wali nasab 

tit.lak ada atau tidak mungkin mcnghadirkannya atau tidak dikctnhui 
tempat linggnlnya atau g:mb atau adlal atau cnggan. 

(2) DaJam hal wali adlal atau enggan rnaka wali hakim baru dapal bertindak 
scbagai wali nikah sctclah ada putusnn Pcngadilan Agama tentang wali 
te~chut. 

Bagian Kecmpot 
Sak.4ti Nikah 

Pasal24 
(I) Snksi dalam pcrkawman mcrupakan rukun pclaksanaan akad nikah. 
( 2) Sctiap pcrkawinan harus disaksikan olch dua orang "'aksi. 

Pa.~al 25 
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialnh seorang laki­

laki muslim, adil. ak1l hahgh. lidak tcrganggu ingatan dnn 1idak tuna rungu atau 
tuli. 

Pasal 26 
Saksi harus hadir dan mcnyaksikan sccarn langsung nkad nikah scrta 

mcnandatangam Akla Niknh pada waktu dan di tcmpat akad nikah 
dilangsungkan. 

Bngion Kclima 
Akad Nikah 

Pasal27 
ljah dan kahul antara wali dan cal on mcmpclai pria harus jelas bcruntun 

dan 1idak hcrselang waktu. 
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Pasul 28 
Akad nikah dilaksanakan scndiri secara pribadi olch wali nikah yang 

bcrsangkutan. Wali nikah dapat mewaktlkan kcpada orang lain. 

Pasal 29 
(1) Yang bcrhak mcngucapkan kabul mlah calon mempelai pri::i secara 

pribadi. 
(2) Dalam hal-hal tertenlu ucapan kabul nikah dapat d1wakilkan kcpada pria 

lain dengan ketcntuan calon mcmpclai pria membcri kuasa yang tcgas 
seca.ra tenulis bahwa penerimaan wakll ata..C\ akad nikah nu adalah unwk 
mempelai pria. 

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali kcbcratan calon mempelai 
pna diwakih, maka alrnd 11ikah tidak boleh dilangsungkan. 

BAB V 
MAHAR 

Pasal30 
Ca.Ion mempelai pria wajib m~mbayar mahar kepada calon mempelai 

wanita yang jumlah. bentuk dan Jenisnya d1scpakati olch kedua belah p1hak. 

Pasal31 
Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kcmudahan yang 

dinnjurkan olch ajaran Islam. 

Pasa132 
Mahar d1berikan langsung kepada ca.Ion mcmpelru wanita, dan sejak itu 

menjadi hak pribadinya. 

Pasal 33 
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan llmni. 
(2) Apabila calon mempelai wanita menyctujui. penyerahan mahar boleh 

ditangguhkan bailc untuk scluruhnya a1au untuk sebag1an. Mahar yang 
belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelw pna. 

Pasal 34 
(I) Kewajiban menyerahk:in mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan. 
(2) Kelalaian menyebutjenis danjumlah mahar pada waktu akad mkah. tidak 

menyebabkan batalnya perknwinan. Begitu pula halnya dalam keadaan 
mahar masih terhutang. tidak mengurnngi sahnya perkawinan. 
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rasal 35 
(I) Su<imi yang mcntnlak 1sterinya qohla al dukhul wajih mcmhayar setcngah 

mahar yang: lclah cJilcntukan dalam akad n1kah. 
(2) Apabila suami mcninggal dunia qohla al dukhul scluruh mahar yang 

diletapkan mcnjadi hak pcnuh i~tcrinya. 
(J) Apabila pcrceraian tcrjadi qobla al dukhul lelapi hcsamya mahar belum 

ditetapkan, maka suami wajib mcmtiayar m:ihnr mitsil. 

rosnl 36 
Apahila maharhilang scbclum d1scmhkan. mahar nu dapal dignnti dengan 

hnrang lam yang samn hcntuk danjemsnya :uau dcngan barang lam yang sama 
mlainya alau dengan uang yang scmlai dcngan harga harang mahar yang 
hilang. 

rasal 37 
Apahila ICrJadi schsih pendapal mcngcnai jenis dan nilai mahar yang 

ditctapkan. pcnyclesmannya diaJukan kc Pcngadilan Agarna. 

Pasal 38 
(I) Apabila mahar yang discrahkan mcngandung cacad atau kurang, tctapi 

calon mempelai wanita tctap bcrscdi;1-mcncrirnanya lanpa syarat. 
rcnycrahan mahar dianggap luna.~. 

(2 Apabila 1s1cri menolak unruk mencrima mahar karcnacacad, suami harus 
mcnggan1inyn dcngan mahar lain yang tidak cacao. Sclama pcnggantinya 
belum diserahkan. mahar dianggap nmsih bclum dibayar. 

n An VI 
LARANGAN KA \\'IN 

Pn~al :\9 
Dilarang melnngsungkan ~crkawinan an1:ua scorang pria. dcngan seorang 

wanila dischahkan : 
I. Karena pertalian na..l\ati : 

a. dcngan scomng wanna yang mclahirkan atau yang mcnurunkannya 
a1au kcturunannya. 

b. dcngan scorang waniu1 kcrurunan ayah atau ihu: 
c. dcngan seorang wanila saudara yang melahirkannya. 

:?. Karena pertalian kerahat scmcnda: 
;i. dcngan scorang wanita yang mclahirka.n 1s1erinya atau bckas istcrinya; 
b. dcngan scorang wanita bckas isteri orang yang mcnurunkannya: 
c. dcngan scorang wanita ketunman istcri atau beka.4i istcrinya. kecuali 
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pulusnya huhungan pcrkawinan dcngan hckas islcrinya itu qobln al 
dukhul 

d. dcngnn scorang wanita bckas istcri kc1urun::mnya. 
J Karena pcrtalinn scsusunn : 

a. dcngan wanitn yang menyusumyadan l\Ctcmsnya mcnurul garis lurus 
kc alas. 

h. dcng.an scornng wanila scsmrnan dnn sctcrnsnya rm:nurnl g.aris lurus 
kc hawah, 

c. dcngan scornng wanira samlarn scsmarnn. d•m kcmcnak:m scsusu:m 
kc hnwnh: 

d. dcngan scor:mg wnmln hi hi scsmman dnn ncm:k hi hi scsusunn kc alas~ 
c. dcngnn nnak yang d11\usui olch istcrinya clan kctunmannya. 

Pmml 40 
Dilarang mclangsungknn pcrkawmnn an tarn seorang prin dengan scorang 

wanila karena kcnd~1n lcrtcntu : 
a. karcna wanila yang bcr.;angkutnn ma.sih tcrikat satu pcrknwinan dcngnn 

pna lain; 
h. scornng wanitn yang masih bcrnda dnlnm mn..sa iddah dcngnn pria lain: 
c scorang wanita yang tidak hcragama Islam 

Pmml 41 
( I) Scorang pria dilarang mcmadu istcrinya dcngnn scorang wanita yang 

mempunyai huhungan pcrtnhan nnsab atau susuan dcngan 1stcnnya : 
n. · saudara kandung. scayah ntau scihu scna kc1urunannya: 
b. wanua dcngan hihinya :uau kcmcnakannya 

(2) Lamngan 1crschut pada aym <I) tctap bcrlaku mcskipun is1cn-is1crinya 
lclah ditalak raj'i. lclapi masih dalam masa iddah 

Pmml 42 
Scorang priad1lnrang. mdangsungkan pcrkawinan dcngan scorang wanita 

apahila pna lcr.:;chul scdang mcmpunyni 4 (cmpat) orang islcri yang kccmpal­
cmpntnya mnsih tcrikat lali pcrkawinan atau mas1h dalam iddah lalak rnj'1 
al:mpun snlah scorang di anta.ra mcrcka mas1h 1cnka11all pcrkawinan scdang 
yang lainnya dnlam masa 1ddah 1alak rnf i. 

Pasal43 
(I) Dilarnng mclangsungkan perkawinan anlarn scorang pria: 

a. dcngan scorang wanita bckas 1stennya yang c.J11alak tiga knli; 
b dcngan scorang wnnita hckas 1s1crinya yang d1li 'an. 

(2) Larangan 1crschu1 pada ayat (I) huruf a gugur. kalau hckas islcri ladi tel ah 
kawin dcngan pria lain. kcmud1an pcrkawinan lcrschut pulus ba'dn 
d1•' Jiul dan tclah hahis ma.c;a iddahnya. 
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Pasal44 
Scorang wanita Islam dilarang mdangsungkan ~rkawrnan dcngan scorang 

pria yang udak bcrag•u11~1 blmn. 

BA II VII 
PEkJANJIAN PERKA\VINAN 

Pasal4S 
Kcdua calon mcmpda1 dapal mcngadakan pcr.JanJ1an pcrkawinan dalam 

~nruk: 

I. Taki ik talak dan 
2. PerjanJian lain yang t1dilk bt!ncnlangan dcngan hukum lslmn. 

Pasal46 
(I) lsi laklik lalak tidak bulch bt:ncmangan dc:ngan hukum lsla.m. 
(2) Apab1la keada.an yang d1syaratkan dalam taklik &aJak bt:tul-betul terjadi 

kcmmhan, tidak dengan St!ndirinya 1alak jaluh. 
Supaya lalak sungguh-sungguh Jaluh, istcri harus mcngajukan 
pcrsoalannya kc Pcngadilan Agama. 

(3) Pc1"janJ1an 1akhk talak bukan sua1u pcrjan11an yang wajib diadakan pada 
sctiap pcrkawinan, akan tetapi sckah takhk 1alak sudah dipt:rJanjikan 
lidak dapat dicabul kcmbali. 

Pas .. 147 
(I) Pada wak1uatau sebclum perkawinan dilangsungkan keduacalon mempelai 

dapat membmn pcrJanj1an lertulis yang disahkan Pcgawai Pencatat Nikah 
m~ngenai kedudukan harta dalain pcrkawinan 

(2) Pcrjanjian tersebut pad a ayat (I) dapal mel iputi percampuran harta pribadi 
dan penusahan harta pencaharian masing-masing scpanjang hal itu udak 
berten1angan dengan hukum lslain. 

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (l) dan (2) di aras. LJleh =•Jga isi 
per.JanJian i1u menelapkan kewenangan masing-masing untuk men~adakan 
ikatan h1potik alas harta pribadi dan harta bersama atau hana syarikat 

Pasal 48 
(I) Apab1ladibuat pc!rjanJian pcrkawinan inengenai pemisahan hanabersama 

atau harta syarika1, maka perjanjian tersebut udak boleh menghilangkan 
kewajiban suami untuk memcnuhi kebutuhan rumah tangga. 

(2) Apabila dibual pcrjanjian perkawinan t1dak memenuhi ketentuan tersebut 
pada ayat (I) dianggap tetap 1erjadi pemisahan hart.a bersama atau harta 
syarikat dengan kewajiban suanu menanggung biaya kebu1uhan rumah 
tangga. 
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P11sul49 
(I) Pcrjanjinn pcrcampuran harta pnbadi dapal mclipuli scmua hana, haik 

yangdibawa mas1ng-rnasing kcdahun pcrkawman maupun yangd1pc:rolch 
mnsing·masing sdama ~rkawina.n 

(2) Dcngan tidak mengurangi kclcntuan 1erscbut pada ayal (I ) dapa1 jugu 
dipcrianj1kan bahwa pencampuran harla pribac.h hanya 1crba1as pada hatta 
pribadi yang dibawa pad.a saal pcrkawman d1langsungkan, sc:hmggn 
pencampuran mi 11dak mchpuu harta pnbad1 yang dipcrolc:h selama 
perkawinan atau sebaliknya. 

Pasal SO 
(1) Perjanjian perkawinan mcngcnill harta. mengikat kcpada para pihak tlan 

pihak keugalerhitung mulai 1anggaJ d1langsungkan pc!rkawina.ndi hadapan 
Pegawai Pc:ncalal Nikah. 

(2) PerjanJian perkawinan rncngcnai hana, dapal d1cabu1 alas pcrsclujunn 
bersama suami 1s1cri dan wa_1ib mendaftarkannya di Kan1or Pegawai 
Pencn1a1 N1kah 1empa1 perkawinan dilangsungkan. 

(3) Sejak pem.laftaran tcrsebut. pcncabul&m 1e1ah mc=ngikat kcpada sunml 
is1eri 1ctapi tt:rhadap p1hak kc:uga pcncabu1an baru mengikat SCJak uinggal 
pendaftaran i1u diumumkan olt:h suami 1steri dalam su3tu surat k.abar 
sc1empat. 

(4) Apabiln dalam tempo 6 (cnam) bu Ian pcngumuman tidak dilakukan yang 
bcrsangkutan, pcndaftaran pencabulan dengan scndirinya gugurdan tidak 
meng1kat kcpada p1hak kt!tiga. 

(5) Pencabutan pcl)anjian pcrkawinan mengenai hartalidak boleh merugikan 
perjanjian yang telah di~rbu'1l sc:belunmya dt:ngan pihak ke1iga. 

Pasal SI 
Pclanggaran atas perjanjian pcrkawinan memberi hak kepada isteri untuk 
mcminta pembatalan nikah atau mcngajukannya scbagai alasan gugatan 
perceraian kc Pengadilan Agama. 

Pasal 52 
Pnda saaldilnngsungkan pcrkawinan dengan isreri kedua. ketiga atau kecmpat. 
bolch diperjanjikan mengenai 1empa1 kedmman. waktu giliran dnn biaya 
rumah langga bagi isteri yang akan dinikahinya itu. 

BAB VUI 
KAWIN HAMIL 

Passi 53 
(I) Seorang wanitn hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

mengha.milinya. 
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(2) Pcrkawinan dcngan wanila hamil yang discbu1 pada uyal (I) dapat 
d1langsungkan 1a11pa mcnunggu lcb1h dahulu kdahir.111 anaknya. 

(3) Dcngan dilang:)ungkannya pc:rkawinan pada saal wanna hamil. 1idak 
dipt:rlukan perkawinan uhmg se1elah anak yang dikandung lahir. 

Pasal 54 
(I) Sclamascseorang musihdalanikcadaan ihr.un.1idak bolch n'k!langsungkan 

pcrkawinan <.Ian juga lidak bolch bcrtindak scbag_~ waJi nikah. 
(2) Apab1la terjadi pcrkawinan dalam keadaan ihram. atau wali nilwhnya 

masih bernda dalam ihram pcrkawinannya tidak sah. 

BAB IX 
BERJS'fERI LEBIH DARI SATU ORANG 

Paw1ISS 
(I) Berisleri leb1h dari s:uu orang pada wak1u yang be~maan. terbatas hanya 

sampai empal orang 1stcri. 
(2) Syaral ucama bcristcn lcbih dari Sc:orang. suami harus mampu bertaku adil 

t~rhudap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
en Apabila syaral Ulama yang disebut pada nyal (2) lidak mungkin dipcnuhi. 

swimi dilnrnng bcnstcri lebih d::ui scorang. 

Pasa156 
(I) Suami yang hendilK berisle!ri lebih dari salu orang harus mendapat izin dwi 

Pengadilan Agama. 
(2) Pengajuan pennohonan iz.in d1maksud p:ida ayal (I) dilakukan menurut 

1a1acara sebaga.muma diatur dalam Bab VIII PcraJuran Pcmerintah No. 9 
Tahun 1975. 

(3) Perknwinan yang d1lakuka.n denga.n isteri kcdua. ketiga Olau kcempat 
lnnpa ilin dan Pengadilan Agruna, tidak mempunyai kekua1an hukum. 

Pasal 57 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada scorang suami yang aknn 
bcristeri Jcbih dari scorang npabila : 
a. is1eri tidak dapal menjaJankan kewajiban sebagai is1eri: 
b. isleri mcndapat cacad badan a1au pen yak ii yang t1dak dapat disembuhkan; 
c. isteri lidn.k dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 58 
(I) Sdain syarat utama yang disebul pada pasal SS ayar (2) maka untuk 

memperoleh izin Pcngadilnn Agama. harus pula dipenuhi syara1-syara1 
ynng ditentukan pada pasaJ S Undang-Undang No. I Tahun 1974 yo.ilu: 
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a. adanya pc~cluJUan is1cn, 
b. ad::mya kcpaslian bahwa suami mampu mcnJrumn kcpcrluan tudup 

istcri-isteri dan anak-anak mc:rcka 
(2) l.Xngan udak mengurangi kch:ntuan p~al 41 huruf b Pcrawran Pcmcrin1ah 

No. 9 Tahun 1975. J>t=rsc1u1uan 1s1cri a1au is1c:n-1s1cri dapal dibcnkan 
sc:cara tcnulis alau dengan lisan, 1c1api sckahpun rclah ada pcrsctuJuan 
tenulis persetujuan im dipcrtcgas dcngan pcrsctujuan lisru1 istcri pada 
sidang Pcngad1lan Agama 

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (I) huruf a t1dak d1pcrlukan bagi scorang 
suami apabila is1cr1 atau 1s1cri-1stcrinya udak mungkm d11111n1ai 
pcrsclujuannya dan tidak dapat mcnJudi pihak dalam pcrJanJian atau 
apabila Iida ada kubar dari 1s1c:ri atau 1sten-is1crinya sckurang-kurangnya 
2 tahun a1au karcna sc:bab lain yang pcrlu 1m:ndapa1 pcnila1an l-ta.k1m. 

Pasal 59 
Dalam hal istcri 11dak mau mcmbcrikan pcrsctuJuan. dan pennohonan 1zin 
untuk bcristcri h:bih dari satu orang bcrdasarkan •llas salah sa1u alasan yang 
diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pcngad1lan Agama dapat mcnctnpkan 
tenrang pcmbc:rian 1zm serelah mcmcriksa dan mendcngar 1stcn yang 
bcrsangkutan di ~rsidangan Pc:ngadilan Agama, dan tc:rhadap pcnctapan m1 
isteri atau suanu dapal mcngaJukan band111~ alau kasasi 

BAB X 
PENCEGAllAN PERK.A \VINAN 

Pasol 60 
(I) Penccgahan pcrkawinan bcnuJuan unruk mcnghindari su:.nu pcrkawinan 

yang d1larang hukum Islam dan Pcraluran Pcrundang-undangan. 
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan blla calon suam1 atau ca Ion istcri 

yang akan melangsungkan pc:rkawman tidak memcnuhi syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawman menurut hukum Islam dan Pcraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 61 
Tidak sekufu lidak dapat d1jad1kan alasan unluk mcncegah perkawinan, 
kccuali tidak sekufu karena pcrbcdaan agama atau 1khtilaafu al d1en. 

Pa.sol 62 
(I) Yang dapat menccgah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke alas dan ke bawah, saudarn, wali nikah. wal i pengampu 
dari saJah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. 
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(2) Aynh kandung yang lidak pcmah mclaksanaknn fungsinya sehagai kepala 
kcluarga lidak gugur hak kcwahannya untuk mcnccgah pcrkawinnn yang 
akan dilakukan olch wali yang lain 

Pasal 63 
l'cnccgahan pcrkawin:m d~1pal dalakukan olch suami alau islcri yang mas1h 
lcnkat dalam pcrka"'man dcngan salah scorang calon iSlcn <Uau calon suami 
yang akan mclangsungkan pcrkawman. 

Pasal 64 
PcJahal yang di1unjuk unluk mcngawasi pcrkawinan bcrkcwajiban mcncegah 
pcrkawinan b1la rukun dan syarat pcrkawinan lu.lak dipcnuhi. 

Pasal 6S 
(I) Penccgahan pcrkawinan diaJukan kcpada Pcngadilan Agamadalamdaerah 

hukum di mana perkawman akan dilangsungkan dcngan rncmberilahukan 
JUga kcpada Pcgawa1 Pcncatal Nikah. 

(2) Kcpada calon-calon mcmpclai d1bcri1ahukan mcngcnai pcnnohomm 
pcnccgahan pcrkawman d1maksud dalam ayat (I) olch Pcgawai Pencatnt 
Nakah. 

Posal 66 
Pcrkawinan tidak dapat dilangsungkan apah1la pcnccgahan hclum dicabut. 

Pasal 67 
Pcnccgahan pcrkawinan dapal dicahut dcngan mcnarik kcmhali pcm10honan 
pcnccgahan pada Pcngadilan Agama olch yang mcm:cgah atau dcngan putusan 
Pcngad1lan Agama. 

Pasal 68 
Pcgawai Pcncalat Nikah tidak diperbolchkan melangsungkan a1nu mernhantu 
mclnngsungkan pcrkawimm h1ln ia mengc1nhui adanya pclnnggarnn dari 
kctcntuan pasal 7 nya1 (I). pa.<ial 8. pasal 9. pa<ial 10 ntau pasal 12 Undang­
Undang No. I Tahun 1974 mcskipun tidak ada pcnccg:ihan pcrka.winan. 

Pasal 69 
(I) Apahila Pcgawai P<.'ncalat Nikah bcrpcndnpnt hahwa tcrh:idap pcrknwinan 

lcrschut nda larnngan mcnurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 maka 
ia akan mcnolnk mclangsungkan pcrkawin:rn. 

(2) Dalam hal pcnolakan. maka pcnnin1aan salah satu pihnk yang ingin 
mclangsungkan pcrkawman oleh Pcgawa1 Pcncatat Nikah akan dibcrikan 
suniu ketcrangan tcnulis dnri penolakan tcrschut discrta1 dcngan alasan­
alasan pcnolak::mnya. 
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(:\) Para pihak ynng pcrkawinannya ditolak hcrhak mcngajuknn pcrmohmmn 
kcpada Pcnf?adilan Agam:1 dalam wilayah mana Pcgawai Pcncaltlt Nikah 
yang mcngadakan pcnolakan bcrkcdm.lukan un1uk mcmhcrikan kcpu1usan, 
dcng:m mcnyemhk:m suml ketcrangan pcnolakan lcrsebul di alas. 

(4) Pengadilan Agam.1 akan mcmcriksa pcrkarnnya dengan acara singkal dan 
a.kan mcmherik::m kc1e1apan. apakah ia akan mcngualkan penolakan 
tcrscbul alaukah mcmcrintahkan agarsupaya perkawinan dilangsungkan. 

(~) Kctctapan ini hilang kckuarannya, jika rinlangan-rintangan yang 
mcng:lkih~ukan pcnolakan lerscbul hilang dan para pihak yang ingin 
kawin dapat mcngulangi pcmllcritahuan tcntang maksud mcreka. 

BAH XI 
BATALNVA PERKAWINAN 

Pasel 70 
Pcrkawinan halal npahila : 
a. su01mi mch1kukan pcrkawinan. scdang ia tidak bcrhak mclakukan akad 

nikah karena sudah mcmpunyai cmpat orang i~teri. sckalipun salah salU 

dari kccmpat istcrinya ilu dalam iddah talak raj'i: 
b. SC$Corang mcnikahi beka~ isrerinya yang tclah dili'annya; 
c. scscorang mcnikahi bcka.~ islcnnya yang pcmah dija1uhi liga kali lalilk 

olchnya. k~cuali hila bckac; islcri tcrschut penmh mcnikah dengan pria lain 
yang kemudian hcrccrai Jagi ba'da al dukhul dari pria tcrscbul dan tclah 
habis masa iddahnya; 

d. pcrkawinan dilakukan anrara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, SCITk·nda dan sesusmm smnpai dcrajal 1erten1u yang mcnghalangi 
pcrkawinan mcnurut pa.c;al R Undang-Undang No I Tahun 1974. yailu : 
I. hcrhuhnngan darnh dalam garis kc1urunan lurns kc bawah a1au kc 

ala.c;: 
2. hcrhuhungan darah dalam garis kclurunan mcnyamping yaitu anlara 

saudara. antara ~orang dcngan saudara oran~ tua dan an1arn scorang 
dcngan saudarn ncnck nya; 

J. berhuhungan scmcnda. yailu mcrtua, anak 1iri. mcnanlu dan ihu :llnu 
ayah tiri: 

4. bcrhubungnn scsusuan. yaitu orang 1ua sc!llusuan. anak scsusuou,. 
saudara scsusuan dan bibi atau paman sesusuan: 

c. is1cri a<lalah saudara kandung atau schagai hi hi :uau kcmcnakan dari is1cri 
atau isrcri-islerinya. 
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Pasal 71 
Suatu pcrkawman dapal d1ba1alkan apah1la 
a. scorang suam1 mclakukan poligami tanpa izin Pcngad1lan Agama: 
h. pcrcrnpuan yang dikawmi tcmyata kemudian dikctahm ma.~ih men1adi 

istcn pria lam yang mafqud; 
c. percmpuan yang dikawmi lcmyata masih dalam 1ddah dari suarni lain: 
d pcrkawinan yang mclanggar ba1as urnur pcrkawinan. scbagaimana 

dilclapkan dnlam pasal 7 Undang-Undang I Tahun 1974; 
e. pcrkawman d1langsungkan tanpa wali a1au dilaksanakan olch wali yang 

lidak berhak; 
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

Pasal 72 
(I) scorang c;uami atau istcri dapal mcngajukan pcnnohoan pembatalan 

pcrkawinan apabila pcrkawinan d1langsungkan di bawal1 ancaman yang 
mclanggar hukum 

(2) seorang suami atau istcri dapat mcngajukan pcrmohonan pcmbatalan 
pcrkawman ap::ibila pada waktu bcrlangsungnya pcrkawrnan ICl)adi 
pcnipuan alau salah sangka mcngcnai din suami atau istcri: 

()) Apah1la ancaman lclah berhcn1i. a1nu yang bcrsalah sangka itu mcnyadari 
kcada:mnya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) oulan sctclah ilu masih 
lctap h1dup scbagai suami 1stcri. dan tidak mcnggunakan haknya untuk 
mengajukan pennohonan pcmbatal~m. maka haknya gugur. 

Pasal73 
Yang cfapat mengajukan pcrmohonan pcmbatalan perkawinan adalah: 
a. para kcluarga dalam gans kcturunan lurus kc atas dan kc bawah dari 

suami a1au 1stcri; 
b. ~uarn1 atau istcri; 
c. pc_1ahat yang rerwcnang mcngawac;1 pclaksanaan pcrkawinan menurut 

undang-undang; 
d. para pihak yang bcrkcpcntingan yang mcngctahui adanya cacad 

dalam rukun dan syarnl perkawman mcnurut hukum Islam dan 
Pcraturan Pcrundang-undangan scbagaimana terscbut dalam pa.c;al 
67. 

Pasal 74 
(I) Pcrmohonan pcmhatalan pcrkawrnan dapat diajukan kepada Pengadilan 

Ag;una yang mcw1layahi tcmpat tinggal suami alau istcri atau tcmpat 
pcrkawrnan dilangsungkan; 

(2) Batalnya suatu pcrkawinan dimulai sctelah putusan Pcngadilan Agama 
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mempunyai kekuatan hukum )'ang tetap dan berlaku sc1ak saat 
berlangsungnya perkawinan. 

Posal 75 
KeputusarrPcmbatalan perkawinan tiJak bcrlaku surut tcrhndap: 
a. perkawinan yang batal karena salah s:uu dari suanu atau istc:ri munad; 
b. o.nak-anak yang d1Ji.lhirkan dari pcrkawinan tcrscbut; 
c. pihak kctign sepanJang mercka memperolch hak-hak dcngan bcritikad 

baik. sebclum kcpucusan pcmbatalan pc:rkawinan mcmpunyai 
kekuatan hukum yang tctap. 

Pasal 76 
Batalnya suatu perkawinan tidak akan mcmutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang 1uanya. 

BAD XII 
HAK DAN KE\V AJIBAN SUAl\.H ISTERI 

Bagian Kcsatu 
Um nm 

Pasol 77 
( l) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakmah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 
dari susunan masyarakat. 

(2) Suami isleri wajib saling cinta mencintai, honnat menghonnati, setia dan 
membcri bantuan lahir batin yang sntu kcpada yang lam. 

(3) Suruni isteri memikul kewajiban unluk mengasuh dan memelihara anak­
anak mcreka. bailc mengt!nai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 
kccerdasannya dan pendidikan agamanya. 

(4) Suami isteri waj1b memelihara kehormntanny~. 
(5) Jika suami al.au isteri melalaikan kcwajibannya. masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

Pasal 78 
(I) Suami isteri harus mempunyai tempai kedia.man yang tetap. 
(2) rumah kediaman yang d1maksud dalam ayat (I), di1entukan oleh suami 

isteri bcrsama. 

Bagi:m Kcdua 
Kedudukan Suami lstcri 

Pasal 79 
f 1 \ Suami adalah kepala keluarga dan is1eri ibu rumah tangga. 
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(2) Hak dan kedudukan is1cri adalah ~cimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan nunah tangga dilll pcrgaulan hidup bcrsama 
dalarn m~yarak:ll. 

(3) Masing-masing p1hak berhak un1uk melakukan pcrbuatan hukum. 

Bngian Kctiga - . 

Kcwajiban Suami 

Pasal80 
(I) Suami adalah pemhimbing tcrhadap istcri dan rumah tangganya. akan 

tetapi mcngcnai hal-hal urusan rumah 1angga yang penting-penling 
diputuskan oleh suami istcri bcrsama. 

(2) Suami waJ1b mclmdungi islerinya dan memberikan segala scsuatu 
keperluan hi'1up bcrumah 1angga sesu:u dengan kemampuannya. 

(3) Suarni wajib membcri pcndidikan ngama kepada isterinya dan memberi 
kesempalan bclajar pcngctahuan yang berguna dan bermanfoat bagi 
agama. nusa dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan pcnghasilannya. suami mcnanggung: 
a. nafkah. k1swah dan tempat kcdiaman bagi isteri; 
b. biaya rumah tangga. baaya pcrawatan dan biaya pcngobatan bagi 

isteri dan anak; 
c. b1aya pendid1kan bagi anak. 

(5) KewaJiban suami terho.dap i~terinya scpcrti tc~ebut pada ayat (4) huruf a 
dan b di atas mulai bcrlaku scsudah ada tamkin sempuma dari isterinya. 

(6) lsteri dapal membcbaskan suaminya dari kewaj1ban tcrhadap dirinya 
scbngaimana tcrsebul pa<la ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kcwajiban suami scbagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 
nusyuz. 

Dagian Keempnt 
Ternpnt Kcdiaman 

Pa'iial 81 
(I) Suami wajib mcnyediakan tempat kcdiaman bagi istcri dan anak-anaknya. 

atau bckas istcri yang masih dalam iddah. 
(2) Tcmpat kedinman adalah tempat tinggal yang layak untuk istcri selama 

dalam ikatan pcrkawinan. atau dalam iddah talak atau iddah w3fat. 
(3) Tempat kcdiaman discdiakan untuk melindung1 isteri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain. sehingga mercka mcrasa aman dan tentram. 
Tcmpat kcdiaman juga bcrfungsi sebagai tempat menyimpan harta 
kekayaan, sebaga.i tcmpat mcna1a dan mengatur alat-alat rumah 1:u1~ga. 
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(4) Suami wajib mdcngkapi tcmpal kcdiaman sc:sua1 dcngnn kcmampuannya 
scna d1scsua1kan dcngan kcad~'Ul lingkungan 1c:mpat tinggalnya. baik 
bcrupa alal pcrlcngkapan rumah tangga maupun sar•ma pcnunJ~Ulg lam ya. 

Bagiun Kclima 
Kewajiban Suami yang Bcristcri Lebih dari Scorang 

Pn.sul 82 
(I) Suami yang mempunyw isleri lebih dari seorang berkewajiban mcmberi 

tempat tinggal dan b1aya hlllup kcpada masing-masmg 1stcri secara 
berimbang menurut bcsar ke<.:ilnya JUmlah kcluarga yang d11anggung 
ma.sing-masing istcn. kccuali j1ka ad:. pcrJaJlJi~m pcrkawman 

(2) Dalam hal para istc:n rcla dan ikhlJs. suanu dapal mcncmpa1kan istcrinya 
dalam satu h:mpat kcd1aman. 

Dagian Keenum 
Kewujiban lslcri 

Pasal 83 
(I) Kewaj1ban Ula.ma bagi scorang istcri ialah bcrbak1i lahirdan haun kcpada 

suami di dalam batas-batas yang dibcnarkan olch hukum Islam. 
(2) Is1en mcnyelcngarakan dan mengatur kepcrluan rumah aangga sehan­

han dc:ngan seba.ik-ba1knya. 

Pasal 84 
(I) lsteri dapat dianggap nusyuz Jika ia udak mau rnelaksanakan kcwajiban­

kewaJiban scbagaiman'1 dima .. sud dalam pasal 83 ayat (I) kecuali dcngan 
alasan yang sah. 

(2) Selama isteri dalam nusyuz. kcwajiban suami terhadap isterinya tcrsebut 
pada pasal 80 ayat (4) huruf a Jan b tiJak bcrlaku kecuali hal-hal unlUk 
kc:pentingan anaknya. 

(3) Kewaj1ban suami tersebut pada ayat (2) di alas bcrlaku kernbali sesudah 
isteri tidak nusyuz. 

( 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuzdari 1stcri harus didasarkan 
alas bukti yang sah. 

BA 8 X.111 
HART A KEKA Y AAN DALAM PERKA WINAN 

Pasal 85 
Adanya harta bcrsama dalam perkawinan ilu tidak menutup kcmungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. 
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PHsal 86 
(I) Palla dasarnya titlak ada pcrcampurJn anlara har1a suami dan hana islcri 

karcna pcrkawinan. 
(2) Hana 1s1cn 1c1ap mcnjad1hak1s1cn dan dikuasa1 pcnuh olchnya, dcrnikian 

Juga hana suanu 1c1ap mcnjadi hak suami Jan <.hkuasa1 pcnuh olehnya. 

Pasal 87 
(I) Harta bawaan dari masing-masing suami dan islcri dan hana yang 

dipcrolch masing-masing scbagai hadiah atau warisan adalah di bawah 
pcnguasaan masmg-masmg, scpanJ~mg para pihak lidak mcnl!rllukan lain 
dalmn pcrJanjian pcrk .. winan. 

(2) Suarm dan 1slc:n mcmpunya1 hak scpcnuhny;1 unluk mclakuk:m pcrbualan 
hukum alas hana ma!!tmg-m~mg bcrupa h1bah, hadiah, soda4ah a1au 
lamnya. 

Pasal88 
Apahila h!rjadi pcrselis1han an1ara sua1111 isteri lcnlang hana hcrsama. maka 
pcnyclcsaian pc:rsehs1h•m llu diaJukan kc:pada Pcrigadilan Agama. 

Pasal 89 
Sua1111 bcnanggungJaWJb nlCnJaga harta bcrsama. hana istcri maupun hananya 
scnd1ri. 

Pasal 90 
lstcri 1urut bt!nanggung jawab mcnJaga harta bcrsarna m:rnpun hruta suarni 
yang ada padanya. 

Pasal 91 
(I) Hana bersama sebagaimana terscbul dalam pasal 85 <.Ii alas dapal bcrupa 

bcnda berwujud a1au lidak bcrwujud. 
(2) Harta txrsama yang berwujud dapat melipu11 benda tillak bcrgerak, bcnda 

bcrgcrak dan surat-sural berharga. 
(J) Harta bersama yang tidak bcrwujud dapa1 berupa hak nmupun kewajiban. 
(4) Harta bersama dapal diJadikan sebagai barang jaminan olch salah salU 

pihak alas pcrse1u1uan pihak lainnya. 

Pasal 92 
Suami atau islt:ri tanpa persc1ujuan pihak lain lidak drperboh:hkan menjual 
alau mcmindahkan hartn bersama. 

Pasal 93 
(I) Pcnanggun&jawaban lc:rhadap hutang suaim alau istcri dibebankan pada 

hwtanya masing-masing. 
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(2) Pcnanggungjawaban tcrhadap hutang yang dilakukan untuk kcpentmgan 
keluarga. dibcbankan kcpada harta bcrsama. 

(3) Bila harta bersama 11dak mcncukupi. dibcbankan kcpada harta suami. 
(4) Bila harta suami udak ada atau tidak mcncukupi dibcbankan kcpada harta 

istcri. 

Pasal 94 
(I) Harta bcrsama dari pcrkawman scorang suami yang mcmpunyai isteri 

lebih dan seorang. masrng-masing tcrp1sah dan hcrdiri scndm~ 
(2) Pcmilikan harta bcrsamadari pcrkawinan scorang suami yang mcmpunyai 

istcri lcb1h dari scorang scbagaimana tcrscbut ayat (I). dih1tung pada saat 
berlangsungnya akad pcrkawinan yang kedua. kcuga atau yang kecmpat. 

Pasal95 
(I) Dcngan tidak mcngurangi kctcntuan pasal 24 ayat (2) huruf c Pernturan 

Pcmcrintah No 9 Tahun 1975 dan pasal I )6 ayat (2), suami atau isteri 
dapat meminta Pengad1lan Agama untuk mclctakkan sita Jarmnan atas 
harta bersama tan pa adanya pcnnohonan guga1an cerai. apab1la salah satu 
melakukan pcrbuatan yang mcrug1kan dan m~mbahayakan hartabcrsama 
sepeni judi, mabuk. boros dan sebagainya. 

(2) Selama masa sita dapat dilakukan pcnJualan alas harta bersama untuk 
kepentingan keluarga dengan 1zm Pcngad1lan Agama. 

Pasal96 
(I) Apabila terjadi cerai mati. maka scparoh harta bersama mcnJadi hak 

pasangan yang hidup lebih lama. 
(2) Pcmbagian har1a bcrsama bagi seorang suami atau istcri yang istcn atau 

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kcpastian matinya 
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan 
Ag am a. 

Pasal97 
Janda atau duda ccrai hidup ma.sing-masing bcrhak scpcrdua dari ha.na 
bersama sepanjang tidak ditcntukan lain dalam pcrjanjian pcrkawinan. 

BA 8 XIV 
PEl\-fELIHARAAN ANAK 

Pasal 98 
(I) Batas usia anak yang mampu berdiri scnd1ri arau dcwasa adalah 21 tahun, 

sepanJang anak terscbut tidak bercacad fis1k maupun mental atau belum 
pemah melangsungkan pcrkawinan. 
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(2) Orang tuanya rnewakili anak lerscbut rnengcnat segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar Pcngad1lan. 

(3) Pengad1lan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu mem,maikan kewaj1ban terscbut apabila keduaorang tuanya tida.k 
mampu. 

Pasal 99 
Anak yang sah adalah : 
a. anak yang d1lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
b. hasil pcmbuahan suami istcri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri terscbut 

Pasal 100 
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan kduarga 1bunya. 

Pasal 101 
Seorang suami yang mcngmgkari sahnya anak, sedang isteri tidak me­
nyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. 

Pasal 102 
(1) Suami y311g akan mengingkan scorang anak yang lahir dari isterinya, 

mengajukan gug~llan kepada Pengadilan Agama dalamjangka waktu 180 
hari sesudah han lah1mya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan 
a1au setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan 
berada di tempat yang memungki nkan dia mengajukan perkaranya kepada 
Pcngadilan Agama. 

(2) Pengmgkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat 
diterima. 

Pasal 103 
(I) Asal usu I seorang anak hanya dapat dibukti.kan dengan akla kelahiran atau 

alat bukti lainnya. 
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (I) tidalc: 

ada, maka Pengad1lan Agama dapat mengcluarkan penelapan tentang 
asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti 
berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

(3) Alas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebul ayat (2), maka insransi 
Pencatat Kclah1ran yang ada dalam daerah hukum Pcngadilan Agama 
tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Pasal 104 
(I) Semua biaya pcnyusuan anak dipenanggungjawabkan kepw, 1ahnya. 
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Apatii la ayahnya tdah mcm nggal dunia. maka ht a ya ix-nyusuan <hh~hankan 
kcpnda urang yang bcrkcwaj1ban membcn nark.ah kc.:pada ayahnya alau 
wnlinya. 

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun. dan dapal dilakukan 
pcnyap1han dalam masa kurang dua lahun dcngan pcr.;ctuju:ln ayah dan 
ibunya 

Pasal IOS 
Dalam hal tcrjadmya perccraian : 

a. pemchharnan anak yang bclum mumayyiz atau bclum bcrumur 12 
lahun adalah hak ihunya; 

b. pcmcliharaan anak yang sudah mumayyiz discrahkan kepada anilk 
untuk mcmilih d1 anlara ayah 111au 1bunya seagai pcmcgang hak 
pcmclihar.iannya; 

c. biaya pcmcliharnan ditanggung olch ayahnya. 

rasal 106 
(I) Orang tua bcrkcwaiiban mcrawal dan mcngcmhangkan harta anaknya 

yang bclum dcwasa atau di bawah pengampuan. dan 11dak d1pcrtiolchkan 
mcmindahkan atau mcnggada1kannya kccuah kar~na kcperluan yang 
mendcsakjika kcpcntingan dan kcmaslahatan anak itu mcnghcm.Jaki alau 
suatu kcnyataan yang tiuak dapat d1hindarkan lagi 

(2) Orang tua bcrtanggung ja\\•nh ::uas kcrugian yang dilimbulkan karcna 
kc~alahan dan kclalaian dari kcwaj1han 1crschu1 pada ayat (I). 

DAB XV 
PER WA LIAN 

Pasal 107 
(I) Perwalian hanya rcrh:u.lap anak yang hclum mcncapa1 umur2 I talrnn dan 

atau bclum pcmah melangsungkan pcrkawanan. 
(2) Perwalian mcliput1 perwalian lcrhadap din dan harta kckayaannya. 
(J) Bilawnli tidak 1m11npu hcrhual :11au lalai mclaksanakan tugn.~ pcrwaliannya. 

maka Pcngadilan Agama dapat menunjuk salah scorang kcrabal untuk 
hcnindak scbagai wali alas pcrmohonan kcrnb:u 1crscbut. 

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari kcluargaanak terscbul atau orang lain 
yang sudah dewasa. bcrpikirnn sehat. adil. jujur dan bcrkclakuan haik. 
atau hadan hukum. 

Pasal 108 
Orang 1ua dapat mcwasiatk:in kcpada scscorang alau hadan hukum un1uk 

melakukan pcrwalian alas din dan kekayaan ::mak atau anak-anaknyn sc"udah 
ia meninggal dunia. 
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Pasal 109 
Pcngadilan Agama c.lapal mcncabm hak perwalian seseorang atau badan 

hukum dan mcmindahkannya kepada pihak lam atas ~m10honan kc[""Jbatnya 
bila wait lerscbut pemabok, penjud1, pcmboros, gila dan arau mclalaikan a1au 
menyalahgunakan hak d;.Ul wcwcnangnya scbagai wah demi kepcnlingan 
orang yang bcrada di bawah pcrwaliannya. 

Pasal 110 
(I) Wah bcrkcwajiban rncngurus dm dan ha11a orang yang bcrada di bawah 

pcrwahannya dcngan scba1k-ba1knya dan ~rkewaj1ban mcmbcrikan 
bimbmgan agama. pcndidikan dan kctrampilan lainnya untuk masa dcpan 
orang yang bc.!rada di bawah pcrwaliannya. 

(2) Wah dilarang mcng1kmkan, mcmbcbani dan mcngasingkan harta orang 
yang bcrada di buwah pcrwafoumya. kccuali bila pcrbuaran lcrscbut 
mcngunrungk::m bag1 orang yang bcrada di bawah perwaliannya a1au 
merupakan suatu kcnyaca.an yang udak dapat dihrndarkan. 

(3) Wali bcnanggung Jawab tcrhadap hana orang yang berada di bawah 
perwaliannya. d .. rn mengganu kcrugaan yang timbul sebagai ak1bat 
kcsalahan atau kelalaiannya 

(4) Dcngan lidak mengurangi ke1entuan yang diatur dalam pasal SI ayat (4) 
Undang-undang No. I Tahun 1974, pcnanggung jawaban wali tcrsebuc 
ayat (3) harus d1buktikan dengan pembukuan yang dirntup 1iap satu tahun 
sekali. 

Pasal 111 
(I) Wali berkewajiban menyerahkan sclurnh hana orang yang berada di 

bawah perwalianya. biln yang bersangkutan tclah mcncapai umur 21 
tahun atau tclah kawin. 

(2) Apabila perwalian tclah bcrakhir. maka Pengadilan Agama berwcnang 
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah 
perwaliannya ten1ang harca yang diserahkan kt:padanya. 

Pasal 112 
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah per­

waliannya, sc:panjnng dipcrlukan untuk kcpcntingannya menurut kepa1u1nn 
atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir. 
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BAB XVI 
PUTUSNY A PERKA WINAN 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 113 
Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas 

putusan Pengadilan. 

Pasal 114 
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Pasal 115 
Pcrceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pcngadilan Agama 

sctelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak bcrhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 

Pasal 16 
Perccra.ian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang siih atau 
karena hal lain di luar kemampuanya. 

c. salah satu pihak mendapal hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; . 

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 

e. salah satu pihak mendapat cac«d badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istcri; 

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalarn 
rumah tangga; 

g. suami melanggar taklik-talak; 
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terj::idinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Pasal 117 
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana 
d•maksud dalam pasal 129, 130 dan 131. 
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Pnsal 118 
Talak Raj" i adalah talak kcsa1u alau kcdua, di mana suami berhak rujuk 

selama isteri dalam masa 1ddah. 

Pasal 119 
(l) Talak Ba'in Shughraa adalah 1alak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh 

akad nikah baru dcngan bckas suaminya meskipun dalam iddah. 
(2) Talak Ba'm Shughraa scbagaimana 1ersebu1 pada ayal (I) adalah: 

a. talak yang terjadi qabla al dukhul; 
b. talak dcngan lebusan atau khuluk: 
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

Pasal 120 
Talak Ba 'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 

jcnis im tidak dapat dirujuk dan 11dak dapal dinilcahkan kembali. kecuali 
apabila pernikahan itu dilakukan sctelah bekas isleri menikah dengan orang 
Jain dan kemudian tcrjadi perceraian ba' da al dukhul dan habis masa iddahnya. 

Pasal 121 
Talak sunny adalah talak yang dibolchkan yaitu talak yang dijatuhkan 

terhadap isten yang sedang suci dan lidak dicampuri dalnm waktu suci 
terscbut. 

Pasal 122 
Talak bid'i adalah ta1ak yang dilarang, yailu talak yang dijaluhkan pada 

waktu isteri dalam kead3an haidl. a1au isteri dalam keadaan suci tapi sudah 
dicampuri pada waktu suci tersebut. 

Pasol 123 
Pcrceraian itu terjadi terh1tung pada saat perceraian itu dinyatakan di 

dcpan sidang Pcngadilan. 

Pasal 124 
Khuluk harus berdasarkan alas alasan pcrceraian sesuai ketentuan pasal 

116. 

Pasal 125 
Li'an mcnyebabkan putusnya perkawinan antara suami istcri untuk 

selama-Jamanya. 

Pasal 126 
Li'an terjadi karena suami menu duh isteri berbuat zina dan ntau mengingkari 

anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya. sedangkan isteri 
menolak tuduhan dan atau pcngingkaran tcrsebut. 
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Pnsal 127 
Tata cara Li'an diatur scbaga1 bcrikut : 

a. suami bcrsumpah cmpat kali d~ngan ka1a 1uduhan zina dan a1au 
pcngingkaran anak tcrscbut, di1kut1 sumpah kclimadengan kata-kala 
··1akna1 Allah alas dirinya apabila tuduhan dan arau pcngingkaran 
tcrscbul dus1a"; 

b. islcri mcnolak luduhan dan alau pcngingkarnn lcrscbul dcngan sumpah 
cmpal kali dengan kala .. luduhan dan arau pcngingkaran lerscbuL 
1idak bcnar". d1ilrn1i sumpah kclima dcngan ka1a-ka1a" murka Allah 
alas d1rinya b1la lUduhan dan alau pengmgkaran lerscbut bcnar". 

c. tala cara pada huruf a dan b lcrscbut mcrupakan satu kcsatuan yang 
tak 1erp1sahkan : 

d. apab1la taln cara huruf a t1dak diikuti dcngan lata. cara huruf b. maka 
dianggap tidak tcrjndi h • an. 

Pasal 128 
Li'an hanya sah apilbila dilakukan d1hadapan sidang Pengadilan Agama 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pcrccraian 

Pasal 129 
Seorang suanu yang akan mcnJaluhkan 1.1lak kcpnda istcrinya mcngajukan 

permohonan ba1k lisan maupun 1crtulis kcpada Pcngad1lan Agama yang 
mewilayahi tcmpal llngga1 is1cri discrtai dcngan alas::m serta mcminta agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu. 

Pasal 130 
Pengad1lan Agamadapat mengabulkan atau mcnolak pennohonan tcrsebut, 

dan terhadap kcputusan tcrscbut dapal d1mmta upaya hukum banding dan 
kasasi. 

Pasal 131 
(I). Pengadilan Agamayang bcrsangkutan mcmpclaJari pcrmohonandimaksud 

pasal 129 dan da1am waktu selambat·lambatnya llga puluh han memanggil 
pemohon dan istcrinya untuk rnemmta pcnJclasan tcntang segala sesuatu 
yang bcrhubungan dengan maksud mcnjatuhkan 1alak. 

(2). Se1clah Pengadilan Agama tidak bcrha.c;il mcnac;chati kcdua bclah pihak 
dan tcmyaracukupa1asan untuk mcnj&ituhkan taJak scrta yang bcrsangkutan 
tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pcngadilan Agama 
mcnjatuhkan kcputusannya tcntang izin bagi suarni umuk mcngikrarkan 
talak. 
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(3). Sele I ah kepulusan mcmpunyai kckuatan hukum tctap. suami rneng1krarkan 
talaknya di dcpan s1dang Pcngadilan Agama, d1hadin oleh isteri atau 
kuac;anya. 

(4). Bala suami lidak mcngucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan 
terhirung Sl'Jak putusan Pcngadilan Agama tentang izin ikrartaJak baginya 
mcmpunya1 kckuar:in hukum yang tctap. maka hak suami untuk 
mcng1krarkan talak gugur dan ikatan pcrkawman rctap uruh. 

(5). Sctclah sidang pcnyaksian 1krar talak Pcngadilan Agama rncmbuat 
pcnctapan 1cn1ang Tcrjadmya Talak rangkap cmpat yang merupakan 
bukt1 pcrccraian bagi bckas suami dan istcri. 
Helai pcrtama bcscna surat 1krar talak dikirimkan kcpada Pcgawai 
Pencatat N1kah yang mew1layah1 tcmpat tmggal suami unwk daadakan 
pcncatatan. hcli.11 kcdua <.Ian kctiga masmg-masing d1benkan kcpada 
suami istcri dan hclai kecmpat d1 simpan olch Pcngadillan Agama. 

Pasal 132 
(I). Gugatan pcrccraian daajukan okh 1s1cri atau kuasanya pada Pcngadilan 

Agama, yang dacrah hukumnya mcwilayahi tempat tinggal pcnggugat 
kecuali i~rcri mcninggalkan rcmpal kcdiaman bcrsama tanpa izin suami. 

(2). Dalam hal tcrgugm bcrtcmpat kcd1aman dt luar ncgcri, Ketua Pcngadtlan 
Agama membcritahukan gugatan tcrscbut kcpada tergugat melalui 
Pcrwak1lan Rcpublik Indonesia sctcmpat. 

Pasal 133 
(I). Gugatan pt·rccraian karcna alas an terse but dalam pasal 116 huruf b. dapat 

diaJukan sctclah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat me­
ninggalkan rumah. 

(2). Gugatan dapat ditcrima apahila tcrgugat menyatakan atau mcnunjukan 
sikap tidak mau lagi kembal i kcrumah kediami.111 bcrsama. 

Pasal 134 
Gugatan pcrceraian karcna alasan 1crscbut dalam pasal 116 huruf f, dapat 

ditcrima apabila tclah cukup jelas bagi Pcngadilan Agama mengcnai scbab­
scbab pcrsclis1han dan pcncngkaran itu dan setclah mcndengar pihak keluarga 
serta orang-orang yang dckat dcnga.n suarni-istcri lcrsebut. 

Pnsal 135 
Gugatan pcrccrainn karcna alrumn suami mcndapat hukuman pcnjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lcbih beral scbagai d1maksud dalam pasal 116 
huruf c, maka un1uk mcndapatkan putusan pcrceraian scbagai bukti pcnggugat 
cukup rncnyampaikan salrnan putusan Pcngadilan yang memutuskan perkara 
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disertai ketcrangan yang menyatakan bahwa putusan 1tu tclah mempunyai 
kekuatan hukum yang tctap. 

Pasal 136 
( t ). Sc lama berlangsungnya gugatan pcrccrarnn alas bah a ya yang mungkin 

ditimbulkan. Pengadilan Agama dapac mcngizinkan suam1 i~tcri tersebut 
untuk tidak 1ingga.l dalam satu nmmh. 

(2) Se lama bcrlangsungnya gugatan pcrccraian. ata.s pcm10honan pcnggugat 
atau tergugat. Pcngadilan Agama dapat . 
a. menenrukan nafkah yang harus d1ranggung olch suami 
b. mcncntukan hal-ha.I yang pcrlu untuk mcnjarnin tcrpeliharanya barang­

bar.mg yang mcnjadt hak bcr~ama su:uni-1steri atau barang-barang 
yang menjadi hak suami at au barang-barang yang menjadi hak 1steri. 

P~1sal 137 
Gugatan pcrceraian gugur np<ibila suam1 .:uau istcn meninggal sebclum 

adanya putusan Pcngad1lan Ag.:una mcngcna1 gugatan perccra1an 1tu. 

Pasnl 138 
(I) Setiap kali diadakan sidang Pcngadilan Agama yang memeriksa gugatan 

pcrceraian. ba1k pcnggugat maupun tcrgugat. arau kuasa mereka akan 
dipanggil untuk menghad1ri s1dang tcrscbut. 

(2) Pangg1lan untuk mcngh:id1ri sidang scbaga1mana tcrscbut dalam ayat (I) 
dilakukan olch pe1ugas yang duunJuk olch Kctua Pcngadilan Agama. 

(3) Panggilan disampa1kan kl•pada pribadi ynng bcrsangkutan. Apabila yang 
bersangkutan tidak dapat dijumpai, pa11gg1l::m disampaikan mclalui Lurah 
atau yang sederajat. 

(4) Panggilan sebagai tcrscbut Jalam ayat (I) dilakukan dan disrunpaikan 
secara patut dan suuah di1cnma olch pcnggugat maupun tcrgugat atau 
kuasa mcrcka sclambac-lambatnya 3 (tiga hari scbclum sidang dibuka). 

(5) Panggllan kepad:i tergugat dilampiri d~ngan salinan surat gugatan. 

Pasal 139 
(1) Apabila tern pat kcdiaman tcrgugat tidak jelas atau tcrgugat tidak 

mempunyai tempat kediaman yang tctap. panggilan dilakukan dengan 
cara menempelkan gugatan pada papan pcngumuman di Pengadilan 
Agama dan mengumumkannya mclalui salu atau bcberapa surat kabar 
atau mass media lain yang dilctapkan olch Pcngadilan Agama. 

(2) Pengumuman melalu1 surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media 
tcrsebut ayat (I) dilakukan scbanyak 2 (dua) kali dcngan tcnggang waktu 
satu bulan antara pcngumuman pcrtama dan kcdua. 
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(3) Tenggang waktu antara panggilan tcrakhir scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dcngan pc:rsidangan ditctapkan sc:kur..IDg-kurangnya 3 (tiga) 
bu Ian. 

(4) Dalam hal sudah dilakukan scbagairnana dimakc;ud dalam ayat (2) dan 
lergugat atau kuasanya tct:.ip tidak hadir, gugatan ditt!nma lanpa hadimya 
tergugat, kt!cuali apabila gugar:m itu tanpa h~ atau udak bcralasan. 

Pasal 140 
Apabila tergugat bcrada dalam keatlaan sebagaimana d1mak.sud dalam 

pasal 132 ayat (2), pangg1lan d1sampaikan melalui perwak.ilan Republik 
Indonesia setempa1 

Pasnl 1-11 
( 1) Pemeriksaan, guga1an percerai~m diJakukan olch Hakim selambat­

lambatnya 30 (uga puluh) hari S4!tdah d1tenmanya berkas atau surat 
gugatan pcrcerruan. 

(2) Dalam menctapkan wak1u s1clang gugaran pcrcera1an pcrlu diperhat1kan 
tentang waktu pemanggtlan d.m ditcnm•mya panggilan tersebut oleh 
penggugat maupun tergugal atau kuasa mereka 

(3) Apabila tergugat bcrada dal:un kcauaan scpl.!ni tcrsebut dalam pasal 116 
huruf b. sidang pemenksaan gugaran perceraian ditetapkan sekurang· 
kurangnya 6 (enam) bulan tcrhitung seJak d11nasukkannya gugatan 
perceraian pada Kepanitcraan Pcngad1lan Agama. 

Pasal 142 
( 1) Pada sidang pemcriksaan gugaran pcrcera1an, suami isleri da1ang sendiri 

atau mewak1lkan kepada kuasanya. 

(2) Dahlm hal suami atau istcri mcwak1lkan, untuk kcpcntingan pemeriksaan 
Hakim dapat mcmerintahkan yane bersangkutan untuk hadir sendiri. 

Pasal 143 
(I) DaJam pcmeriksaan gugatan pen;cra.ian Hakim berusaha mendamaikan 

kedua bclah pihak. 
(2) Sel::una perkara bclum tlipu1uskan, usaha mendama.ikan dapat dilakukan 

pada sctiap sidang pcmcriksaan. 
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Pnsal 144 
Apabila tcrjadi pcrdamaian, maka udak dapal diajukan gugaran pcrceraian 

baru bcrdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada scbelum pcrdamaian dan 
telo.h diketo.hui olch pcnggugat pnda waktu dicapamya pcrdamaian. 

rusnl 1-15 
Apabila tidak dapal dicapai pcrdamaian, pemcnksa.1n gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang rcrtulup. 

Pnsal l.i6 
(I) Pu1usan mcngcmu guga1an pcrceraian dilakukan dalam sic.Jang tcrbuka. 
(2) Sua1u pcrcera1an dianggap tc=rJ.:idi bcscna ak1bat-ak1ba1nya tcrhitung 

scJakJatuhnyapulUs.m Pcngadilan Agamayang tclah mcmpunyai kekuatan 
hukum yang tclap. 

Pasal 147 
(I) Se1clah perkara pcrceraian ilu daputuskan, maka Panilera Pcngadilan 

Agama mcnyampa.akan salinan sural putusan terse but kcpada suami tstcri 
atau kuasanya dengan mcnarik Kuupan Akla N1kah dari masmg-mnsmg 
yang bersangkutan. 

(2) Pamtera Pengadilan Agama bcrkcwaJiban mcngirimkan satu helm salman 
putusan Pcngadilan Agama yang tclah mempunyai kckua1an hukum yang 
tetap tan pa bc!nnetcra.i kcpada Pcgawai Pcncalat N ikah yang mewilayahi 
tempat tinggal isteri untuk daadakan pencatatiln. 

(3) Panitera Pengadilan Agama me!ngirimkan Surat Keterangan kepada 
masing-masing suami-1steri atau kuasanya bahwa putusan terscbut ayat 
(I) telah mempunyai kekualan hukum yang tetap dan merupakan bukti 
perceraian bagi suami dan bckas isteri. 

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia 
pada Kuti pan Akta Nikah yang bersangku1an bahwa mercka tel ah bercerai. 
Catatan tersebut beris1 tempat terjadanya perceraian. tanggal perceraian, 
nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera. 

(5) Apabila Pegawai Pencatat N1kah yang mcwilayahi tempat tinggal isteri 
berbeda dengan Pegawai Pencatat N1kah tempat pemikahan mereka 
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kirimkan pula kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tcmpat perkawinan dilangsungkan dan 
bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan 
kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta. 

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (I) menjadi 
tanggung jaw ab Pam tern yang bersangku1an, apa bi la yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau is1cn atau keduanya. 
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Pasal 148 
(I) Seorang isteri ynng mengaJukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, 

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 
mew1layahi tcmpat tinggalnya discrtai alasan arau alasan-alasannya. 

(2) Pengadilan Agama selambat-lamba1nya satu bulan memanggil 1steri dan 
suaminya untuk didengar kcterangannya masing-masing. 

(3) Dalam persidangan 1ersebu1 Pcngad1lan Agama memberikan penjelasan 
1enr.ang akibat khuluk, dan membenkan nascha1-nasehatnya. 

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang bcsamya iwadl atau tebusan. 
malca Pengadilan Agama memberikan pcnetapan tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan tala.knya di depan sidang Pengadilan Agama. 
Terhadap pene1apan 1tu tidak dapat dililkukan upaya banding dan k.asasi. 

(5) Penyelesa.ian selan1utnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
31 ayat (5). 

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakaran 1enrang besarnya lebusan atau iwadl 
Pengadilan Agama memenksa dan mcmutus sebagai perkara biasa. 

BAB XVII 
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN 

Bagian Kesatu 
Akibat Talak 

Pasal 149 
Bilamana perkawinan putus karena talak. maka bekas suami wajib : 

a memberikan mut'ah yang layak kcpada bekas istcnnya, baik bcrupa uang 
arau bt:nd~ kecuali bekas isteri tersebut qoblln al dukhul; 

b. memberi nafKah. maskan dan kiswah kepada bekas isten selama da.lam 
iddah, kecuah bckas 1sten telah dijatuh1 talak bain atau nusyuz dan dalam 
kcadaan tidak ha.mil; 

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 
qobla al dukhul; 

d. memberikan biaya hadha.nah untuk anak·anaknya yang bclum mcncapai 
umur 21 tahun. 

Pnsal ISO 
Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih 

dalam iddah. 

Passi ISi 
Bekasi ist-:ri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya. tidak menerima 

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. 
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Pasal 152 
Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bckas suanunya, kecuali 

bila ia nusyuz. 

Baginn Kcdua 
\Vaktu Tunggu 

Pasal 153 
(I) Bagi seorang isteri yang put us perkawmannya berlaku waktu tunggu atau 

iddah, kecuali qobla al dukhul dan pcrkawinannya pulus bukan karena 
kermuian suami. 

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebaga.i berikut: 
a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, 

waktu tunggu ditctnpkan 130 (seratus liga puluh) hari; 
b. apabila perkawinan put us karena percera.an. waktu tunggu bag1 yang 

masih haid ditelapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 
90 (sembilan puluh) hari. dan bagi yang tidak haid ditclapkan 90 
(sembilan puluh) hari; 

c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut 
dalam keadaan hanul, waktu tunggu dnetapkan srunpai melahirkan. 

d. apabila perkawinan putus karena kematian, scdang janda tersebut 
dalam keadaan hamil, waktu tunggu diletapkan sampai melahirkah. 

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena percera.ian 
sedang amara janda terse but dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian. tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya putusan Pcngadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian, tenggang waktu tunggu dih1tung sejak kematian suami. 

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pemah hrud sedang pacJa waktu menjalani 
iddah 1idak haid karena menyusui. maka iddahnya tiga kali waktu suci. 

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui. maka 1d<1ahnya 
selarna satu tahun, akan tetap1 bila dalrun waktu satu tahun tersebut ia 
berhaid kembah. maka iddahnya mejad1 tiga kali waktu suci. 

Pasal 154 
Apabila isteri tcnalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) hurufb, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggaJ ma­
ti oleh suaminya. maka iddahnya berubah menjadi cmpat bulan sepuluh hari 
terhitung saat ma.tin ya bekas suarninya. 
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Pasal 155 
Waktu iddah bag1janda yang put us pcrkawinannya karena khuluk. fosakh 

dan li'an bcrlaku iddah talak. 

Bagian Ketiga 
Akibat Perceraian 

Pasal 156 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapalkan hadhanah dari ibunya, 
kecuali bilaibunya telah mcninggal dunia, makakedudukannyadigantikan 
oleh: 
I. wanila-wanita dalam garis lurus dari ibu: 
2. ayah; 
3. wamta-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; 
4. sauJara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. wanita-wanita kcrabat scdarah menurut garis samping dari ibu; 
6. wanata-wanita kcrabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b. anak yang sud ah mumayyiz berhak mcrnilih untuk mendapatkan hadhanah 
dari ayah atau ibunya. 

c. apabila pemcgang hadhariah temyata 1idak dapat menjamm keselamatan • 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 
dicukupi, maka atas pennintaan kernbat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat mcmindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hale haddhanah pula; 

d. semuabiayahadhanah dan naflrnh anak menjadi tanggunganayah menurut 
kemampuannya. sckurang-kurangnya sampai anak lersebut dcwasa dan 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 

e. b1lamana lcrjadi perschsihan mcngenai haddhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan pulusannya berdasarkan huruf (a), (b), 
(c), dan (d); 

f. pcngadalan dapat puladcngan mengingat kemampuan ayahnyamenetapkan 
JUmlah biaya un1uk pemeliharaan dan pcndid1kan anak-anak yang tidak 
turut padanya. 

Pasal 157 
Harta bersama dibagi menurul kctcnluan sebagaimana 1ersebut dalam 

Pas al 96, 97. 

211 



Bagian Kccmpat 
1\-1 u t' ah 

Pasal 158 
Mufnh wajib diberikan oleh bekas suami dengan syar.u: 

a. belum ditclapkan mahar bagi islen ba'da a] dukhul~ 
b. pcrceraian ilu alas kehendak suami. 

Pasal 159 
Mul'ah sunnat diberikan olch bekas suami tanpa syarat tersebut pada 

P~aJ 158. 

Pasal 160 
Bcsamya mut'ah d1sesuaikan dcngan kepatutan dan kemampuan suami. 

Bagian Kclimo 
Akibat Khuluk 

Pasal 161 
Pcrccraian dcngan jalan khuluk mcngurangi jumlah taJak dan tak dapat 

dirujuk. 

Bagian Keenam 
Akibat Li'an 

Pasal 162 
BiJamana Li' an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan 

anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya. sedang suarni terbebas dari 
kcwajiban memberi nafkah. 

BAB XVIII 
RUJUK 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 163 
(I) Seorang suami dapat merujuk is1crinya yang dalam masa iddah. 
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal : 
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a. putusnya perkawman karena 1alak, kecuali talak yang telahjatuh tiga 
kali atau talak yang diJatuhkan qobla al dukhul; 

b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan 
atau aJasan-alasan selain zina dan khuluk. 



Pasal 164 
Seorang wan1ta dalam 1ddah talak raj 'i berhak mengajukan kebcratan alas 

kchcndak ruJuk dari bckas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
disaksikan dua orang saksi. 

Pasal 165 
Rujuk yang dil:ikukan tanpa persecujuan bekas istcri, dapat dinyatakan 

tidak·sah dcngan pucusan Pcngadilan Agama.. 

Pasal 166 
Rujuk harus dapat dibuktikan dcngan Kutapan Buku Pendaftaran Rujuk 

dan bila bukt1 tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi, dapat d1mintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkannya 
semula. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Rujuk 

Pasal 167 
(I) Suami yang hendak merujuk 1sterinya datang bersama-sama isterinya ke 

Pegawai Pcncatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahi tempat tinggaJ suam1 isteri dengan membawa penetapan 
tentang terjadinya !alak dan surat keterangan lain yang diperlukan. 

(2) RuJuk dilakukan dengan persetujuan 1steri dihadapan Pegawai Pencatat 
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

(3) Pegawai Pcncatat Nikah acau pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa 
dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat­
syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan 
dilakukan itu masih dalam iddah talak raJ • i. apakah perempuan yang akan 
diruJuk itu adaJah 1sterinya. 

(4) Setelah itu sun.mi mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 
bersangkutan beserta saksi-saksi menanda tangani Buku Pendaftaran 
Rujuk 

(5). Setclah rujuk itu ~ilaksanakan, Pegawai Pencarat Nilcah atau Pembantu 
Pegawai Pcncatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum 
dan kewaJiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. 

Pasal 168 
(I) Dal am hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Ni.kah 

daftar rujuk dibuar rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda tanga.ni oleh 
mosing-masing yang bersangkutan bcserta saksi-saksi. sehelai dikirim 
kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilnyahinya. disenai s11rat-
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sural kctcrang&m yang dipcrlukan untuk d1cata1 dalam Buku Pcndaftaran 
Rujuk dan yang lain disimpan. 

(2) Pengirim::in lembar pcnama dmi daf1ar ruJuk olch Pcmbantu Pcgawa1 
pcncatat Nikah d1lakukan sclambat-lambatnya 15 (lima be las) hari scsudah 
rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk tlu hilang. maka Pcmbantu 
Pcgawai Pcncntat Nikah mcmbuatkan ~alman dari daflar lcmbar kcdua. 
dengan benta acara tcnr:mg scbab-scbab hilangnya. 

Pasal 169 
(I} Pcgawai Pencalat Nikah mcmbuat surar kctcrungan tcntang tCrJadinya 

rujuk dan mcnginmkannya kcpada Pcngadilan Agama dt tcmpat 
berlangsungnya ralak yang bersangkutan. dan kepada suami dan isteri 
masing-masing dibcrikan Kut1pnn Buku Pendaftaran Rujuk mcnurut 
contoh yang ductapkan olch Mcmcn Agama · 

(2) Suami istcri a1au kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran 
RuJuk terscbut datang kc Pcngildilan Agama di rcmpat bcrlangsungnya 
talak dahulu unlUk mcngurus dan mengambil Kuripan Akta Nikah ma.c;mg­
masing yang ber.;angkulan setclah dibcn catalan olch Pengmhlan Agama 
dalam ruang yang tclah terscdia pada Kulipan Akta N1kah terscbut, bahwa 
yang bcrsnngkutan tclah rujuk. 

(3) Cntar:m yang dimaksud ayat (2). bensi tcmp::it rcrjadinya rujuk. ranggal 
rujuk diikrarkan. nomor dan tanggal Kutipan Buku Pcndaftaran Rujuk 
dan tanda tangnn Pan.item. 

DAB XIX 
~IASA DERKABUNG 

Pasal 170 
(I) lstcri yang ditinggal mati olch suruninya, waJib mclaksnnakan masa 

berkabung sclama masa id<lah scbagai tanda turut bcrduka cira dan 
sekaligus mcnjaga timbulnya fitnah. 

(2) Suami yang ditrnggal mati olch 1stcrinya. mclakukan masa bcrkabung 
menurut kcpatutan. 
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Yang dimaksud dengan : 

llllKU II 
HUKUI\I KE\VARISAN 

BADI 
KETENTUAN Ul\'IUM 

Pasal 171 

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengalUr ten tang pemindahan hak 
pemilikan hana pcnmggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 
yang berhak menjad1 ahli waris dan berapa bagiannya masrng-masing; 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat mi::ninggalnya atau yang dinyatakan 
mc:ninggaJ bcrdasarkan putusan Pengad1 Ian bcragama Islam, meninggalkan 
ahh waris dan hana pcninggahm; 

c. Ahli wans adalah orang yang pada saat menmggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dcngan pc!Waris, beragama 
Islam dan 1idak lerhalang karcna hukum untuk mcnjad1 ahh wan~. 

d. Hatta penmggalan aJalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa harta bend:i yang menjaJi m11iknya maupun hak-haknya; 

c. Hatta wruisan adalah harm bawaan ditambah bag1an dan harta bersama 
setelah digunakan untuk kPperluan pewaris sclama saktt sampai 
menmggalnya, biaya pengurusilll jenazah (l:iJhiz) pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat; 

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dmi pewaris kepadaot'ang lain atau 
lembaga yang akan berlaku sc1elah pewaris meninggal dunia; 

g. Hibah adalah pcmberian suatu benda secara sukarela d::m tanpa imbalan 
drui seseorang kepada orang lain yang m::isih hidup untuk d1miliki; 

h. Anak angkat adalah anak yang dala.m hal pemeliharaan un1uk hidupnya 
sehari-han, biaya pend1dikar 1!'.ln sebagainya berahh tanggungjawabnya 
dari orang tua asal kepada \lrang lua angkatnya berdasarkan putusan 
Pcngad1lan~ 

1. Baitul f\1al adalah Balai Harta Keagamaan; 

BAB II 
AHLI \VA RIS 

Pnsol 172 
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila dike1ahui dari Kanu 

ldenti1as atau pcnga.kuan atau amalan a1au kesaksian, sedangkan bagi bayi 
yang baru 13hir atau anak yang belu m dewasa, beraga.ma menurul nyahnya atau 
lingkungannya. 
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Pasal 173 
Scorang terhalang rncnjadi nhh waris apabiladcngan putusan Hakim yang 

telah mempunyai kekualan hukum yang tetap, dihukum karena : 
a. dipersalahknn tc:lah membunuh atau menc:oba membunuh at au menganiaya 

berat pada pcwans; 
b. d1persalah.kan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris tclah melakukan sualu keJahatan yang <liancam dengan hukuman 
5 tahun penjara atau hukuman yang leb1h bt!rat. 

Pasal 174 
(I) Kelompok-kelompok ahli waris terdni dari : 

a. Menurut hubungan darah : 
golongan lak.i-la1d tcrdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, parnan dan kakek; 
golongnn perempuan terdiri dari : lbu, anak perempuan, snu­
dara perempuan dan nenek. 

b. Menurut hubungan perkawman terdiri dari : duda atau janda. 
(2) Apab1la semua ahli waris ad~ maka yang berhak mendapat warisan ha­

nya : nnak, ayah, ibu, janda atau duda. 

Pasal 175 
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan 

tennasuk kewajiban pewaris maupun menag1h p1utang; 
c. menyelesaikan wasiat pewaris; 
d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 

BABIII 
BESARNYA BAHAGIAN 

Passi 176 
An::t.k perempuan bi la hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua 

orang atau lebih mereka be13ama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan 
apabi!a anak perempuan bersama-sama dengan anak lak.i-laki,. ma.ka bag1an 
anak lak.i-laki adalah dua berbanding satu dengan anak pen::mpuan. 

Pasal 177 
Ayah mendapal sepcrtiga bagian bila pewaris tidak mcninggalkan ana.k, 

bila ada anak, ayah mendapal scperenam bagian. 
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Pasal 178 
(I) lbu mcnd:ipal scpercnam bagian bila ada anak alau dua saudara :uau 

lebih.Bila 1idak ada anak atau dua orang saudara alau lcbih, maka ia 
mendapat sepcrtiga bag1an. 

(2) lbu mendapat scpcniga bag1an dari sisa scsudah diambil oleh janda atau 
duda b1la bersama-sama dcngan ayah. 

Pasal 179 
Duda mcndapal separoh bag1an. bila pewaris tidak menmggalkan anak, 

dan bila pcwans memnggalkan anak. maka duda mcndapal scpcn:mpa1 
bagian. 

rasal 180 
Janda mendapat scperempat baglan bila pewaris tidak mc:ninggalkan 

anak, dan bila ix=waris meninggalkan anak, 1ilakaJanda mcndapal sepen.lt!lapan 
bagian. 

Pasal 181 
Bilaseorang meninggal 1anpameninggalkan anak dan ayah. maim saudara 

laki·laki Jan saudara percmpuan scibu masing-masing r~ndapat sepcrenam 
bagian. Bila mereka iru dua orang atau leb1h maka mereka ~rsama-sarna 
mendapat sepertiga bagian. 

Pasal 182 
Bila seorang menmggal 1anpa meninggalkan ayah dan Wlak, scdang ia 

mempunyai sa1u saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapal 
separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bcrsama-sama dcngan 
saudara pcrcmpuan kandung atau seayah dua orang atau lcbih, maka mcreka 
bersama·sama mendapal dua peniga bagian. Bila saudara perc:mpuan tcrscbut 
bersama-sama dcngan saudara-saudara laki-lak.i kandung arau seayah, rnaka 
bngiansaudaralaki·lakiadalahduabcrbandmgsntudengansaudaraperc:mpuan. 

Pasal 183 
Para ahli waris dapat bersepakat melaku.kan perdamaian dalam pembagian 

harta warisan, setelah mnsing-masing rnenyadari bagiannya. 

Pa.sal 184 
Bagi ahli waris yang belum dewasa alau tidak mampu mdaksanakan hak 

dan kewajabannya, maka bagmya diangkat wali berdasarknn kepu1usan 
Hakim ntas usul anggota keluarga. 

Pasal 185 
(I) Ahli wnris yang mcninggaJ lcbih dahulu dari pada sipcwaris maka 
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kedudukannya dapal diganukan olch anaknya, kccuali mcreka yang 
1crsebu1 dalam Pasal 173. 

(2) Bagian bagi ahli wans penggami tidak boleh melebihi dari bagia11 ahli 
waris yang sederaJal dengan yang d1ganci. 

PB5al 186 
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyat hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak abunya. 

Pasal 187 
(I) Bilamana pewaris menmggalkan hana peninggalan, maka oleh pewaris 

semasa hidupnya a1au oleh para ahli waris dapal ditunjuk be~rapa orang 
sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: 
a. mencatat dalam suatu daftar hana peninggalan, baik berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para 
ahli waris yang ben;angkutan, bila perlu dimla1 harganya dengan 
uang; 

b. menghitung jumJah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai 
dengan Pasal 175 ayat (I) sub a, b dan c. 

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di alas adalah merupakan harta warisan 
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 

Pasal 188 
Para ahli waris baik secara ben;ama-sama atau perseorangan dapat 

mcngajukan penninlaan kepada ahli waris yang lam untuk melakukan 
pcmbagian hana wansan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui 
pc=nnintaan itu. maka yang ben;angkutan dapat mengajukan guga1an melalui 
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. 

Pasal 189 
( 1) Bila hana warisan yang alc:an d1bagi berupa lahan pcrtanian yang Juasnya 

kurang dari 2 hektar. supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana 
semula. dan dimanfaatkan untuk kepemingan bersama para ahli waris 
yang bersangkulan. 

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (I) pasal ini tidak dimungkinkan karena 
d1antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang mcant:rlukan uang, 
maka lahan ten;ebut dapat dmtiliki oleh seorang atau lebih ahli waris 
dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang bcrhak sesuai 
dengan bagiannya masing-masing. 
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Pasal 190 
Bagi pcwaris yang beristcri lebih dari seorang. maka masing-masing is­

teri bcrhak mcndapat bagian atas gono-gini dan rumah tangga dengan 
suammya. sedangkan kescluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para 
ahli wansnya. 

Pasal 191 
Bila pewaris tidak mcninggalkan ahli warissamasckali. atau ahli warisnya 

tidak diketahui ada at au udaknya. maka harta tersebut atns putusan Pengadilan 
Agama discrahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan 
ngama Islam dan kescjahteraan umum. 

BABIV 
AUL DAN RAD 

Pasal 192 
Apabila dalam pcmbagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil 

furud mcnunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka 
pcnycbut. malrn angka penyebut dinaikkan sesuai dcngan angka pembilang, 
dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pemb1lang. 

Pasal 193 
Apabila dalam pcmbagian harta warisan diantara para ahli waris Dz.awil 

furud mcnunjukkan bahwa angka pembilang lebih kccil dan pada nngka 
pcnyebut, scdangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut ddakukan secara rad, yaitu sesuai dcngan hale masing-masing 
ahh waris, sedang sisanya dibagi secara bcrimbang diantara mereka. 

DADV 
WASIAT 

Pasal 194 
( l) Orang yang telah berumur sckurang-kurangnya 21 tahun. berakal schat 

d:m tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hana bendanya 
kcpada orang lain atau lcmbaga. 

(2) Harta bcnda yang diwasia1kan harus merupakan hak dari pewasiat. 
(3) Pcmilikan terhadap harta benda scperti dimaksud dalam ayat (I) pasal ini 

baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 

Pasal 195 
(I) Wasial dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. atau tertulis 

dihadapar dua orang saksi. atau dihadapan Notaris. 
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(2) Wasiat hanya diperbolchkan sebanyak-banyaknya scpcrtiga dari harta 
warisan kecuali apahila scmua ahh waris mcnyetujui. 

(3) Wasial kepada ahh waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua nhli 
waris. 

(4) Pemyataan perserujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat sccara lisan 
di hadaran dua orang saksi alau tertulis di hadapan dua orang saksi atau 
di hadapan Notaris. 

Pasal 196 
Dalam wasiat baik tertulis maupun secara lisan harus disebutkan 

dengan tegas dan jelas siapa atai.J siapa-siapa atau lembaga apa . yang 
ditunjuk a.kan mencrima hana benda yang diwasiatkan. 

Pasal 197 
(I) Wasiat menJadi bataJ apabila calon pencrima wasiat berdasarlmn putusan 

Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena : 
a. dipcrsalahkan tclah mcmbunuh atau mencoba membunuh atau 

mcnganiaya berat pada pcwasiat; 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pcngaduan bahwa 

pewasial tclah melakukan .suatu kejahatan yang d1ancam dcngan 
hukuman lima tahun penJara atau hukuman yang lcbih berat; 

c. dipersalahkan dcngan kekerasan atau ancaman mcnccgah pewasiat 
untuk membuat atau mcncabut atau mcrubah wasiat untuk kepentingan 
calon penerima wasial; 

d. dipersalahkan telah menggelapkan atuu merusak atau memalsukan 
surat wa.~ial d:iri pewasiat. 

(2) Wasiat menJadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk mencrima wasiat 
itu : 
a. tidalc mengetahui adanya wasiat terscbut sampai ia q1cnjnggal dunia 

scbelum meninggalnya pcwasiat: 
b. mcngctahui adanya wasiat tersebut, tapi ia mcnolak untuk 

mcnenmanya: 
c. mengetahm adanya wasiat itu, tetapi lidak pemah mcnyatakan 

mencrimaatau mcnolalc sampai ia meninggal scbelum meninggalnya 
pewasiat. 

(3) Wasiat menJadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. 

Pasal 198 
W~iat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pcmanfaatan suatu 

bcnda harus diberikan jangka waktu tertcntu. 
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Pasal 199 
(I) Pewasiat dapat mencabut wasaatnya selama calon penerima wasiat belum 

menyatakan pcrsctujuannya atau sud ah menyatakan persetujuannya tctapi 
kcmudian menarik kembali. 

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan sccara lisan dengan disaksikan oleh 
dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan aktc Notaris bila wasiat 1erdahulu dibuat secara lisan. 

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara 
ter1ulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte 
Notaris. 

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan ak1e notaris, maim hanya dapat dicabut 
berdasarkan akte Notaris. 

Pasal200 
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak. bila karena suatu sebab 

yang sah mengalami pcnyusutan at au kerusakan yang tcrjadi sebelum pcwasiat 
meninggal dun1a. maka pencrima wasiat hanya akan mcnerima harta yang 
tersisa. 

Pasal 201 
Apabila wa.siat meleb1hi seper1iga dari harta warisan, sedangkan ahli 

waris ada yang 1idak menyetujuinya. maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 
batas sepcniga harta wilrisan. 

Pasal 202 
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan 

harta wasiat tidak mencukupi, maka ahh waris dapat mcnentukan kcgiatan 
mana yang didahulukan pelaksanaannya. 

Pasal 203 
(I) Apabila surat wasiat daJam keadaan tertutup. maka penyimpanannya di 

tempat no1aris yang membuatnya atau di tempat lain, tennasuk surat-surat 
yang ada hubungannya. 

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 mruca surat 
wasiat yang telah dicabut itu discrahkan kembali kepada pcwasiat. 

Pasal 204 
(I) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan 

disimpan pada Notaris, dibuka olchnya di hadapan ahli waris. disaksikan 
dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat 
itu. 

(2) J1ka surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris malca 
penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris sctcmpat atau Kantor 

221 



Urusan Agama sctcmpat dan selanjulnya No1aris alau Kantor Urusan 
Agama terse but mcmbuka sebagaimana dilcnlukan dalam &iyat (I) pasal 
lnl. 

(3) Sctclah scmua isi scrta maksud surat was1at itu dikctahui maka oleh 
Nolans alau kantor Urusan Agama discrahkan kcpada pcnerima wasiat 
guna pcnyclesaian sclanjulnya. 

Pasal205 
Dalarn wakru pcrang, para anggola lcnlara dan mereka yang tcrmasuk 

dalam golongan lcnlara dan bernda dalam dacrah pertempuran atau yang 
be rad a di suatu rem pal yang ada dalam kcpungan mus uh, dibolchkan membuat 
surat wasial di hadapan scorang komandan atasannya dcngan dihadiri olch dua 
ornng saksi. 

Pasal 206 
Mcrcka yang scdang berada dalam pcrjalanan mclalui laut dibolehkan 

mcmbual surar wasial di hadapan nakhoda a1au mualim kapal. dan jika pcJabal 
1crscbu1 tidak ada. mala d1bual di hadapan seorang yang mcngganlinya dc­
ngan dihadin olch dua orang saksi. 

Pasal 207 
Wa.c;1:ll tidak dipcrbolchkan kcpada orang yang mcl3kukan pclayanan 

pcrawatan bngi scscorang dan kcpnda orang yang mcmbcri 1un1unan kerohanian 
scwaktu ia mcndcrila sakit hingga meninggalnya. kecuali ditenlukan dengan 
tegas dan jclas untuk mcmbalas jasanya. 

Pasal 208 
Wasiat tidak bcrlaku bagi No1aris dan saksi-saks1 pembuat Aktc tcrsebut. 

Pasal 209 
( 1) Harta pcninggalan anak angkat dibagi bcrdasarican pa.c;al-pasal 176 

sampa1 dcngan 193 tcrscbut d1 alas, scdangkan tcrhadap orang tua angkat 
yang tidak mcncnma wasiat diberi wasiat waJibah scbanyak-banyaknya 
1/3 dari harta wansan anak angkatnya. 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak mcnerima wasiat dibcri wasiat waj1bah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 

BAf' VI 
HI BAH 

l'asal 210 
( 1) Orang yang telah bcrumur sekurang-kurangnya 21 tahun. berakal schat 

dan tanpa adanya paksaa.n dapat menghibahkan sebanyak-banyaknyn 1/3 
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;1:irta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang 
saksi untuk dim1liki. 

(2) Harta bcnda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pcnghibah. 

Pasal 211 
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dipcrh1tungkan sebagai 

warisan. 

Pasal 212 
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tun kepada 

anaknya. 

Pa.~al 213 
Hibah yang diberikan pada saat pembcri hibah dalam keadaan sakit yang 

dekat dengan kcmallan, maka harus mendapat persetujuan dari ahh wansnya. 

Pasal 214 
Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat 

surat hibah d1 hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempac 
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan kctentuan pasal-pasal ini. 
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BUKU Ill 
HUKUrt1 PERWAKAFAN 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 215 

Yang dimnksud dcngan: 
(I) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang arau 

badan hukum yang mcrnisahkan scbagian dari benda m1liknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentmgan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 
rncwakafkan bcnda miliknya. 

(3) lkrar adalah pemyataan kehendak dari wak.if untuk mcwakafknn bcnda 
miliknya. 

( 4) Benda wakaf ad a I ah segafa bend a baik bend a bergcrak at:iu 1idak ~rgcrak 
yang memihki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bemilai 
menurut ajaran Islam. 

(5) Nadzir adalah kclornpok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 

(6) Pcjabat Pcmbual Akta lkrar Wokaf yang sclanjutnya disingkat PPAJW 
adalah petugas pcmerintah yang diangkat bcrdasarlc:an peraluran yang 
bcrlaku, berkcwajiban menerima ikrar dari wakif dan mcnycrahkmmya 
kepada Nadzir scrta melakukan pcngawasan untuk kelestarian perwakaf an. 

(7) PcJabat Pcmbuat Aleta lkrar Wakaf scperti dimaksud dalam ayat (6), 
diangkat dan dibcrhcnti.kan oleh Mentcri Agama 

BABU 

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF 

Bagian Kesatu 
Fungsi Wakaf 

PuaJ 216 
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manf aat benda wakaf sesuai dengan 

tujuan wakaf. 
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Bagian Kedua 
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 

Pasal217 
(I) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sc:hat akalnya scna yang oleh hukum ridak terhalang un1uk 
mclakukan perbuman hukum, alas kehendak sendin dapal mewakafkan 
bcnda mihknya dengan mempcrhatikan peratura.n perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan Blas 

namanya adalah pcngurusnya yang sah menurut hukum. 
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud daJa.m Pasal 215 ayat (4) harus 

merupakan benda milik yang bebas dari segala pembcbanan, i.katan, 
sitaan dan scngketa. 

Pasal 218 
(I) Pihak yang mcwakaflcan harus mengikrarkan kehendaknya sccara jclas 

dan tcg~ kepada Nadzir di hadapan Pejabat pemb~t Akta lkrar Wakaf 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayot (6), yang kemuc.Jian 
menuangkannya dalam bentuk lkrar wakaf, dengan disaksikan olch 
sckurang-kurangnya 2 orang saksi. 

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam 
ayat (I) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat perse&ujuan 
Mentcri Agama. 

Pasal219 
(I) Nadzir scbogaimana dimaksud dalam Pasal 21 S ayat (4) tcrdiri dari 

perorangan yang harus mcmenuhi syarat-syarat sc:bagai bcrikut : 
a. warga negara Indonesia; 
b. bcragama Islam; 
c. sudah dewasa; 
d. sehat jasmaniah dan rohaniah; 
e. tidak berada di bawah pcngampuan; 
g. bcncmpnt tinggal di kecamatan tempat lctak bcnda yang 

diwakafkannya: 
(2) Ji.ka bcrbentuk badan hukum, malca nadzir harus memenuhi persyara1an 

sebagai berikut : 
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
b. mempunyai pcrwakilan di kecamaran tcmpat letak benda yang 

diwakafkannya. 
(3) Nadzirdimaksud dala ayat (l) dan (2) harus didaftnr pada Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan 
Majdis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. 

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah d1 
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang· 
kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut : 
••Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi 
Nadzir Jangsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak 
mcmberikan atau menjanj1kan ataupun memberikan sesuatu kepada 
siapapun juga". 
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekah-kah akan menc:rima langsung atau 
tida.k langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian' '. 
"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas 
dan tanggung Jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam 
pcngurusan harta wakaf sesun.i dengan maksud dan lUJUannya". 

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit pcrwakafan. sepcrti 
dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdin dari 3 orang dan 
sebanyak-banyaknya I 0 orang yang diangkat oleh Ke pal a Kantor Urusan 
Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Carnal 
setempat. 

Bagian Ketiga 
Kewaj iban dan Hak-hak Nadzir 

Pasal220 
( 1) Nadzirberkewajiban untuk mengwus dan benanggungjawabatas kekaynan 

wakaf serta hasilnya. dan pclaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. 

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan setempat dengan 
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat sctempat. 

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti di.maksud dalam ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan pcraturan Menteri Agama. 

Pasal 221 
(I) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

k.arena: 
a. meninggal dunia: 
b. at as pennohonan sendiri; 
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lngi sebagai nadzir: 
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d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana: 
(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadz1r karena salah satu alasan 

scbagaimana tcrsebut dalam ayat (I), maka penggantinya diangkat oleh 
Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran MaJclis Ulama 
Kecamatan dan Carnal setempat. 

(3) Seorang Nadzir yang tclah bcrhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) sub a, tidak dcngan send1rinya digantikan oleh salah scorang ahli 
wansnya. 

Pasal 222 
Nadzir bcrhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan 

jumh1hnya ditentukan bcrdasarkan kclayakan atas saran Majehs Ulama 
kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kccamatan sctempat. 

BAB III 

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN 

BENDA WAKAF 

Dagian Kesatu 
Tata Cara Perwakafan 

Pasal 223 
( 1) Pihak yang hcndak mewakafkan dapat menyatakan ikrarwakaf di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Jkrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. 
(2) lsi dan bcntuk lk.rar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 
(3) Pelaksanaan lkrar, demikian.pula pembuatan Akta lkrar Wakaf, dianggap 

sah j1ka dihadin dan disaksikan oleh sckurang-kurangnya 2 orang saksi. 
(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat ( 1 )pihak yang 

mewakaCkan diharuskan menyerahkan kcpada Pejabat yang tersebut 
dalam PasaJ 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut : 
a. tanda bukti pemilikan harta bcnda; 
b. jika bendayangdiwakafkan berupa bendatidak bergerak, malca harus 

disertai surat ketcrangan dari kepaladesa, yang dipcrkuat olch Carnal 
sctcmpat yang mcncrangkan pemilikan benda tidak bergerak 
dimaksud; 

c. Surat atau dokumen tcrtulis yang mcrupakan kelengkapan dari benda 
tidak bergerak yang bersangkutan. 
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Dagian Kedua 
Pendaftaran Benda Wakaf 

Pasal 224 
Setelah Akta lkrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan kelenluan daJam 

~al 223 ayat (3) dan (4). maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
aras nama Naidzir yang bcrsangkutan daharuskan mengajukan pennohonan 
kepada Camat untuk mcndaftar pcrwakafon benda yang bersangkutan guna 
mcnjnga keuluhan dan kelcsranannya. 

BABIV 

PERUBAHAN, PENYELF...SAIAN DAN PENGAWASAN 

BENDA \\'AKAF 

Bagian Kesatu 
Perubahan Benda \\'akaf 

Pasal 225 
(I) Padadasamya terhadap bcnda yang tel ah diwakaflcan tidak dapat dilakukan 

pcrubahan atau pcnggunaan lain daripada yang d1maksud dalam ikrar 
wakaf. 

(2) Pcnyimpangan dari ketentuan tcrsebut dalam ayat (I) hanyadapatdilakukan 
temadap hal·hal tertentu setelah tcrlcbih dahulu mendaparkan persetujuan 
tertulis drui kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran 
dari MaJelis Ula.ma Kecamatan dan Camat setempar dengan alasan : 
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf scperti diikrnrkan oleh 

wale if; 
b. karcna kepentingan umum. 

Bagian Kedua 
Penyelcsaian perselisihan benda wakaf 

Pasal 226 
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda 

wakaf dan Nadzu diajukan kcpada Pengadilan Agama setcmpat sesuai dengan 
ke1en1uan peraturan perundang·undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal227 
PengawMan ccrhadap pelaksanaan cugas dan tanggung jawab Nadzir 

dilakukan sccara bersama-samaoleh Kepala Kantor Urusan AgaJTLil kccamatan, 
Majclis Ulama Kecamatan don pengadilon Agama yang mewilayahinya. 

BABV 

KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 228 
Pcrwakafan benda., dcmikian pula pcngurusannya yang terjadi sebelum 

dike I uarkannya kctentuan ini. harus di laporkan dan d idaftarkan kepada Kantor 
Uru~ Agama Kecamatan setempat untuk discsuaikan dcngan kctentuan­
ketentuan im. 

KETENTIJAN PENUfUP 

Pua1229 
Hakim dalam menyclcsrukan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.. 

wajib mempcrhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilru hukum yang hid up 
dalam masyarakat. sehingga putusannya scsuai dcngan rasa keadilan. 
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PENJELASAN 

ATAS 

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM 

PENJELASAN UMUM 
I. Bagi bangsa dan ncgara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. adalah mutlak adanya suatu hukum 
nasional yang mcnjamin kclangsungan hidup beragamn berdasarkan 
Kctuh::man Yang Maha Esa yang ~ekaligus merupak::m perwujudan 
dan kcsadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. 

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Kckuasaan Kchakaman jo Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan Agama mcmpunyai 
kedudukan yang sedcrajat dengan hngkungan Pcradila.1t" lainnya sebagai 
pcradilan ncgara. 

3. Hukum Materiil yang selama ini bcrlaku di lingkungan Pcradilan Agama 
adalah hukum Islam yang pada garis besamya meliputi bidang-birlang 
hukum Perkawinan. hukum Kewruisan dan hukum Pcrwakafan. 
Bcrdasarkan Surat Edaran Biro Perad1lan Agama tnnggal J 8 Pcbruari 
1958 Nomor Blln35 hukum Materiil yang d1jad1kan pedoman dalam 
bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah 
kitab yang kescmuanya madzhab Syafi'i. 

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tcntang 
Pcrkawinan dan Peraturan Pcmerinrah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Malik maka kebutuhan hukum masyarakat scmakin 
bcrkembang schmgg3 kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 
diperluas baik dengan menambahkan kitab-k1tab dan madzhab yang lain, 
memperluas penafsiran terhadap kctentuan di dalamnya 
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para 
ulama maupun pcrbancti.,gnn di ncgara.nega.ra lain. . 

S. Hukum Materiil tersebut pcrlu dihimpun dan diletakkan dalam su'atu 
dokumcntasi yustisia, atau buku Kompilasi Hukum Islam schingga 
dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Pcradilan 
Agama scbagai hukum terapan dalam mcnyclcsaikan perkara-pcrkara 
yang diajukan kcpadanya. 
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'PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal ls/d 6. 

Cukup JClas 

Pasal 7 
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan 
Agama. 

Pasal 8 sld 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Yang d:ipat menjadi wali terdiri dari wali nasal> dan wali hakim. wali anak 
angkat dilakukan oleh ayah kandungnya. 

PasaJ 20 s/d 70 
Cukupjelas 

Pasal 71 
Yang dimaksud dengan pcnipuan ialah b1la sua.mi mengaku jejaka pada 
waktu nikah kemudian temyata diketahui sudah beristeri sehingga lerjadi 
poligami tan pa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas 
diri. 

Pasal 72 s/d 86 
Cukup jclas 

Pasal 87 
Ketentuan pasal ini diberlakukan sctelah bcrlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama. 

Pasal 88 s/d 93 
Cukup jclas 

Pasal 94 
Ke1entuan pasaJ ini diberlakukan sctelah bcrlakunya Undang-undang 
Pcrad1 Ian Agama. 

Pasal 95 s/d 97 
Cukup jelas 

Pasa198 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama. 
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Pasal 99 s/d 102 
Cukup jelas 

Pasall03 
Ketcnluan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradi Ian Agama. 

Pasal 104 s/d 106 
Cukup jelas 

Pasal 107 
Ketentuan pasal ini dibcrlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradi Ian Agarna. 

PaW 108 s/d 118 
Cukupjelas 

Pasal 119 
Setiap talak yang dijaiuhkan oleh Pengadil:an Apna adaJah talak bain 
sughra. 

Plwll 120 s/d 128 
Cukupjelas 

Pasal 129 
Ketentuan pasal ini dibcrlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama. 

Pua.I 130 
Cukupjelas 

Pasal131 
Kctentuan pasal ini dibedakukan setelah bcrlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama. 

Pasal 132 
Ketcntuan pasal ini diberlakukan sctelah bcrlak.unya Undang-undang 
Peradilan Agama. 

Pua.I 133 s/d 147 
Cukup jelas 

P..W 148 
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berl~ya Undang-undang 
Peradilan Agama. 
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P.W 149 s/d 185 
Cukupjelas 

Pasal186 
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak 
yal)g dilahirkan di luar perkawinan yang sah arau akiba1 hubungan yang 
tidak sah. 

Pasal 187 s/d 228 
Cukup jelas 

Pasal229 
Ke[entuan dalam pasal ini berlaku unluk Buku I, Buku II dan Buku Ill. 
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UNDANG-UNDANG 1947 NOMOR 20 
TENTANG 

PENGADILAN PERADILAN ULANGAN 

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura 





UNDANG-UNDANG 1947 NOMOR 20 
PENGADILAN PERADILAN ULANGAN 

Peraturan Peradilan Ulaogan di Jawa dan Madura 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Mcnimbang : bahwa peraturan pcradilan ulangan, yang sekarang di Jawa 
dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/Hi/No. 1753), 
lcmyatamcngecewakan, makadari itu pcrluselckas mungkin 
diadakan pcraturan baru untuk menggantinya. 

Mengingat : alc:an Osamu/Sei/Hi/No. 1753 berhubung dengan Pasal 11 
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar; 

Mengingat Pula : akan Undang-Undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 aya( I} dan 
Pasa120ayat ( 1) berhubungdengan Pasal lV Alwan Peralihan 
tanggal 16 Oktobcr 1954 No. X Dcngan pcrsctujuan Badan 
pekerja Komite Nasional Pusat. 

MEMlITUSKAN : 
Mcnctapkan peraturan scbagai berikut : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA 
DAN MADURA. 

BABI 

Hal pengadilan district dan Pengadilan Kabupaten. Tidak bcrlnku lagi 
berhubungan dcngan Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 1/1951. 

BABU 
Hal Pengadihm Kepolisian. 
Tidak berlaku hlgi bcrhubung dengan Pasal 1 UU DaJUrat No. 1/1951. 

BABDI 
HAL PENGADILAN NEGERI 

BAGIANI 
Perkara Perdata 

Pasa16 
Dari pulusan-putusan Pengadilan N~geri di Jawa dan Madura tentang 

pcrkara perdata. yang tidak tcmyata bahwa besamya harga gugal ialah seratus 
rupiah atau kurang. olch salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang 
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bcrkcpcntingan dapat dumnta. supaya pcmcriksaan pcrkara d1ulangi oleh 
Pengadilan Tinggi yang bcrkuasa dalam dacrah hukum masmg-masmg. 

Pnsal 7 
(I) Pennmlaan un1uk pcmcriksaan ulangan harus disampaik::m dengan surat 

atau dcngan hsan olch peminta atau wo:ikilnya. yang scnga1a dikuasakan 
untuk mcmajukan pcnnmtaan itu. kcpada Panitcra Pcngad1lan Ncgcri, 
yang mcnjatuhkan putusan. dalam empat bclas han. terh11ung mulai hari 
bcrikutnya han pcngumuman pulusan kcpada yang bcrkcpcntingan. 

(2) Bagi pcminta yang 11cJak bcrd1am dalam karcsidcnan 1cmpat Pcngadilan 
Ncgeri tcrscbut bcrs1dang, maka lamanya tempo untuk memmta 
pcmcriksaan ulangan d11ad1kan tiga puluh han. 

(3) Jika ada pcrmintaan akan pcmcnksaan ulangan ticJaJ.: dcngan brnya malca 
tempo itu d1h1tung mulai hari bcrikutnya hari pcmbcntahuan putusan 
Pcngadilan Tmggi atas pcm1mtaan tcrscbut kcpada Ketua Pcngadilan 
Ne gen 

(4) Pcnnintaan akan pcmerik~aan ulangan tidak holch ditcrima. jika tempo 
tersebut di atas sudah lalu. denukian JUga Jika pada waktu memajukan 
pcmuntaan itu t1dak d1bayar lcb1h dahulu b1aya, yang diharuskan mcnurut 
pcraturan yang syah, brnya mana harus dnaksir olch Panitera Pengadilan 
Negcri tersebut. 

Pasal 8 
(I) Dari putusan Pcngad1lan Ncgcn, yang di1atuhkan di luar hadir tcrgugat, 

tcrgugat tidak boleh minta pcmerikc;aan ulangan mclamkan hanya dapat 
mcmpcrgunakan perlawanan dalam pemcriksaan trngkat pcnama akan 
tetapi jika.Jau pcnggugat mmta pcmcnksaan ulangan. tergugat tidak dapat 
mempergunakan hak pcrlawanan dalam pcmeriksaan tmgkat pertama. 

(2) Jika. dan scbab apapun juga tergugat tidak dapat mcmpcrgunakan hak 
pcrlawanan dalam pcmcriksaan tingkat pcnama. tcrgugat bolch mcminta 
pcmeriksaan ulangan. 

Pasal 9 
(I) Dari putusan P~ngadilan Ncgcri yang bukan putusan pcnghabisan dapat 

d1minta pcmcriksaan ·ulangan hanya bcrsama-sama dcngan putusan 
pcnghab1 san. 

(2) Putusan, dalam mana Pcngadilan Ncgeri mcnganggap dirinya udak ber­
hak untuk mcmeriksa pcrkaranya. dianggap sebagai putusan penghabisan. 

Pac;nl 10 
(I) Pcrmintaan pcmcriksaan ulanganyangdapat diterima.dicatat olch Pnnitcra 

Pcngadilan Ncgcri di druam daftar. 
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(2) Pamtcra mcrnbcritahukan hal iau kepa<.la fihak lawan yang minta 
pcmcriksaan ulangan. 

Pasal 11 
( 1) Kemudian selambat-lambaanya cm pat belas hari setelah pennintaan 

pemcriksaan ulangan ditcrima. Pcnilera mcmbcri tahu kepada kedua 
bclah fihak bahwa mcreka dapat mclihat surat-surat yang bcrsangkutan 
dcngan (X!rkaranya di kantor Pcngadilan Negcn sdama cmpat bclas hari. 

(2) Kemudian tun.man putusan, surat pcmenksa.1n dan sura1-surat lain yang 
bersangkuaan harus dik1rim kepada P:mi1era Pcngad1lan Trnggi yang 
bcrsangkultm selambat-lambatnya satu bu Ian sctelah mcm:rima pcrmintaan 
pc=mcnksaan ulangan. 

(3) Kedua bclah p1hak botch mcmasukkan surat-surat kcterangan dan bukti 
kc:pada Pamtera Pengad1lan Negcri a1au kcpada Panllera Pengadilan 
Tmggi yang akan mcmutuskan, asal saja turunan dari surat-surat 1tu 
dibt=rikan kc.!pada fihak lawan dcngan peran1ara::m pcgawai Pengad1lan 
Negcri y~mg dllunJuk oleh ke1ua Pc:ngadilan Negcri itu. 

Pasnl 12 
(l) Pennin1aan izin supaya tidak bayar biaya dalam pcmcriksaan ulangan 

harus d1sampaikan dengan lisan atau dengan surat kcpada Panitcra 
Pengad1li.10 Negeri, yang menJatuhkan putusan, bcsena dengan ~urat 
ketcrangan dari salah scornng pegawai pamong praja yang bcrhak 
membenkannya dalam daerah 1empa1 tanggalnya. bahwa ia 1idak man1pu 
membayar baa.ya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam cmpat 
belas hari terhitung mulai hari berikutnya h::ui pcngumuman putusan 
kepada yang bcrkcpentmgan. oleh fihak lain di dalam empat belas hari 
terhitung mulai hari berikutnya pemberitnhuan pennintaan pemeriksaan 
ulangan. 

(2) Permintaan itu dllulis oleh Panitera Peng.~lan Negen dalam daftar. 
(3) D1 dalam empal be las hari scsudah ditulisknn itu, maka liakJm Pengadi Ian 

Negc::ri menyuruh mcmberitahukan pennintaan itu kcpadd. p?~ak yang lair 
dan menyuruh memauggil kedua belah pihak supaya daru1g di muka 
Hakim tcrsebur. 

4) Jika peminta t1dak datang pennintaan dianggap tidak ada. 
(5) Jika peminra tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitujuga. pihak yang 

lain, jika ia datang. 

Pasul 13 
Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak 

memutuskar. ~rkaranya dalam pcmcriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya 
tujuh hari sesudah pemerik.saan selcsai. 
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Pasal 14 
Pengadilan Tinggi memberi putusan alas permintaan tersebut de mcny11.'Uh 

memberi tahu selekas mungkin putusan itu kepada Ketu:i Pcngadilan Negcri 
yang bersangkutan. 

Pasal IS 
(I) Pcngadilan Tinggi dalam pemcriksaan ulangan memc1 ksa dan 

memutuskan dengan ti~a Hakim,jika <lip.mdru1gperlu, dcngan mcndengar 
scndiri kedua belah pihak atau saks1. 

(2) Jikn Hakim Pengadilan Negeri mcmu1uskan, bahwa ia tidak berllak 
memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat 1'1in, 
Pengadilan Tingg1 dapat menyuruh Pengadilan Negcri memutuska~ 
perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya. 

(3) Pan1tera Pt!ngadilan Tinggi mcngirim selekas mungkin turunan putusai1 
tersebul bescrta dengan surat pemenksaan dan surat-surat lain yang 
bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam 
pemcriksaan tingka1 penama. 

(4) Cara mcnjalankan pu1usan ini sarna de.1gan cara menjalankan pu1usan 
Hakim dalam pemeriksaan lingkat pertama. 

BAGIAN2 
P.- rkara Pidana 

Tidak bcrlaku lagi berhubung dengan pasal 6 - 20 UU Darural No. 1951. 

Pasal 30 
Undang-undang ini mulai ~rlaku pada hari diumumkan. 

Pasal peralihan. 
Dalam perkara-perkara :·nng pada waktu mulai berlakunya undang­

undang ini berada dalam pcr .. iksaan ulangan, sebcrapa boleh harus di1uru1 
peraturan t- 'ru. 
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